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ABSTRAK 
 
 
Program Terpadu P2W-KSS yang telah berjalan cukup lama, dirasa masih 
kurang dapat menjawab permasalahan kemiskinan serta kesetaraan dan keadilan 
gender.  Kemudian dengan dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 serta Inpres no. 
9 tahun 2000, maka Program Terpadu P2W-KSS berubah bentuk menjadi 
Program Terpadu P2M-BG.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (i) 
bagaimana pelaksanaan Program Terpadu P2M-BG di Kelurahan Mangkubumen 
tahun 2004, dilihat dari aspek komunikasi, sikap pelaksana, serta dukungan 
kelompok sasaran; (ii) dampak sosial ekonomi dengan adanya Program Terpadu 
P2M-BG; (iii) hambatan dalam pelaksanaan program tersebut. 
Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Mangkubumen.  Jenis penelitiannya 
evaluasi setelah kebijakan berlangsung (ex-post evaluation), sedangkan bentuknya 
adalah penelitian kualitatif Pengumpulan datanya dilakukan dengan teknik 
wawancara, observasi, dan dokumentasi.  Metode pengambilan sampel adalah 
purposive sampling dan validitas data menggunakan trianggulasi data.  Teknik 
analisis yang digunakan adalah analisis interaktif. 
Dalam pelaksanaan Program Terpadu P2M-BG di Kelurahan 
Mangkubumen, komunikasi sudah terjalin 2 arah.  Akan tetapi komunikasi yang 
dijalankan masih kurang efektif  pada beberapa tahapan pelaksanaan.  Sikap 
pelaksana kurang sepenuhnya mendukung pelaksanaan Program Terpadu P2M-
BG.  Dukungan kelompok sasaran sudah terlihat dalam bentuk partisipasi aktif 
masyarakat mitra, namun dukungan dari kelompok sasaran tersebut kurang 
terlihat maksimal.   
Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program 
Terpadu P2M-BG di Kelurahan Mangkubumen telah sesuai dengan pedoman 
pelaksanaan, meskipun dalam pelaksanaannya masih kurang optimal.  Hal ini 
terlihat dari kurangnya dukungan dari Dinas/Instansi terkait.  Selain itu juga 
munculnya dualisme sikap masyarakat yang menyebabkan pelaksanaannya 
kurang maksimal.  Melihat masih adanya kekurangan dalam pelaksanaan Program 
Terpadu P2M-BG hendaknya ada komitmen dari pemerintah untuk dapat 
memperbaikinya seperti menghimbau kepada setiap Dinas/Instansi untuk 
memberikan pelatihan yang dibutuhkan oleh masyarakat mitra, selain itu untuk 
menghindari salah sasaran dalam pendataan dan penunjukkan masyarakat mitra, 
hendaknya pemerintah terlebih dahulu melakukan pelatihan kepada petugas 
pendata.  
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. LATAR BELAKANG MASALAH 
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 Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa, UUD 1945 
sebagai landasan konstitusional dan GBHN sebagai landasan operasional 
menempatkan perempuan pada keluhuran harkat dan martabatnya baik sebagai 
makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa maupun sebagai warga negara dan 
sumberdaya insani pembangunan yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, 
tanggung jawab, peranan dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk 
berperan dalam segala bidang kehidupan dan segenap kegiatan pembangunan. 
 Namun hal ini sangat bertolak belakang dengan kondisi nyata perempuan 
Indonesia.  Dalam kenyataannya, di bidang pendidikan, kaum perempuan masih 
tertinggal dibandingkan laki-laki. Kondisi ini antara lain disebabkan adanya 
pandangan dalam masyarakat yang mengutamakan dan mendahulukan laki-laki 
untuk mendapatkan pendidikan daripada perempuan.  Ketertinggalan perempuan 
dalam bidang pendidikan tercermin dari presentase perempuan buta huruf.  
Menurut data BPS  pada tahun 2003 angka perempuan buta huruf mencapai 
12,28%  dan jumlah ini lebih besar dibandingkan laki-laki yang hanya sekitar 
5,84%.  Walaupun presentase tersebut pada tahun 2004 mengalami penurunan, 
namun angka buta huruf perempuan tetap lebih besar dari laki-laki.  Angka buta 
huruf perempuan sebesar 11,7% dan laki-laki hanya sebesar 5,3%.(Statistik 60 
tahun Indonesia Merdeka,2005:51) 
 Dalam bidang ekonomi, secara umum partisipasi perempuan masih 
rendah.  Kemampuan perempuan memperoleh peluang kerja dan berusaha masih 
rendah, demikian juga dengan akses terhadap sumber daya ekonomi.  Kondisi ini 
antara lain disebabkan oleh pandangan bahwa perempuan hanya sebagai pengurus 
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rumah tangga.  Rendahnya kemampuan perempuan memperoleh peluang kerja 
dan berusaha tercermin dari presentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 
(TPAK) perempuan yang lebih kecil dibanding laki-laki.  Menurut data BPS, pada 
tahun 2003 TPAK perempuan masih jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki, 
yaitu 44,8% sedangkan laki-laki 76,12%.  Walaupun pada tahun 2004 TPAK 
perempuan mengalami peningkatan, namun prosentasenya masih lebih rendah 
dibanding laki-laki.  TPAK laki-laki lebih besar dibanding TPAK perempuan 
yakni 50,8% berbanding 49,2%.(Statistik 60 tahun Indonesia,2005:38) 
 Demikian juga dibidang hukum, dewasa ini masih banyak perempuan 
yang mengalami tindak kekerasan dan pelecehan seksual, diskriminasi dan 
perlakuan sewenang-wenang di dalam keluarga, tempat kerja, masyarakat, 
penindasan dan eksploitasi.  Selain itu masalah yang sering muncul dan nampak 
nyata adalah perdagangan perempuan, dan pelacuran paksa, yang umumnya 
timbul dari berbagai faktor antara lain tingginya angka kemiskinan dan 
pengangguran, serta rendahnya tingkat pendidikan.  
 Melihat masih tingginya ketimpangan gender yang terjadi di Indonesia, 
maka upaya untuk memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender terus 
diperjuangkan.  Menurut Muhadjir M. Darwin, bahwa gerakan untuk 
memperjuangkan kesetaraan gender terus mengalami peningkatan.  Gerakan 
pertama adalah Gerakan perempuan dalam pembangunan (Women in 
Development-WID).  Gerakan ini lebih ditujukan pada masalah mengejar 
ketertinggalan perempuan dibandingkan laki-laki dalam berbagai bidang 
kehidupan dan pembangunan.  Pendekatan pembangunan yang diarahkan dalam 
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pemberdayaan perempuan lebih menekankan pada pembangunan ekonomi dan 
belum secara khusus mempertimbangkan manfaat pembangunan secara adil 
terhadap perempuan dan laki-laki.  Strategi tersebut pada kenyataannya belum 
bisa menonjolkan konsep kesetaraan dan keadilan gender dan semakin 
memberikan kontribusi terhadap timbulnya ketidaksetaraan dan ketidakadilan 
gender.  Pengalaman ini menunjukkan bahwa walaupun telah banyak kemajuan 
dalam peningkatan kedudukan dan peran perempuan dalam pembangunan, namun 
upaya tersebut dirasakan masih perlu dilanjutkan dan dikembangkan serta 
dimantapkan dengan menggunakan strategi baru yaitu strategi Gender dan 
Pembangunan (Gender And Development–GAD).  Strategi GAD bertujuan agar 
terdapat pemenuhan kebutuhan strategis gender.  Menurut Muhadjir M. Darwin 
kebutuhan strategi gender berupa pemberian akses yang sama bagi laki-laki dan 
perempuan dalam pendidikan, pengakuan terhadap hak-hak perempuan sebagai 
bagian integral dari hak-hak asasi manusia, memberikan kemandirian ekonomi 
yang sama antara laki-laki dan perempuan, termasuk akses terhadap dunia kerja, 
gaji yang sama, serta pendistribusian aset yang sama, serta pemberian akses yang 
sama pula di bidang politik dan posisi strategis dalam pengambilan keputusan 
yang memungkinkan mereka mengidentifikasi kebijakan-kebijakan yang dapat 
dinikmati oleh keduanya (laki-laki dan perempuan) secara seimbang.  Kemudian 
untuk lebih meningkatkan usaha untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, 
maka muncullah gerakan Pengarusutamaan Gender (Gender Mainstreaming–GM.  
Gerakan ini bertujuan untuk menjadikan gender sebagai arus utama (mainstream) 
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pembangunan.  Sasaran tembaknya adalah kebijakan (Negara), aksi (masyarakat), 
serta institusi (Negara dan masyarakat). (Muhadjir Darwin, 2005 : 59-63). 
 Upaya pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan kesetaraan dan 
keadilan gender juga banyak dipengaruhi oleh gerakan-gerakan tersebut.  Upaya 
yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dimulai sejak tahun 1978 dengan 
ditandai dibentuknya  Kantor Menteri Muda Urusan Peranan Wanita atau lebih 
dikenal dengan Menmud UPW.  Selama kurun waktu 26 tahun telah tercipta 
beberapa program pembangunan yang di dalamnya memasukkan unsur-unsur 
untuk memberikan peranan yang lebih luas dan beragam untuk kaum perempuan 
dalam kaitannya untuk mendapatkan kesamaan hak, penghargaan atas harkat dan 
martabat serta partisipasi yang sama dengan laki-laki dalam semua aspek 
kehidupan (bukan hanya dalam kegiatan-kegiatan sosial-reproduktif dalam 
keluarga, tetapi lebih meluas pada kegiatan publik maupun pembangunan).  Salah 
satu program untuk mengentaskan kemiskinan yang dihadapi perempuan yang 
dikembangkan oleh Kantor MenUPW pada masa jabatan 1984-1998 adalah 
Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera 
(P2W-KSS).  Program tersebut bertujuan mewujudkan dan mengembangkan 
keluarga sehat, sejahtera, dan bahagia melalui peningkatan kedudukan, peran, 
kemampuan, dan ketahanan mental dan spiritual perempuan dengan pendekatan 
lintas sektoral.  Pendekatan yang digunakan Program Terpadu P2W-KSS 
mempunyai karakteristik top down (semua program direncanakan dari atas dan 
masyarakat hanya sebagai objek kegiatan).   
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 Program Terpadu P2W-KSS telah berjalan cukup lama, akan tetapi 
program tersebut masih kurang optimal.  Kekurangan dari program tersebut 
adalah pertama tidak adanya tindak lanjut dari program tersebut, karena memang 
program ini dirancang hanya dilaksanakan dalam waktu 1 tahun saja.  Kedua 
adalah pada sasaran dari program tersebut.  Dalam Program Terpadu P2W-KSS 
yang menjadi sasarannya adalah perempuan dan hanya memfokuskan pada 
persoalan perempuan, serta kurang mempersoalkan kedudukan perempuan di 
dalam keluarga.  Ketiga adalah karakteristik dari program tersebut yang 
menggunakan pendekatan top-down.  Pendekatan ini kurang dapat mengena 
secara langsung kepada kelompok sasaran dan menyebabkan masyarakat menjadi 
pasif.  
 Kemudian setelah dikeluarkan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah 
Daerah, maka pelaksanaan Program Terpadu P2W-KSS diserahkan kepada 
masing-masing Propinsi apakah mau dilanjutkan atau tidak.  Salah satu Propinsi 
yang masih melaksanakan program tersebut adalah Propinsi Jawa Tengah.  
Propinsi Jawa Tengah masih melaksanakan program tersebut dikarenakan 
Propinsi Jawa Tengah berdasarkan Susenas tahun 2000 memiliki jumlah 
penduduk perempuan lebih besar dibandingkan penduduk laki-laki yaitu sebesar 
50,46%.  Selain itu lebih dari 7,31 juta atau 23,06% penduduk Jawa Tengah 
mengalami kemiskinan. 
Kemudian dengan dikeluarkannya Inpres no. 9 tahun 2000 tentang 
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, maka strategi P2W-KSS 
juga mengalami perubahan.  Dengan adanya Inpres tersebut, maka untuk 
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mengembangkan Program Terpadu P2W-KSS diperlukan pendekatan dan metode 
yang lebih sensitif gender.  Oleh karena itu sasaran dari Program Terpadu P2W-
KSS lebih diperluas yaitu masyarakat yang terdiri dari laki-laki dan perempuan.  
Selain itu untuk melakukan  pengentasan kemiskinan diperlukan sebuah program 
yang sifatnya memberdayakan masyarakat dan berkelanjutan.  Untuk itulah 
pemerintah Propinsi Jawa Tengah mengubah nama Program Terpadu P2W-KSS 
menjadi Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender 
(P2M-BG).   
Pemerintah Propinsi Jawa Tengah mengamanatkan untuk semua 
Pemerintah Kota/Kabupaten di seluruh Jawa Tengah untuk melaksanakan 
program tersebut.  Salah satu Kota yang melaksanakan Program Terpadu P2M-
BG adalah Kota Surakarta.  Pada tahun 2004 Kota Surakarta melaksanakan 
program tersebut untuk pertama kalinya.  Penunjukkan lokasi dilakukan 
berdasarkan pada Keputusan Walikota Surakarta no. 411.5/051-B/1/2000.  Pada 
surat Keputusan Walikota tersebut, Kecamatan Banjarsari mendapatkan 
kesempatan sebagai lokasi pelaksanaan Program Terpadu P2M-BG.  Kemudian 
Kecamatan Banjarsari menunjuk Kelurahan Mangkubumen sebagai lokasi 
pelaksanaan.  Penunjukkan Kelurahan Mangkubumen dikarenakan Kelurahan-
Kelurahan lainnya di Kecamatan Banjarsari sudah pernah melakukan program 
yang terdahulu yaitu Program Terpadu P2W-KSS      
Dari pengamatan yang dilaksanakan di lokasi pelaksanaan, terdapat 
dualisme sikap masyarakat.  Di satu sisi, masyarakat terlibat aktif dalam beberapa 
kegiatan, namun disisi lain ada sikap masyarakat yang kurang mendukung 
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pelaksanaan program.  Melihat hal tersebut, maka penelitian ini ingin meneliti 
bagaimana sesungguhnya pelaksanaan Program Terpadu P2M-BG di Kelurahan 
Mangkubumen pada tahun 2004.  Selain itu, dalam penelitian ini juga ingin 
melihat dampak sosial dan ekonomi serta hambatan dalam pelaksanaan Program 
Terpadu P2M-BG di Kelurahan Mangkubumen. 
 
B. PERUMUSAN MASALAH 
 Dari Latar Belakang Masalah tersebut, adapun yang menjadi perumusan  
masalahnya adalah : 
1. “Bagaimana Pelaksanaan Program Terpadu P2M-BG di Kelurahan 
Mangkubumen pada tahun 2004, dilihat dari aspek komunikasi, sikap 
pelaksana serta dukungan  kelompok  sasaran ?” 
2. “Apa dampak Sosial Ekonomi dengan adanya Program Terpadu P2M-
BG?” 
3. “Hambatan apa yang ditemukan dalam pelaksanaan?” 
 
 
 
 
 
C. TUJUAN PENELITIAN : 
 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 
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1. Mengetahui pelaksanaan Program Terpadu P2M-BG di Kecamatan 
Banjarsari dan khususnya adalah Kelurahan Mangkubumen. 
2. Mengetahui dampak sosial ekonomi yang muncul akibat pelaksanaan 
Program Terpadu P2M-BG. 
3. Mengetahui berbagai hambatan yang timbul dalam pelaksanaan Program 
Terpadu P2M-BG 
 
D. TINJAUAN PUSTAKA 
1. KEBIJAKAN 
  Sebelum kita  masuk lebih dalam dan memahami makna dari evaluasi 
kebijakan, maka terlebih dahulu kita memahami makna dari kebijakan itu 
sendiri.  Menurut Anderson seperti yang dikutip oleh M. Irfan Islamy 
(1998:17), kebijakan diartikan sebagai : 
“ A purposive course of action followed by an actors or set of actors in 
dealing with a problem or matter of concern.  (Serangkaian tindakan yang 
mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang 
pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan  suatu masalah 
tertentu). “ 
 
  Sedangkan menurut Laswel dan Kaplan dalam Mitfah Thoha 
(1986:58) kebijakan merupakan suatu program yang di proyeksikan dari 
tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan praktika tindakan. 
  Dari beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 
kebijakan adalah serangkaian tindakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.  
Sedangkan dalam kaitannya dengan penelitian ini yang dimaksud dengan 
kebijakan adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang dikenal 
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dengan istilah kebijakan publik.  Hal ini senada dengan apa yang 
dikemukakan oleh Anderson  dalam Leslie A. Pal (1987:3).  Anderson 
mengemukakan bahwa publik policies are those policies developed by 
governmental bodies dan officials. (kebijakan publik adalah kebijakan yang 
dikembangkan oleh instansi-instansi dan pejabat-pejabat pemerintah ). 
  Dalam pengertian tersebut, kebijakan publik merupakan suatu yang 
senyatanya harus dilaksanakan oleh pemerintah. Meskipun begitu, sebuah 
kebijakan publik juga harus menyangkut kepentingan masyarakat luas dan 
bukan hanya pemerintah belaka.  Hal ini sejalan dengan pendapat dari Roem 
Topatimasang dkk (2000:29) bahwa kebijakan publik adalah suatu sistem 
pembuatan, pelaksanaan, dan pengendalian keputusan-keputusan yang 
menyangkut kepentingan masyarakat luas. 
  Dari pendapat-pendapat diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dikembangkan oleh 
pemerintah untuk mencapai tujuan yang didalamnya menyangkut tentang 
kepentingan publik.  
2. EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN 
  Permasalahan kebijakan bukanlah permasalahan yang hanya 
menyangkut bagaimana proses pembuatan sampai dengan disyahkannya suatu 
kebijakan. Akan tetapi hal yang lebih penting adalah bagaimana 
pelaksanaanya dilapangan.  Riant Nugroho mengemukakan bahwa 
implementasi kebijakan memiliki kontribusi sebesar 40% dari keberhasilan 
sebuah kebijakan (Riant Nugroho,2003:158).  Hal ini menandakan bahwa 
21 
 
pelaksanaan kebijakan merupakan hal yang terpenting.  Pendapat tersebut 
sejalan dengan pendapat Udoji seperti yang dikutip oleh Solichin A. Wahab 
(1997:59). Dia berpendapat  
“ the execution of policies is an important if not more important than 
policy-making.  Policies will remain dreams or blue prints file jackets 
unless they are implemented. (pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang 
penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan 
kebijakan.  Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana 
bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplemetasikan).”  
 
Jadi sehebat-hebatnya sebuah konsep kebijakan, tetapi kalau dalam 
pelaksanaannya dilakukan secara keliru maka hasilnya nol besar. 
  Selama ini proses pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah ada 
kecenderungan kurang efektif dan efisien dalam mencapai sasaran.  
Berdasarkan penelitian, ditemukan fakta bahwa dari konsep-konsep 
perencanaan, rata-rata konsistensi implementasi antara 10-20% saja (Riant 
Nugroho,2003:158). Oleh karena itu evaluasi terhadap pelaksanaan suatu 
kebijakan merupakan hal yang sangat penting bagi keberhasilan pelaksanaan 
kebijakan selanjutnya.  
  Mengenai evaluasi kebijakan, Muhadjir Darwin merumuskan sebagai  
suatu proses untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan membuahkan hasil 
yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau 
target kebijakan yang ditentukan. (1994:36)  
  Menurut William N. Dunn (1998:608) bahwa istilah evaluasi 
mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi 
beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program.  Secara umum 
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istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian 
angka (rating) dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha 
untuk menganalisa hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya.  
  Sedangkan menurut Otoy Sutarman seperti yang dikutip oleh S. Kasni 
Hariwoeyanto (1987:86) bahwa evaluasi ialah : 
“ sesuatu cara yang sistematik di dalam menganalisa sesuatu pekerjaan 
sehingga diketahui sampai seberapa jauh hasil dari pada pekerjaan itu 
dengan mempergunakan bahan-bahan, cara-cara tertentu agar diperoleh 
hasil yang memuaskan. “ 
  
  Penilaian dalam evaluasi menurut Carol H. Weiss dimaksudkan untuk 
mengukur efek suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, 
sebagai bahan pertimbangan untuk pembuatan keputusan lebih lanjut 
mengenai program dan peningkatan program pada masa mendatang (Abdillah 
Hanafi dan Mulyadi Guntur,1984:16)  
  Hal ini senada dengan Otoy Sutarman (1987:87), bahwa evaluasi 
bertujuan : 
a. Untuk mendapatkan data dan informasi tentang tingkat pencapaian 
tujuan program atau proyek/kegiatan. 
b. Untuk menilai tingkat efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program atau 
proyek/kegiatan. 
 
 
Dari uraian-uraian diatas terdapat beberapa hal yang terkandung dalam 
sebuah evaluasi, yaitu : 
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a. Evaluasi dilaksanakan untuk mengukur efek yang diperoleh dari 
pelaksanaan suatu program  
b. Penilaian menggunakan metode-metode 
c. Penilaian mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya 
d. Hasil dari evaluasi digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 
meninjau kembali suatu program serta guna peningkatan pelaksanaan 
pada masa yang akan datang. 
  Sedangkan terkait dengan evaluasi kebijakan, menurut William N. 
Dunn dan Ripley seperti yang dikutip oleh Samodra Wibawa,dkk (1994:10-
11) memiliki 4 fungsi, yaitu : 
a. Eksplanasi, dimana melalui evaluasi ini akan dapat dipotret realitas 
pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-
pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamati. 
b. Kepatuhan, dimana melalui evaluasi ini akan dapat diketahui apakah 
tindakan yang dilakukan oleh para pelaku kebijakan, sesuai dengan 
aturan atau prosedur yang telah ditetapkan. 
c. Auditing, yaitu fungsi untuk mengetahi apakah out put kebijakan benar-
benar telah sampai ke tangan kelompok sasaran seperti yang 
dimaksudkan oleh pembuat kebijakan. 
d. Akunting, yaitu fungsi yang melihat akibat sosial ekonomi dari kebijakan 
tersebut. 
  Melihat beragamnya fungsi dari evaluasi kebijakan, maka sangatlah 
penting jika dalam pelaksanaannya dilakukan secara cermat dan teliti. Hal ini 
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karena evaluasi kebijakan dimaksudkan untuk mengetahui 4 aspek, yaitu : 
proses pembuatan kebijakan, proses implementasi, konsekuensi kebijakan, 
dan efektifitas dampak kebijakan (Samodra Wibawa,dkk, 1994:9) 
  Berkait dengan timing evaluasi, secara garis besar evaluasi kebijakan 
dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori (Pariatra Westra,1983;46), yaitu: 
a. Evaluasi Pra Program (ex-ante evaluation).  Yaitu suatu evaluasi yang 
dilakukan sebelum program diimplementasikan.  Ini biasanya dilakukan 
untuk menafsir kebutuhan atau untuk menentukan kelompok sasaran 
yang menjadi target kebijakan. 
b. Evaluasi pada saat kebijakan sedang berlangsung (on-going evaluation), 
yaitu suatu evaluasi yang dilakukan pada saat program tersebut 
diimplementasikan atau sedang berjalan. 
c. Evaluasi setelah berlangsung (ex-post evaluation), yaitu suatu evaluasi 
yang dilakukan setelah program diimplementasikan.  Ini biasanya 
dilakukan untuk melihat berbagai dampak dan pengaruh dari adanya 
suatu kebijakan . 
  Selain itu jika dilihat dari segi prioritas atau penekanan aspek evaluasi, 
Leslie A. Pal (1987:48), membagi evaluasi kebijakan menjadi 4 kategori : 
a. Planning and needs evaluation. 
Mencakup penilaian terhadap populasi, kebutuhan sekarang dan yang 
akan datang serta sumber daya yang ada. 
b. Process evaluation. 
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Evaluasi terhadap tindakan pelaksana, media pelaksana program dan 
sistem informasi. 
c. Impact evaluation.    
Evaluasi dampak kebijakan, baik yang diharapkan atau tidak, serta 
perluasan hasil program. 
d. Efficiency evaluations. 
Evaluasi efisiensi kebijakan yang dapat dilihat dari perbandingan 
keuntungan dengan biaya. 
  Mengacu pada pendapat Samodra Wibawa dkk, penelitian ini tidak 
bermaksud untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh, akan tetapi satu 
tahap saja yaitu pada pelaksanaannya (implementasi).  Hal ini penting, karena 
betapapun idealnya  suatu kebijakan baik dari segi proses pembuatannya 
sampai dengan pengesahannya pelaksanaannya, akan tetapi jika kebijakan 
tersebut sulit diimplementasikan, akan menjadi sesuatu yang sia-sia.  Selain 
itu penelitian ini juga ingin melihat hambatan serta dampak yang ditimbulkan 
dengan dilaksanakan kebijakan tersebut.   
  Implementasi sendiri menurut Van Meter dan Van Horn dirumuskan 
sebagai : 
“ Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-
pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan 
pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan 
kebijaksanaan” (Solichin Abdul Wahab,1995:51). 
   
  Dari pendapat diatas, dapat ditarik sebuah gambaran bahwa untuk 
mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan perlu adanya tindakan-tindakan dari 
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individu-individu sebagai anggota masyarakat dan pejabat-pejabat sebagai 
pejabat pelaksana. 
  Sedangkan implementasi menurut Westra dan kawan-kawan 
(1984:210), didefinisikan sebagai : 
“ Usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan sebuah rencana dan 
kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi 
segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan 
melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, kapan waktunya, mulai 
berakhirnya, dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.” 
  
 Dalam pelaksanaan suatu kebijakan terdapat berbagai faktor atau 
variabel yang mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan. Berikut ini akan 
dikemukakan model-model implementasi menurut beberapa ahli : 
a. Model Van Meter dan Van Horn 
  Menurut Riant Nugroho, model Van Meter dan Van Horn 
merupakan model yang mengandaikan bahwa implementasi kebijakan 
berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja 
kebijakan publik (2003:167).  Menurut Riant Nugroho Model dari Van 
Meter dan Van Horn dapat digambarkan seperti dalam gambar 1.1. pada 
halaman berikutnya. 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1.1 
Model Implementasi Kebijakan 
Menurut Van Meter dan Van Horn 
 
 
 
 
 
 
 
Aktifitas 
implementasi 
dan komunikasi 
antar organisasi 
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Sumber : Riant Nugroho (2003:168) 
 
Penjelasan dari beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi 
suatu kebijakan adalah sebagai berikut : 
1) Standart dan  tujuan 
Standart dan tujuan kebijakan yang jelas akan mempermudah 
terjalinnya komunikasi antar organisasi dan pengukuran aktivitas, 
sehingga hal ini akan mempermudah pelaksana dalam tahap 
pelaksanaannya.  Dengan kejelasan standar dan tujuan ini pula kita 
bisa mengukur keberhasilannya. 
2) Sumber daya 
Suatu tujuan tidak akan tercapai tanpa adanya dukungan sumber daya.  
Sumber daya ini bisa berupa biaya, tenaga atau perlengkapan lain yang 
mendukung terlaksananya implementasi. 
 
3) Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi 
Standar 
dan tujuan 
Sumber 
daya 
Karakteristik 
dari agen 
pelaksana 
Kondisi 
ekonomi, sosial, 
dan politik 
Kecenderungan 
(disposition) dari 
pelaksana/ 
implementator 
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Adanya komunikasi yang baik diantara pihak-pihak yang terlibat akan 
mendukung tercapainya implementasi yang baik.  Dengan komunikasi 
ini, diharapkan pelaksana dapat memahami apa yang diidealkan oleh 
kebijakan, juga untuk menghindari terjadinya berbagai bentuk 
penyelewengan. 
4) Karakteristik dari agen pelaksana pelaksana/implementor. 
Suatu birokrasi pelaksana yang meliputi karakteristik, norma dan pola 
hubungan yang potensial maupun aktual sangat berpengaruh terhadap 
keberhasilan implementasi.  Variabel yang perlu dicermati antara lain: 
kompetensi dan jumlah staf, rentang dan derajat pengendalian, 
dukungan politik yang dimiliki, kekuatan organisasi, derajat 
keterbukaan, kebebasan komunikasi dan keterkaitan dengan pembuat 
kebijakan. 
5) Kondisi ekonomi, sosial, dan politik. 
Kondisi ini antara lain berkaitan dengan: apakah sumber ekonomi 
yang dimiliki cukup untuk mengejar efektifitas yang tinggi ?.  
Bagaimana opini masyarakat terhadap isu kebijakan, mendukung atau 
melawan baik itu dari elit penguasa mapun warga masyarakat. 
6) Kecenderungan (disposition) dari pelaksana/implementor 
Wujud respon individu pelaksana menjadi penyebab berhasil atau 
gagalnya implementasi.  Wujud respon itu antara lain: pengetahuan 
dan pemahaman tentang kebijakan tersebut, tanggapan terhadap 
kebijakan tersebut cenderung positif atau negatif. 
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  Analisa Van Meter dan Horn menekankan pada faktor-faktor 
kemanusiaan dan psikologis yang mempengaruhi tingkah laku dari orang-
orang yang terlibat dalam proses penerapan kebijakan, selain itu juga 
membedakan antara kebijaksanaan dan penyelenggaranya.  Sedangkan 
keenam variabel yang telah dikemukakan diatas saling membentuk kaitan 
antar kebijaksanaan dan hasilnya.  Namun demikian model ini mempunyai 
kelemahan dimana hanya bisa diterapkan terhadap program yang 
dimaksudkan untuk mendistribusikan barang dan jasa, tetapi tidak bisa 
digunakan terhadap program yang dimaksudkan untuk mengatur tingkah 
laku perseorangan.  Selain itu model tersebut lebih sebagai kategori-
kategori yang sebenarnya tidak jelas bentuknya dan bukan sebagai 
beberapa variabel yang tidak bisa dioperasionalkan. 
b.   Model Grindle 
 Menurut Grindle dalam Samodra Wibawa,dkk (1994:22-24), 
bahwa implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks 
implementasinya.  Kedua variabel tersebut terdiri atas beberapa variabel 
sebagai berikut: 
1) Isi kebijakan, mencakup: 
a)   Kepentingan yang dipengaruhi 
Berbagai kebijakan yang dibuat akan memiliki kemungkinan 
dampak yang berbeda terhadap masing-masing individu.  Misalnya 
suatu kebijakan dampaknya akan mengancam sesuatu yang telah 
dimiliki seseorang, ia akan cenderung menolaknya. 
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b)  Tipe manfaat 
Suatu kebijakan yang memberikan manfaat yang aktual dan 
langsung dapat dirasakan oleh kelompok sasaran, bukan hanya 
formal dan simbolis akan lebih mudah diimplementasikan. 
c)   Derajat perubahan yang diharapkan 
Kebijakan cenderung lebih mudah diimplementasikan, jika 
dampak yang diharapkan dapat memberikan hasil yang manfaatnya 
jelas.  Jika dibandingkan dengan yang bertujuan terwujudnya 
perubahan sikap dan perilaku kelompok sasaran. 
d)   Pengambilan keputusan 
Kedudukan pembuat kebijakan akan mempengaruhi implementasi.  
Pembuat kebijakan yang mempunyai kewenangan dan otoritas 
yang tinggi akan mempermudah dalam pengkoordinasian orang-
orang di bawahnya. 
e)   Pelaksana program 
Siapa yang ditugasi untuk mengimplementasikan program dapat 
mempengaruhi proses implementasi dan hasil akhir yang 
diperoleh.  Dalam hal ini tingkat kemampuan, keaktifan, keahlian, 
dan dedikasi yang tinggi akan berpengaruh pada prosesnya. 
f)    Sumber daya yang dilibatkan 
Sumber daya yang digunakan misalnya dana, dukungan sumber 
daya manusia atau perlengkapan lain yang mendukung 
pelaksanaan program akan mempengaruhi keberhasilannya. 
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2)   Konteks Implementasi, mencakup: 
a)   Kekuatan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat  
Suatu kebijakan perlu mempertimbangkan dimana kebijakan 
tersebut akan diberlakukan.  Dan pada tahap implementasi pada 
umumnya melibatkan banyak aktor yang terlibat yang memiliki 
berbagai kepentingan serta strategi yang mungkin saja berbeda. 
b)   Karakteristik lembaga dan penguasa 
Kondisi dan keberadaan badan pelaksana yang didukung otoritas 
penguasa akan sangat berpengaruh dalam proses implementasi 
c)   Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana 
Kepatuhan dapat berupa kesediaan instansi pelaksana yang 
ditugasi melaksanakan program dari elit politik.  Sedangkan daya 
tanggap merupakan kepekaan birokrasi publik terhadap kebutuhan 
atau permasalahan yang timbul selama pelaksanaan suatu 
kebijakan. 
 Model yang dikemukakan oleh Grindle memfokuskan diri pada 
tiga komponen kebijaksanaan  yaitu tujuan kebijaksanaan, aktivitas 
penerapan, dan hasil (outcome).  Tugas dari penerapan kebijaksanaan 
adalah untuk memungkinkan tujuan kebijaksanaan direalisasikan sebagai 
hasil dari aktifitas pemerintah.  Dalam pandangan Grindle, keseluruhan 
proses penerapan kebijaksanaan baru bisa dimulai hanya setelah kebijakan 
diwujudkan menjadi program aksi maupun proyek individual dan 
tersedianya biaya maka implementasi kebijakan dilakukan.  Akan tetapi 
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jalannya implementasi ini tidak menjamin berjalan mulus akan tetapi 
ditentukan oleh implementability (kemampuan melaksanakan) yang 
dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi.     
Gambar 1.2 
Model Implementasi Kebijakan Menurut Grindle  
 
 Tujuan Kebijakan 
 
 
           
  
   
  
 
 
  
 
 
Tujuan yang  
 Ingin dicapai 
 
  
 
    
 
    
     Program aksi dan  
   Proyek individu yang 
   Didesain dan dibiayai 
  
Program yang dijalankan 
Seperti yang direncanakan ? 
        
    
   Mengukur keberhasilan 
 
   Sumber : Samodra Wibawa,dkk  (1994:23) 
 
Melaksanakan kegiatan 
Dipengaruhi oleh : 
1. Isi kebijakan 
a. Kepentingan yang 
dipengaruhi 
b. Tipe manfaat 
c. Derajat perubahan yang 
diharapkan 
d. Letak pengambilan 
keputusan 
e. Pelaksana program 
f. Sumber daya yang 
dilibatkan 
2. Konteks Implementasi 
a. Kekuasaan, 
kepentingan, dan 
strategi aktor yang 
terlibat 
b. Karakterisitik lembaga 
dan penguasa 
c. Kepatuhan dan daya 
tanggap pelaksana 
Hasil kebijakan: 
1. Dampak pada 
masyarakat, 
individu dan 
kelompok 
2. Perubahan dan 
penerimaan 
oleh masy. 
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c.  Model Sabatier dan Mazmanian 
 Dalam model implementasi menurut Sabatier dan Mazmanian, 
mengemukakan  bahwa dengan implementasi kebijakan merupakan fungsi 
dari tiga variable (Samodra Wibawa,dkk,1994:25-26), yaitu : 
1) Karakteristik masalah. 
2) Struktur manajemen program yang tercermin dalam berbagai macam 
peraturan yang mengoperasikan kebijakan. 
3) Faktor-faktor di luar peraturan. 
  Kedua ahli tersebut berpendapat bahwa peran penting dari analisis 
implementasi kebijakan negara ialah mengidentifikasi variabel-variabel 
yang mempengaruhi terciptanya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan 
proses implementasi.  Variabel-variabel yang dimaksud dapat 
diklasifikasikan menjadi 3 kategori besar, yaitu : 
1) Mudah tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan 
2) Kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat 
proses implementasinya. 
3) Pengaruh pelbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan 
bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijakan tersebut. 
  Kerangka berpikir kedua ahli ini dalam perhatiannya terdapat 2 
persoalan mendasar, yaitu kebijakan dan lingkungan kebijakan.  Pemikiran 
mereka terkesan menganggap bahwa suatu implementasi akan efektif 
apabila birokrasi pelaksananya memenuhi apa yang telah digariskan oleh 
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peraturan (petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis).  Oleh karena itu model 
ini disebut model “top down”. 
  Menurut Sabatier dan Mazmanian tersebut bahwa implementasi 
kebijakan dipengaruhi oleh seberapa jauh birokrasi pelaksana mematuhi 
apa yang telah digariskan oleh peraturan.  Karena itu untuk mencapai 
kinerja yang tinggi diperlukan adanya tujuan dan sasaran program yang 
ditentukan secara jelas dan konsisten. 
Gambar 1.3 
Model Implementasi Kebijakan 
Menurut Sabatier dan Mazmanian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Samodra Wibawa,dkk (1994:19) 
Karakteritik Masalah 
1. Ketersediaan teknologi dan teori teknis  
2. Keragaman perilaku kelompok sasaran 
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4. Derajat perubahan perilaku yang diharapkan  
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4. Sikap dan sumber daya 
kelompok sasaran utama  
5. Dukungan kewenangan 
6. Komitmen dan kemampuan 
pejabat  
Proses Implementasi 
Keluaran                Kesesuaian       Dampak aktual           Dampak yang  
Kebijakan              keluaran                    keluaran                     diperkirakan 
dari organisasi        kebijakan dengan         kebijakan  
pelaksana               kelompok sasaran          Perbaikan 
                         Peraturan 
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d.  Model yang diprakarsai oleh Richard Elmore, Michael Lipsky, dan 
Hjern dan David O’Porter 
 Menurut Riant Nugroho (2003:177) model ini dimulai dari 
mengidentifikasi jaringan aktor yang terlibat di dalam proses pelayanan 
dan menanyakan kepada mereka : tujuan, strategi, aktivitas, dan kontak-
kontak yang mereka miliki.   
 Model implementasi ini didasarkan kepada jenis kebijakan publik 
yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi 
kebijakannya atau masih melibatkan pejabat pemerintah, namun hanya 
ditataran bawah  
 Model ini mengharuskan kebijakan yang dibuat sesuai dengan 
harapan, keinginan publik yang menjadi target atau kliennya dan sesuai 
juga dengan pejabat eselon rendah yang menjadi pelaksananya.  Kebijakan 
model ini biasanya diprakarsai oleh masyarakat, baik secara langsung 
ataupun melalui lembaga-lembaga nirlaba kemasyarakatan (LSM).  
  
  Dengan demikian evaluasi pelaksanaan kebijakan bisa diartikan 
sebagai suatu penilaian terhadap usaha-usaha yang dilakukan individu atau 
anggota masyarakat dan pejabat-pejabat sebagai pelaksana dalam 
melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan 
ditetapkan. 
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  Dalam evaluasi pelaksanaan kebijakan, menurut Ripley (Samodra 
Wibawa,dkk,1994:9) ada beberapa persoalan yang harus dijawab.  Persoalan 
tersebut antara lain : 
a. Apakah standart implementasi yang baik menurut kebijakan tersebut ? 
b. Apakah program dilaksanakan sesuai standart efisiensi dan ekonomi ? 
Apakah uang digunakan dengan jujur dan tepat ? 
c. Apakah kelompok sasaran memperoleh pelayanan dan barang seperti 
yang didisain dalam program ? 
d. Apakah program memberikan dampak kepada kelompok non-sasaran? 
Apa jenis dampaknya ? 
e. Apakah dampaknya, baik yang diharapkan maupun yang tidak 
diharapkan terhadap masyarakat ? 
f. Kapan tindakan program dilakukan dan dampaknya diterima oleh 
masyarakat ? 
g. Apakah tindakan dan dampak tersebut sesuai dengan yang diharapkan ?      
  Sementara itu Kasley dan Kumar (Samodra Wibawa,dkk,1994:9), 
menyarankan 3 pertanyaan berikut : 
a. Siapa yang memperoleh akses terhadap input dan output proyek ? 
b. Bagaimana mereka bereaksi terhadap proyek tersebut ? 
c. Bagaimana proyek tersebut mempengaruhi perilaku mereka ? 
 Setelah dikemukakan pendapat-pendapat tadi, maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa evaluasi pelaksanaan kebijakan adalah penilaian terhadap 
tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dengan disesuaikan 
37 
 
pada target yang telah dirumuskan serta dampak yang terjadi dengan 
menggunakan variabel-variabel.  Dari berbagai pendapat tentang model-model 
implementasi dari Van Meter dan Van Horn, Grindle, Sabatier dan 
Mazmanian, serta Richard Elmore, Michael Lipsky, dan Hjern dan David 
O’Porter, diadopsi menjadi satu yaitu variabel komunikasi, sikap pelaksana, 
serta dukungan kelompok sasaran.  Ketiga variabel tersebut dirasa 
mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan dalam hal ini 
adalah Program Terpadu P2M-BG.  Menurut Van Meter dan Van Horn, 
keberhasilan pelaksanaan kebijakan mensyaratkan agar implementor 
mengetahui apa yang menjadi standart dan tujuan dari kebijakan.  Untuk itu 
komunikasi diperlukan untuk dapat mentransmisikan standart dan tujuan 
kebijakan kepada implementor, sehingga akan mengurangi distorsi 
implementasi.  Selain komunikasi, sikap pelaksana juga menjadi penyebab 
berhasil atau gagalnya implementasi sebuah kebijakan.  Menurut Grindle 
bahwa siapa yang ditugasi untuk mengimplementasikan kebijakan dapat 
mempengaruhi proses implementasi dan hasil akhir yang diperoleh.  Dalam 
hal ini tingkat kemampuan, keaktifan, keahlian, dan dedikasi yang tinggi akan 
berpengaruh pada proses.  Selain kedua variabel tersebut, dukungan kelompok 
sasaran juga menjadi faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sebuah 
kebijakan.  Dengan adanya dukungan dari kelompok sasaran, maka akan 
mudah sebuah kebijakan diimplementasikan.  Dengan adanya dukungan 
tersebut, maka kebijakan akan lebih operasional.  
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4.  PROGRAM TERPADU P2M-BG 
 Program pembangunan yang selama ini dijalankan oleh pemerintah 
kurang memiliki dampak yang besar terhadap masyarakat secara keseluruhan.  
Hal ini terjadi karena pemerintah kurang melibatkan masyarakat dalam proses 
pembangunan serta strategi pembangunan yang dijalankan pemerintah belum 
mengena kepada masyarakat.  Dari itu semua, berdampak pada program 
pembangunan yang dijalankan tidak bisa menjadi jawaban terhadap 
permasalahan masyarakat. 
 Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka diterapkan strategi 
pembangunan yang bertumpu pada masyarakat atau yang dikenal dengan 
istilah pemberdayaan masyarakat.  Pemberdayaan masyarakat secara 
konsepsional memiliki 2 makna pokok : 
a. Memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas 
kepada masyarakat, agar masyarakat mempunyai kemandirian dalam 
pengambil keputusan untuk membangun dirinya sendiri dan 
lingkungannya secara mandiri. 
b. Meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai 
kebijakan dan program pembangunan agar kondisi kehidupan masyarakat 
dapat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan.  
 Salah satu program yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat 
yang dikembangkan oleh pemerintah adalah Program Terpadu P2M-BG.  
Program Terpadu P2M-BG adalah sebuah model pemberdayaan masyarakat 
yang dilaksanakan secara terpadu, yang melibatkan laki-laki dan perempuan 
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dengan fokus utama pada peningkatan status, dan kedudukan perempuan 
dalam keluarga dan masyarakat. 
 Tujuan umum dari Program Terpadu P2M-BG adalah meningkatkan 
kualitas hidup keluarga menuju pada kesejahteraan, kesetaraan dan keadilan 
melalui kegiatan lintas bidang pembangunan dalam upaya penanganan 
kemiskinan dengan fokus peningkatan kondisi, status, kedudukan dan 
partisipasi perempuan. Untuk tujuan khususnya adalah : 
a. Meningkatkan kualitas hidup keluarga 
b. Meningkatkan kondisi, status dan kedudukan perempuan. 
c. Meningkatkan akses pada pendidikan. 
d. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan. 
e. Meningkatkan status derajat kesehatan, termasuk hak-hak reproduksi dan 
kesehatan reproduksi. 
f. Meningkatkan pola hidup sehat dan mewujudkan Kelurahan sehat. 
g. Meningkatkan pendapatan keluarga 
h. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan 
i.  Menumbuhkan pemahaman dan kepedulian tentang tindak kekerasan 
terhadap perempuan dan anak. 
j. Meningkatkan kualitas permukiman. 
k. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas produksi dan teknologi 
pertanian. 
l. Meningkatkan akses terhadap informasi pasar. 
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Dalam upaya meningkatkan kondisi, status, kedudukan dan partisipasi 
perempuan dalam kerangka penanganan kemiskinan, maka kebijakan yang 
diambil dalam Program Terpadu P2M-BG antara lain : 
a. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat mitra melalui proses 
belajar untuk menumbuhkan kesadaran kritis. 
b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) perempuan. 
c. Peningkatan pemahaman dan kepedulian tentang tindak kekerasan 
terhadap perempuan dan anak. 
d. Peningkatan kualitas lingkungan. 
e. Peningkatan kesempatan berusaha. 
f. Peningkatan keterpaduan dan koordinasi dalam pengelolaan program. 
g. Peningkatan partisipasi dan keswadayaan untuk menjamin kelangsungan 
program. 
h. Penguatan kelembagaan masyarakat. 
Guna mempercepat terlaksananya kebijakan Program Terpadu P2M-
BG, maka diperlukan strategi yang meliputi : 
a. Meningkatkan komitmen pemerintah dan seluruh stakeholder dalam upaya 
pemberdayaan masyarakat dalam penanganan kemiskinan. 
b. Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan serta kemampuan petugas dan 
masyarakat mitra. 
c. Menumbuhkan kemandirian masyarakat mitra dan penguatan 
kelembagaan masyarakat yang ada di Desa/Kelurahan. 
d. Memantapkan keterpaduan dan koordinasi program kegiatan. 
e. Meningkatkan peran fasilitasi pemerintah. 
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   Sasaran utama P2M-BG adalah keluarga miskin, sedangkan penentuan 
lokasi Desa/Kelurahan P2M-BG adalah Desa/Kelurahan yang mempunyai 
tingkat kemiskinan paling tinggi dan atau Desa/Kelurahan Terpencil sesuai 
dengan indikator atau kriteria tingkat kemiskinan yang ditentukan oleh 
Pemerintah Kabupaten/Kota. 
   Tahapan kegiatan dalam pelaksanaan Program Terpadu P2M-BG 
dilaksanakan secara partisipatif yang memfokuskan pada proses belajar dan 
penyadaran kritis dengan melibatkan secara penuh perempuan dan laki-laki, 
anak-anak dan orang dewasa.  Adapun tahapan kegiatan pelaksanaan Program 
Terpadu P2M-BG adalah sebagai berikut : 
a. Penyusunan data dasar 
b. Perencanaan kegiatan  
c. Pelaksanaan kegiatan  
d. Evaluasi kegiatan 
Dalam penentuan jenis program dan kegiatan yang akan dilaksanakan 
di Desa/Kelurahan dilakukan melalui proses partisipatif, dengan disesuaikan 
dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat mitra serta potensi yang ada di 
Desa/Kelurahan.  Adapun program yang ditawarkan dalam program Terpadu 
P2M-BG meliputi : 
a. Peningkatan akses pada pendidikan 
b. Peningkatan produksi pertanian. 
c. Peningkatan kualitas pemukiman 
d. Peningkatan status kesehatan masyarakat  
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e. Mewujudkan Desa/Kelurahan sehat. 
f. Peningkatan kesadaran hukum 
g. Peningkatan pendapatan keluarga 
h. Peningkatan kemampuan masyarakat dalam berkoperasi. 
 
6.   EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM TERPADU P2M-BG 
   Evaluasi pelaksanaan Program Terpadu P2M-BG adalah penilaian 
terhadap tindakan-tindakan yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan yang 
telah ditentukan, yang meliputi tahap penyusunan data dasar, perencanaan 
kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan tahap evaluasi kegiatan. 
  Sebelum melakukan evaluasi, harus jelas lebih dahulu mengenai 
standar penilaian atau dasar penilaian.  Karena dalam penelitian ini yang 
menjadi sasaran adalah pelaksanaan dari Program Terpadu P2M-BG, maka 
standar yang digunakan adalah isi kegiatan yang menjadi pedoman 
pelaksanaan.  Program Terpadu P2M-BG merupakan program yang sifatnya 
memberdayaan masyarakat.  Sehingga maksud dan tujuan yang dirumuskan 
adalah kesepakatan bersama dari para warga masyarakat, dengan mengacu 
pada program pemerintah yang sudah ada. 
   Disamping itu, dasar penilaian perlu ditambah dengan variabel-
variabel lain yang mempengaruhi kegiatan Program Terpadu P2M-BG.  
Adapun variabel-variabel yang dirasa mempengaruhi pelaksanaan Program 
Terpadu P2M-BG dapat dilihat dalam halaman selanjutnya : 
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a.  Komunikasi (pendapat Van Meter dan Van Horn) 
  Komunikasi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan Program 
Terpadu P2M-BG.  Dengan adanya komunikasi maka penyampaian pesan 
dari pemerintah tentang pelaksanaan Program Terpadu P2M-BG akan 
jelas dan dapat langsung dimengerti oleh kelompok sasaran.  Selain itu 
dengan adanya komunikasi, maka usulan dari masyarakat akan langsung 
dapat disampaikan untuk selanjutnya ditanggapi oleh pemerintah.   
   Komunikasi menurut Onong Uchjana Effendy adalah: 
“ Proses penyampaian suatu pesan oleh sekelompok orang kepada 
orang lain untuk memberitahu atau untuk mengubah sikap, pendapat 
atau perilaku, baik langsung secara lisan maupun tidak langsung 
melalui media.” (1986:6) 
  Sedangkan menurut Arni Muhammad (1995:108-121) komunikasi 
dibedakan menjadi 3 : 
1) Komunikasi ke bawah, yaitu menunjukkan arus pesan yang mengalir 
dari para atasan atau para pimpinan kepada bawahannya.  Pesan 
biasanya berhubungan dengan pengarahan, tujuan, disiplin, perintah 
kebijaksanaan umum. 
2) Komunikasi ke atas, adalah pesan yang mengalir dari bawahan kepada 
atasan atau dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi.  
Tujuannya untuk memberikan balikan, memberi saran dan mengajukan 
pertanyaan.  Informasi dari bawahan ini dapat berupa : 
· Laporan hasil yang dicapai, kemajuan dan rencana masa 
yang akan datang. 
· Menyampaikan masalah-masalah yang dihadapai 
· Menyampaikan saran dan ide.     
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3) Komunikasi horizontal, adalah pertukaran pesan diantara orang-orang 
yang sama tingkatan otoritasnya.  Pesan biasanya berhubungan dengan 
tugas-tugas, koordinasi, pemecahan masalah, dan saling memberikan 
informasi. 
  Dalam kaitannya dengan pelaksanaan Program Terpadu P2M-BG 
menghendaki agar standart dan tujuan program dipahami oleh individu/ 
aktor-aktor yang terlibat didalamnya, oleh karena itu perlu adanya 
komunikasi. 
  Komunikasi dalam pelaksanaan Program Terpadu P2M-BG ini 
dapat dilihat dari kejelasan penyampaian informasi kepada masyarakat 
mitra, kejelasan pembekalan kepada fasilitator, musyawarah masyarakat 
untuk melakukan identifikasi dan merencanakan kegiatan program terpadu 
P2M-BG, sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat mitra, termasuk 
didalamnya memberikan pendampingan, petunjuk, bantuan dalam 
menyelesaikan permasalahan, serta motivasi kepada masyarakat mitra.   
b. Sikap pelaksana (Pendapat Van Meter dan Van Horn, Grindle, Sabatier dan 
Mazmanian) 
  Dalam pelaksanaan Program Terpadu P2M-BG, sikap pelaksana 
juga ikut menentukan keberhasilan program tersebut.  Karena dengan 
adanya pelaksana maka pesan dari pemerintah maupun usulan dari 
masyarakat mitra dapat berjalan dengan lancar, sehingga dapat 
mendukung kelancaran pelaksanan Program Terpadu P2M-BG.  
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  Dalam kamus Psikologi, sikap (attitude/pendirian) dimaksudkan 
sebagai : 
“Suatu predisposisi atau kecenderungan yang relatif stabil dan 
berlangsung terus-menerus untuk bertingkah laku atau untuk mereaksi 
dengan cara tertentu terhadap pribadi lain, obyek, lembaga, atau 
persoalan tertentu.  Dilihat dari satu titik pandang yang sedikit 
berbeda, sikap merupakan  kecenderungan untuk mereaksi terhadap 
orang, institusi, atau kejadian baik positif maupun negatif “(1989:43) 
  
  Mazmanian dan Sabatier (1983:28) mengemukakan sikap 
pelaksana  sebagai komitmen para pelaksana terhadap tujuan yang telah 
ditetapkan, sebagaimana dinyatakan sebagai berikut : 
“Bagaimanapun baiknya suatu undang-undang atau keputusan 
kebijaksanaan dasar lainnya menstrukturkan proses keputusan formal, 
upaya pencapaian tujuan resmi yang dimaksudkan untuk mengubah 
perilaku kelompok sasaran  tidak akan membawa hasil yang 
diharapkan, terkecuali kalau pejabat dalam badan-badan pelaksana 
memiliki kesepakatan (komitmen) yang tinggi terhadap upaya 
pencapaian tujuan tersebut.” ( Solichin A. Wahab,1997:77)   
 
  Dalam pelaksanaan Program Terpadu P2M-BG, para pelaksana 
berupa Tim Pembina Kelurahan, Tim Pengelola, Fasilitator.  Adapun sikap 
pelaksana ini dapat dilihat dari adanya pengetahuan dan pemahaman 
tentang apa dan bagaimana pelaksanaan Program Terpadu P2M-BG, 
kesediaan Tim Pengelola serta Fasilitator dalam memberikan pengarahan 
dan motivasi, kesediaan pejabat pelaksana untuk menghadiri  pertemuan 
rutin, kemampuan pejabat pelaksana dalam menyelesaikan masalah yang 
timbul di lapangan. 
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c. Dukungan Masyarakat/Kelompok Sasaran (Pendapat Sabatier dan 
Mazmanian, Richard Elmore dkk) 
 Program Terpadu P2M-BG merupakan sebuah model 
pemberdayaan masyarakat.  Pemberdayaan masyarakat memiliki 
pengertian memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau 
mendelegasikan otoritas kepada masyarakat, agar masyarakat mempunyai 
kemandirian dalam pengambil keputusan untuk membangun dirinya 
sendiri dan lingkungannya secara mandiri.  Sehingga dalam pelaksanaan 
Program Terpadu P2M-BG, dukungan kelompok sasaran sangat 
berpengaruh sekali terhadap keberhasilan pelaksanaan Program Terpadu 
P2M-BG. 
 Dukungan publik menurut Mazmanian dan Sabatier diartikan 
sebagai masukan-masukan atau input yang berasal dari masyarakat dalam 
upaya untuk mendukung kelancaran suatu pelaksanaan program. 
 Dukungan kelompok sasaran akan dilihat dari peran aktif dari 
masyarakat mitra dalam semua tahapan kegiatan.  Selain dukungan 
kelompok sasaran juga akan dilihat dari kerutinan masyarakat mitra dalam 
menghadiri setiap kegiatan. 
 
6. DAMPAK KEBIJAKAN 
 Dalam rangka mencapai tujuan kebijakan, pemerintah 
menginterpretasikan dalam sebuah program.  Selanjutnya agar lebih 
operasional lagi, program dirumuskan sebagai proyek .  Program maupun 
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proyek yang telah dirumuskan oleh pemerintah ditambah dengan tindakan 
fisik akan menimbulkan suatu konsekuensi (hasil, efek atau akibat) terhadap 
suatu kebijakan.  Menurut William N. Dunn (1998:513), konsekuensi terhadap 
suatu kebijakan bisa berupa keluaran (outputs) dan dampak (impact).  Dalam 
penelitian ini, penulis hanya ingin melihat dampak dari adanya Program 
Terpadu P2M-BG.  Dalam hal ini dampak kebijakan adalah perubahan kondisi 
fisik maupun sosial sebagai akibat dari output kebijakan (Dunn dalam 
Samodra Wibawa,dkk, 1994:5).  Dampak kebijakan bisa berupa dampak 
positif maupun negatif, atau dampak yang diharapkan maupun yang tak 
diharapkan. 
 Leslie A. Pal membagi dampak kebijakan ke dalam 4 kategori, yaitu : 
a.   Direct Impact 
Biasanya untuk melihat dampak kebijakan adalah dengan melihat pada 
target, yakni untuk melihat dampak langsung sebagaimana yang tertera 
didalamnya.  Apakah kebijakan tentang pertanian berdampak pada 
pertanian, kebijakan pendidikan berdampak pada pendidikan, kebijakan 
transportasi berdampak pada transportasi ?.  Setiap kebijakan mempunyai 
tujuan yang jelas (manifest function) yakni menyelesaikan atau usaha 
untuk memecahkan formal problem.  Kebijakan juga mempunyai fungsi 
laten (the latent function) seperti menguntungkan pemerintah dll. 
b.   Political Impact 
Untuk menilai apakah suatu kebijakan berhasil atau tidak, penting untuk 
menanyakan dahulu keberhasilan dengan tujuan apa?.  Pertama untuk 
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menjawab pertanyaan tersebut adalah dengan melihat pada target dari 
kebijakan itu sendiri.  Selain itu, juga melihat kepentingan-kepentingan 
politik pemerintah, sebagai popularitas, kemungkinan dipilih kembali, dan 
dukungan partisan.  Kepentingan-kepentingan tersebut terkadang 
berlawanan dengan tujuan dari kebijakan tersebut, karena itu seringkali 
suatu kebijakan yang gagal memberi dampak langsung, mungkin akan 
dinilai berhasil oleh politisi. 
c.    Econommic Impact 
Dampak ekonomi dapat menjadi dampak langsung jika ini mengubah 
suatu keadaan ekonomi.  Semua kebijakan mempunyai aspek ekonomi 
berkaitan dengan hal keseimbangan antara biaya dan keuntungan/manfaat.  
Dampak ekonomi dalam pengertian disini mengacu kepada dampak 
sebuah kebijakan dalam aspek ekonomi secara keseluruhan, pengalokasian 
umum dari sumber daya. 
d.   Social Impact 
Menyangkut struktur sosial, mores, persepsi dan perjanjian sosial.  Dengan 
apa suatu kebijakan ekonomi mempengaruhi enterpreneurship, para 
pekerja merasa dihargai.  Dalam beberapa kasus dampak langsung 
kebijakan akan disamakan dengan dampak sosial, seperti dalam kebijakan 
kebudayaan, tetapi kadang berbeda.  Kebijakan ekonomi dan sosial lebih 
memfokuskan pada penerus kekayaan dan redistribusinya.  Tetapi mereka 
juga cenderung pada tekstur kehidupan sosial.  (Leslie A. Pal,1987:178-
187) 
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 Dalam kaitannya dengan dampak sosial,  Riga Adiwoso (ibid hal 16) 
membagi ke dalam tiga jenis dampak yaitu: 
a. Dampak sosial ekonomi, yang lebih menekankan pada aspek-aspek 
ekonomi dan demografi, baik dalam tingkat individu, kelompok, 
komunitas maupun daerah dimana kegiatan dilaksanakan. 
b. Dampak psiko sosial, yaitu dampak yang lebih menekankan pada dampak 
psikologi, termasuk dampak terhadap nilai, sikap, kepercayaan serta 
persepsi baik pada tingkatan individu maupun kelompok. 
c. Dampak sosial budaya, yaitu penekanan pada individu, kelompok atau 
penduduk daerah dengan menggunakan berbagai disiplin ekonomi 
termasuk sosiologi, antropologi, psikologi maupun ilmu-ilmu sosial 
lainnya.      
Suatu kebijakan akan selalu membawa dampak positif maupun negatif 
atau dampak yang diharapkan maupun tidak diharapkan.  Dalam penelitian ini, 
hanya memfokuskan pada dampak sosial ekonomi dengan adanya pelaksanaan 
Program Terpadu P2M-BG.  
 
E.  KERANGKA PEMIKIRAN 
  Sebuah kebijakan yang sifatnya memberdayakan masyarakat seperti 
halnya kebijakan P2M-BG, sebaiknya diselenggarakan pemerintah bersama 
dengan masyarakat.  Untuk mengetahui sejauh mana langkah yang telah 
ditempuh serta dampak yang muncul dari pelaksanaan Program Terpadu 
P2M-BG maka diperlukan evaluasi terhadap program yang telah dijalankan. 
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 Penelitian ini  ingin mengevaluasi pelaksanaan Program Terpadu P2M-
BG di Kelurahan Mangkubumen pada tahun 2004.  Karena titik berat 
penelitian ini pada evaluasi pelaksanaan program, maka penelitian ini akan 
dilakukan dengan membandingkan antara pedoman pelaksanaan dengan 
kenyataan di lapangan.  Sesuai dengan pedoman pelaksanaan bahwa 
pelaksanaan Program Terpadu P2M-BG meliputi 4 tahap yaitu penyusunan 
data dasar, perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi kegiatan.  
Selain menggunakan pedoman pelaksanaan penelitian ini akan ditambah 
variabel yang lain yaitu sikap pelaksana, komunikasi, dan dukungan kelompok 
sasaran. 
 Pelaksanaan Program Terpadu P2M-BG memerlukan komunikasi baik 
antara Tim Pembina, Tim Pengelola, Fasilitator, maupun masyarakat mitra.  
Dengan adanya komunikasi yang baik selama pelaksanaan program akan 
berpengaruh besar pada terwujudnya tujuan dari program itu sendiri. 
 Selain itu, dengan adanya komunikasi yang baik selama pelaksanaan 
Program juga akan sangat berpengaruh terhadap sikap pelaksana.  Sebaliknya 
komunikasi yang ada selama pelaksanaan Program Terpadu P2M-BG juga 
sangat dipengaruhi oleh sikap pelaksana.  Hal ini bisa terjadi  karena peran 
pelaksana lebih pada memberikan pendampingan, pengarahan, serta motivasi 
yang semuanya membutuhkan komunikasi. 
 Sementara itu baik komunikasi maupun sikap pelaksana akan sangat 
berpengaruh pada dukungan kelompok sasaran.  Dukungan kelompok sasaran 
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berupa peran aktif dari masyarakat mitra dalam semua tahapan kegiatan, serta 
kesediaan untuk datang dalam semua kegiatan yang dilaksanakan. 
    Keseluruhan hal di atas akan berpengaruh terhadap kinerja Program 
Terpadu P2M-BG.  Selain itu penelitian ini juga akan melihat hambatan-
hambatan yang terjadi selama pelaksanaan Program Terpadu P2M-BG serta 
dampak sosial ekonomi dari pelaksanaan program tersebut.  Untuk lebih 
jelasnya, kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan dalam gambar 
1.4 : 
 
Gambar1.4 
Gambaran mengenai evaluasi pelaksanaan 
 Program Terpadu P2M-BG. 
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F.  DEFINISI KONSEPTUAL DAN OPERASIONAL 
1.  Definisi Konseptual 
 Definisi konseptual digunakan untuk mempertegas batasan-batasan 
yang digunakan supaya tidak terjadi kesalahan penafsiran.  Konsep-konsep 
yang digunakan adalah : 
a. Evaluasi kebijakan adalah penilaian terhadap hasil dari suatu tindakan 
apakah sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya 
atau belum serta untuk melihat dampak dari tindakan tersebut. 
b. Implementasi adalah proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan 
sesuai dengan rencana guna memecahkan suatu masalah serta 
memberikan dampak seperti yang telah ditentukan. 
c. Dalam pelaksanaan suatu kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor 
dimana dalam penelitian ini faktor yang dianggap berpengaruh 
terhadap keberhasilan kebijakan yaitu sikap pelaksana, komunikasi, 
serta dukungan kelompok sasaran. 
d. Program adalah suatu rencana yang saling berhubungan yang akan 
dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya yang telah 
dipersiapkan untuk mencapai tujuan yang telah dipersiapkan untuk 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
e. Dampak adalah perubahan yang muncul akibat pelaksanaan suatu 
kebijakan.  Dalam penelitian ini, dampak yang diamati adalah dampak 
sosial ekonomi terhadap masyarakat setempat.  Dampak sosial dan 
ekonomi adalah perubahan sosial maupun ekonomi yang muncul 
akibat pelaksanaan suatu kebijakan.   
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f. Program Terpadu P2M-BG adalah suatu model pemberdayaan 
masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, yang melibatkan laki-
laki dan perempuan dengan fokus utama pada peningkatan status, dan 
kedudukan perempuan dalam keluarga dan masyarakat. 
g. Evaluasi Pelaksanaan Program Terpadu P2M-BG adalah penilaian 
terhadap pelaksanaan Program Terpadu P2M-BG untuk mewujudkan 
tujuannya. 
2. Definisi Operasional. 
a.  Evaluasi pelaksanaan Program Terpadu P2M-BG adalah proses 
menilai pelaksanaan Program Terpadu P2M-BG khususnya di 
Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta 
tahun 2004. Yang akan dilihat dari kesesuaian dengan pedoman 
pelaksanaan pada setiap tahapannya.  Adapun variabel-variabel yang 
digunakan adalah : 
1) Komunikasi, akan dilihat dari : 
a) Komunikasi kebawah dapat dilihat dari : 
· Kejelasan pembekalan kepada fasilitator. 
· Kejelasan penyampaian informasi dari Pembina 
Kelurahan kepada Pengelola Program Terpadu P2M-BG  
· Kejelasan dalam memberikan sosialisasi kepada 
masyarakat mitra. 
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b) Komunikasi mendatar dapat dilihat dari : 
· Musyawarah masyarakat mitra untuk melakukan 
identifikasi 
· Musyawarah masyarakat mitra untuk merencanakan 
kegiatan. 
c) Komunikasi diatas dapat dilihat dari : 
· Masukan yang disampaikan oleh masyarakat mitra   
kepada Pengelola untuk meminta bantuan dalam 
menyelesaikan masalah yang dihadapi dilapangan. 
· Laporan yang disampaikan 
2) Sikap Pelaksana, akan dilihat dari : 
a) Pengetahuan dan pemahaman aparat pelaksana tentang segala 
sesuatu yang menyangkut pelaksanaan Program Terpadu P2M-
BG. 
b) Kesediaan pengurus memberikan pengarahan, motivasi. 
c) Kesediaan pejabat pelaksana untuk menghadiri pertemuan 
rutin. 
d) Kemampuan pejabat pelaksana dalam menyelesaikan masalah 
yang terjadi di lapangan.  
3) Dukungan kelompok sasaran, akan dilihat : 
a) Keikutsertaan masyarakat mitra mulai dari penyusunan data 
dasar sampai evaluasi kegiatan. 
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b) Kehadiran masyarakat mitra dalam sosialisasi dan pertemuan 
lain. 
c) Kerutinan masyarakat mitra dalam mengikuti semua kegiatan. 
b. Hambatan akan dilihat dari variabel-variabel penelitian yang 
digunakan. 
c. Dampak terhadap masyarakat : 
1) Dampak sosial 
Dampak sosial yang diharapkan dari adanya Program Terpadu 
P2M-BG adalah : 
· Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat 
termasuk perempuan mengenai lingkungan dan kehidupan 
pribadi maupun sosial. 
2) Dampak ekonomi    
· Menambah modal masyarakat mitra. 
     
G.  METODE PENELITIAN 
1.  Jenis Penelitian 
  Jenis penelitiannya adalah penelitian evaluasi setelah kebijakan 
berlangsung (ex-post evaluation).  Sedangkan bentuknya adalah penelitian 
kualitatif, dimana menurut Kirk Miller didefinisikan sebagai tradisi 
tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental 
bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan 
berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam 
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peristilihannya.  Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor, penelitian 
kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data 
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 
yang diamati (Lexy J. Moleong, 1998:3). 
2.  Lokasi Penelitian 
  Lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Mangkubumen, 
Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta dengan pertimbangan yaitu : 
· Kelurahan Mangkubumen merupakan satu-satunya Kelurahan di Kota 
Surakarta yang melaksanakan Program Terpadu P2M-BG. 
· Kelurahan Mangkubumen menjadi pilot project dari pelaksanaan 
Program Terpadu P2M-BG di Kota Surakarta 
3.  Teknik Pengumpulan Data 
a. Indept Interview (Wawancara Mendalam) 
Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam yang 
dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan mendalam 
tentang berbagi aspek dalam penelitian ini.  Alasan penelitian terhadap 
teknik ini, karena penelitian ini lebih mengandalkan kekuatan ke dalam 
informasi yang didapat dan menghindarkan bias informasi.  Dalam hal 
ini wawancara dilakukan dengan key informan yang dianggap paling 
mengetahui praktek pelaksanaan program tersebut.  Dalam hal ini key 
informan yang dimaksud adalah Tim Pembina Kelurahan, Tim 
Pengelola, Fasilitator serta masyarakat mitra. 
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b. Observasi  
 Observasi merupakan pengamatan intensif terhadap obyek 
penelitian yaitu dengan mendatangi tempat atau lokasi penelitian untuk 
melihat secara langsung mengenai situasi dan kondisi dari obyek 
penelitian.  Observasi ini bersifat non-partisipatif, dimana peneliti tidak 
terlibat langsung dalam kegiatan yang dilaksanakan obyek penelitian.  
Observasi yang peneliti lakukan adalah pengamatan tentang pelaksanaan 
Program Terpadu P2M-BG di Kelurahan Mangkubumen, pengamatan 
tentang perubahan yang terjadi dalam masyarakat baik perubahan 
ekonomi maupun sosial, pengamatan terhadap bantuan yang diberikan 
apakah sesuai dengan yang telah ditetapkan. 
c. Dokumentasi/Studi Pustaka 
 Yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan membaca dan 
mempelajari buku-buku kepustakaan yang ada hubungan dengan materi 
penelitian ini serta dengan pengumpulan data yang bersumber dari arsip 
dan dokumentasi yang ada.  Data-data, arsip, dokumentasi, serta buku 
kepustakaan yang peneliti akan kumpulkan adalah laporan pelaksanaan 
kegiatan Program Terpadu P2M-BG di Kelurahan Mangkubumen tahun 
2004, dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan 
Program Terpadu P2M-BG di Kelurahan Mangkubumen tahun 2004,  
buku pedoman pelaksanaan Program Terpadu P2M-BG.  
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4.  Unit Analisis 
 Unit analisis dalam penelitian ini adalah keluarga inti yang terdiri 
dari suami, istri, dan anak termasuk rumah tangga yang dikepalai oleh 
perempuan karena tidak adanya suami. 
5.  Data dan Sumber Data 
a. Data Primer  
Data primer adalah sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh 
melalui wawancara langsung dengan informan.  Adapun yang menjadi 
informan adalah mereka yang terkait dan dianggap tahu tentang masalah 
penelitian. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer 
dalam penelitian ini adalah “purposive sampling”  yaitu pengambilan 
beberapa informan yang dianggap penting dan dapat memberi informasi 
yang diperlukan serta dapat dipercaya.  Informan dalam penelitian ini 
berasal dari orang-orang yang terlibat langsung dalam Program Terpadu 
P2M-BG yaitu : 
· Tim Pembina Kelurahan. 
· Tim Pengelola  
· Fasilitator 
· Masyarakat mitra 
b.   Data Sekunder 
 Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung dari 
lapangan.  Data sekunder diperoleh dari literatur, arsip, dokumen, dan 
bahan kepustakaan.  Data-data sekunder yang dibutuhkan dalam 
penelitian ini seperti daftar jumlah masyarakat mitra, kondisi 
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masyarakat mitra di Kelurahan Mangkubumen, jadwal pelatihan dan 
penyuluhan, daftar hadir dalam semua kegiatan yang dilakukan dalam 
rangka pelaksanaan Program Terpadu P2M-BG, laporan pelaksanaan 
Program Terpadu P2M-BG di Kelurahan Mangkubumen tahun 2004, 
serta surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Terpadu 
P2M-BG di Kelurahan Mangkubumen 
6.  Validitas Data 
 Untuk menguji keabsahan suatu data yang diperoleh, peneliti 
menggunakan teknik Trianggulasi Data/Sumber yaitu teknik pemeriksaan 
keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk 
keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut 
(Lexy J. Moleong, 2000:178).   
 Menurut H.B. Sutopo (2002:79) trianggulasi data/sumber dapat 
memanfaatkan jenis sumber data yang berbeda untuk menggali data yang 
sejenis.  Cara Trianggulasi sumber yang lain dapat pula dilakukan dengan 
menggali informasi dari satu narasumber tertentu, dari kondisi lokasinya, 
dari aktivitas yang menggambarkan perilaku orang atau warga 
masyarakat, atau dari sumber yang berupa catatan atau arsip dan dokumen 
yang memuat catatan yang berkaitan dengan data yang dimaksudkan 
peneliti. 
 Dalam trianggulasi ini, tidak mengharapkan bahwa hasil 
pembandingan tersebut merupakan kesamaan pandangan, pendapat, atau 
pemikiran.  Melainkan, yang terpenting dalam teknik trianggulasi ini 
adalah mengetahui adanya alasan-alasan terjadinya perbedaan – perbedaan 
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tersebut dan selanjutnya dari perbedaan – perbedaan tersebut akan 
dilakukan analisa.  Dalam hal kaitannya dengan penelitian ini, trianggulasi 
sumber dapat dilakukan dengan cara : 
a. Membandingkan hasil wawancara antara Tim Pembina Kelurahan, 
Tim Pengelola, fasilitator dan masyarakat mitra. 
b. Membandingkan hasil pengamatan di lapangan dengan hasil 
wawancara. 
c. Membandingkan berbagai pendapat dan pandangan orang dengan 
membandingkan apa yang dikatakan oleh setiap orang berdasarkan 
pemahaman yang dimiliki baik itu masyarakat mitra, pembina, 
maupun pengelola tentang Program Terpadu P2M-BG 
6. Teknik Analisis Data  
 Analisis data merupakan proses pencarian dan perencanaan secara 
sistematik semua data dan bahan lain yang telah terkumpul agar peneliti 
mengerti benar makna yang telah ditemukannya, dan dapat menyajikan 
kepada orang lain secara jelas (H.B. Sutopo, 1988:38).  Didalam penelitian 
kualitatif, proses analisis yang digunakan tidak dilakukan setelah data 
terkumpul semuanya, tetapi dilakukan pada waktu bersamaan dengan 
proses pengumpulan data.  Karena analisis ini dimaksudkan untuk 
memperoleh gambaran khusus yang bersifat menyeluruh tentang apa yang 
tercakup dalam masalah yang diteliti. 
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 Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model sajian 
terjalin  (model interaktif).  Dalam model ini terdapat tiga komponen 
analisis utama yang dijelaskan pada halaman berikutnya : 
a. Reduksi data 
Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi 
data kasar yang dilaksanakan selama berlangsungnya proses 
penelitian. 
b. Sajian data 
Merupakan rangkaian informasi yang memungkinkan kesimpulan 
penelitian dapat dilakukan.  Dengan melihat suatu penyajian data, 
peneliti akan dapat mengerti tentang apa yang sedang terjadi serta 
memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis/tindakan lain 
berdasarkan pengertian tersebut. 
c. Penarikan kesimpulan 
Dari sajian data yang telah tersusun, selanjutnya peneliti dapat menarik 
kesimpulan akhir. 
 Ketiga komponen tersebut aktivitasnya berbentuk interaksi dengan 
proses pengumpulan data yang menggunakan proses siklus.  Peneliti 
bergerak diantara ketiga komponen dengan komponen pengumpulan data 
selama proses pengumpulan data berlangsung.  Jadi apabila dalam 
penelitian, data yang telah terkumpul dirasa belum cukup kuat mendukung 
proses analisis, maka peneliti dapat menyusun pertanyaan baru untuk 
mengumpulkan data kembali.  Begitu juga dalam proses penarikan 
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kesimpulan, bila masih memerlukan data baru, peneliti dapat melakukan 
pengumpulan data kembali.  Dengan demikian analisis yang dihasilkan 
cukup mantap. 
 Untuk lebih jelasnya tentang skema model analisis interaktif dapat 
dilihat dalam gambar 1.5 : 
Gambar 1.5 
Skema Model Analisis Interaktif 
    
 
 
 
  
          
 
 
 
Sumber : H.B. Sutopo 1989:33 
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BAB II 
DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 
 
A. GAMBARAN UMUM KELURAHAN MANGKUBUMEN 
1. Kondisi Geografis 
 Mangkubumen merupakan salah satu Kelurahan yang ada di 
Kecamatan Banjarsari.   Adapun batas-batas wilayah Kelurahan 
Mangkubumen adalah sebagai berikut : 
§ Sebelah Utara : Wilayah Kelurahan Manahan dan Kelurahan Gilingan 
§ Sebelah Timur : Wilayah Kelurahan Gilingan dan Kelurahan Punggawan 
§ Sebelah Barat : Wilayah Kelurahan Manahan dan Kelurahan Kerten 
§ Sebelah Selatan: Wilayah Kelurahan Sriwedari dan Penumping 
 Luas wilayah Kelurahan Mangkubumen adalah 79,7 ha yang secara 
administratif mencakup 14 RW dan 58 RT. 
2. Kondisi Demografis 
 Jumlah penduduk Kelurahan Mangkubumen berdasarkan laporan 
monografi dinamis bulan Maret 2005 tercatat sebanyak 10.071 jiwa terdiri 
dari 5.005 penduduk laki-laki (49,7%) dan 5.066 penduduk perempuan 
(50,3%).  Komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin secara 
jelas dapat dilihat dari tabel 2.1 : 
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Tabel 2.1 
Komposisi Penduduk Kelurahan Mangkubumen 
menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin  
 
Umur 
 
 
Laki-Laki 
 
Perempuan 
 
Jumlah 
 
Presentase 
(1) (2) (3) (4) (5) 
0  -  4 559 304 863 8,58  
5  -  9 218 515 731 7,26 
10 – 14 630 547 1.087 10,80 
15 – 19 636 465 1.101 10,94 
20 – 24 525 497 1.022 10,15 
25 – 29 527 507 1.034 10,27 
30 – 39 792 779 1.577 15,69 
40 – 49 810 520 1.030 10,23 
50 – 59 371 403 774 7,68 
60+ 431 416 847 8,42 
Jumlah 5.005 5.066 10.071 100 
 Sumber: Laporan Monografi Dinamis Kel. Mangkubumen tahun 2005 
 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa golongan usia penduduk yang 
paling banyak berada pada kelompok umur 30 - 39, yaitu sebanyak 1.577 
atau sekitar 15,69%, kemudian menyusul kelompok umur 15-19 tahun 
yaitu sebanyak 1.101 atau sekitar 10,94%.  Dari tabel tersebut dapat dilihat 
bahwa jumlah penduduk dengan usia produktif di Kelurahan 
Mangkubumen cukup tinggi dan ini merupakan nilai tambah bagi 
Kelurahan tersebut.  Tetapi cukup tingginya jumlah penduduk usia 
produktif tersebut tidak  didukung dengan tingginya tingkat pendidikan 
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masyarakat ini dapat dilihat dengan banyaknya masyarakat yang belum 
tamat SD.  Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.2: 
Tabel 2.2 
Komposisi Penduduk Kelurahan Mangkubumen 
Menurut pendidikan  
( Bagi Umur 5 tahun ke atas ) 
 
Tingkat Pendidikan 
 
 
Jumlah 
 
Presentase 
(1) (2) (3) 
Tamat Akademi/P.T. 530 5,75 
Tamat SLTA 1.487 16,15 
Tamat SLTP 1.930 20,96 
Tamat SD 120 1,30 
Tidak Tamat SD 770 8,38 
Belum Tamat SD 4.351 47,25 
Tidak Sekolah 20 0,21 
      Jumlah 9.208 100 
 Sumber: Laporan Monografi Dinamis Kel. Mangkubumen tahun 2005 
 Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa Kelurahan Mangkubumen 
memiliki penduduk yang belum tamat SD sebesar 4.351 atau sekitar 
47,25%, sedangkan yang sudah tamat pendidikan dasar sebesar 1.930 atau 
sebesar 20,96%.  Dan yang tamat SLTA sebesar 1.487 atau 16,15%, 
sedangkan yang tamat akademi/P.T. berjumlah 530 atau 5,75%.  Dengan 
banyaknya penduduk yang belum tamat SD, maka penduduk Kelurahan  
Mangkubumen kebanyakan bekerja sebagai buruh industri.  Jenis mata 
pencaharian sebagai buruh industri paling banyak digeluti oleh penduduk 
Kelurahan Mangkubumen, seperti dalam tabel 2.3 :   
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Tabel 2.3 
Komposisi Penduduk Kelurahan Mangkubumen 
Menurut Mata Pencaharian 
(Bagi umur 16 tahun ke atas)  
 
Jenis Mata Pencaharian 
 
 
Jumlah  
 
Presentase 
(1) (2) (3) 
Pengusaha 61 0,73 
Buruh industri 1991 23,49 
Buruh bangunan 515 6,08 
Pedagang 900 10,62 
Pengangkutan 73 0,87 
Peg. Negeri (sipil/ABRI) 902 10,65 
Pensiunan 542 6,4 
Lain-lain 3450 40,7 
    Jumlah 8477 100 
 Sumber: Laporan Monografi Dinamis Kel. Mangkubumen tahun 2005 
 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penduduk yang bekerja sebagai 
buruh industri berada di tingkatan nomor satu yaitu sebesar 1.991 atau 
23,49 %, lalu diikuti oleh Pegawai Negeri (sipil/ABRI) sebesar 902 atau 
sekitar 10,65 %, dan selanjutnya adalah pedagang sebesar 900 atau sekitar 
10,62 %. 
 
 
B. SUSUNAN PENGURUS KELURAHAN MANGKUBUMEN 
 Susunan pengurus Kelurahan Mangkubumen adalah sebagai berikut : 
Kepala Kelurahan   : Endang Suryani Tedjawati SE, MM 
Sekretaris    : Rujiman 
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       Warsiti 
 
Seksi-seksi 
Ø Pemerintahan   : Antariksa 
   Budiono 
Ø Kesejahteraan  : Lukito  
masyarakat     Arief Budianto, SE 
Ø Perekonomian dan  : Haranto 
                  lingkungan hidup 
Ø Sosial dan budaya   : Didiek 
    Suradi 
Ø Pelayanan umum   : Sunarto 
 Sedangkan dalam keterkaitannya dengan pelaksanaan Program 
Terpadu P2M-BG di Kelurahan Mangkubumen, beberapa pengurus 
Kelurahan Mangkubumen terlibat dalam Tim Pembina Kelurahan.  Kepala 
Kelurahan Mangkubumen berperan sebagai Penanggungjawab 
Pelaksanaan Program Terpadu P2M-BG di Kelurahan Manahan sekaligus 
memfasilitasi pelaksanaan program tersebut. 
 Adapun susunannya dapat dilihat dalam gambar 2.1. 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 
 
A. GAMBARAN UMUM KONDISI MASYARAKAT MITRA 
 Program Terpadu P2M-BG merupakan program yang berbasis pada 
pemberdayaan masyarakat.  Adapun masyarakat yang dijadikan sebagai 
kelompok sasaran lebih dikenal dengan istilah masyarakat mitra.  Pemakaian 
nama masyarakat mitra dikarenakan masyarakat menjadi mitra bagi 
pemerintah dalam pelaksanaan Program Terpadu P2M-BG.  Adapun jumlah 
masyarakat mitra dapat dilihat pada tabel 3.1. 
Tabel 3.1 
Komposisi Masyarakat Mitra 
Menurut Jenis Kelamin 
Jumlah Masyarakat Mitra RT Jumlah 
KK Laki-Laki Perempuan 
Jumlah 
(1) (2) (3) (4) (5) 
01 11 26 30 56 
02 13 32 34 66 
03 24 63 59 122 
04 21 35 49 84 
05 19 49 42 91 
06 7 16 11 27 
07 18 34 37 71 
Total 113 255 262 517 
Sumber : Data peserta masyarakat mitra Program Terpadu P2M-BG tahun 
2004  
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 Dari tabel 3.1 dapat dilihat bahwa jumlah masyarakat mitra adalah 517 
dan sebagian besar adalah perempuan yaitu 262 sedangkan laki-laki hanya 
berjumlah 255.  Sedangkan jumlah masyarakat mitra menurut tingkat 
pendidikan dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini :   
Tabel 3.2 
Komposisi Masyarakat Mitra 
Menurut Tingkat Pendidikan 
Jumlah Masyarakat Mitra Pendidikan 
Laki-laki Perempuan 
Jumlah 
(1) (2) (3) (4) 
Belum Sekolah 21 11 32 
Tidak tamat SD 14 36 50 
Tamat SD 85 99 184 
Tamat SLTP 64 63 127 
Tamat SLTA 56 43 99 
Tamat Akademik 6 6 12 
Tamat P.T. 1 - 1 
Total 247 258 505 
Sumber : Data peserta masyarakat mitra Program Terpadu P2M-BG tahun 
2004  
 Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa sebagain besar masyarakat 
mitra memiliki latar belakang tamat SD yaitu 184 orang.    Sedangkan jumlah 
masyarakat mitra menurut jenis pekerjaan dapat dilihat pada tabel 3.3 :  
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Tabel 3.3 
Komposisi Masyarakat Mitra 
Menurut Mata Pencaharian 
Masyarakat Mitra Jenis Pekerjaan 
Laki-laki Perempuan 
Jumlah 
(1) (2) (3) (4) 
Jualan 10 23 33 
Buruh 21 15 36 
Swasta 13 2 15 
Sopir Becak 16 - 16 
Sopir 11 - 11 
Penjahit 2 5 7 
Tukang 14 2 16 
Wiraswasta 3 1 4 
Pegawai BUMN 2 - 2 
Bengkel 4 - 4 
Percetakan 5 1 6 
Lain-lain 12 1 13 
Total 113 51 164 
Sumber : Data peserta masyarakat mitra Program Terpadu P2M-BG tahun 
2004  
 
 Dari data tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar masyarakat mitra 
bermatapencaharian sebagai buruh yaitu berjumlah 36 orang.   
 
B.  PELAKSANAAN P2MBG DI KELURAHAN MANGKUBUMEN 
 Kemiskinan sangat berpengaruh pada rumah tangga dan kesejahteraan 
keluarga secara keseluruhan.  Selama ini, adanya konsep pembagian kerja dan 
tanggung jawab atas dasar gender telah menyebabkan perempuan terbelenggu 
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pada pekerjaan-pekerjaan reproduktif, padahal sebenarnya mereka mempunyai 
sumbangan pada usaha ekonomi keluarga.  Namun sumbangan pekerjaan mereka 
baik di sektor rumah tangga maupun pekerjaan upahan tidak diperhitungkan 
dalam statistik nasional.  Dalam kondisi semakin berkekurangan, maka 
perempuan menanggung beban lebih berat karena harus menangani konsumsi dan 
produksi rumah tangga agar terus “survive”.  Kemiskinan merupakan masalah 
sangat berat bagi perempuan yang hidup pada keluarga-keluarga miskin.  Salah 
satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan yang 
dialami perempuan dengan melibatkan juga laki-laki adalah melalui Program 
Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2M-BG) 
 Pelaksanaan Program Terpadu P2M-BG di Kelurahan Mangkubumen 
merupakan program yang pertama kali dilaksanakan di Kota Surakarta.  Program 
ini merupakan kelanjutan dari Program Peningkatan Peran Perempuan menuju 
Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2W-KSS).  Hal ini seperti apa yang diungkapkan 
oleh Ibu Sri Mientaningsih selaku Ketua Pengelola  berikut ini : 
“ Program P2M-BG merupakan program yang pertama kali…yang 
melaksanakan adalah Kecamatan Banjarsari, Kelurahan 
Mangkubumen…kalau dulu setiap tahun ada program yang sebelumnya 
yang namanya P2W-KSS  itu adalah sama program pemberdayaan..kalau 
P2M-BG bedanya dengan P2W-KSS adalah disini yang menjadi sasaran 
program bukan hanya kaum perempuan…tetapi satu keluarga termasuk 
juga suami dan anak-anak “ (Wawancara tanggal 14 Desember 2005) 
 
Dari ungkapan tersebut dapat disimpulkan bahwa Kelurahan Mangkubumen 
Kecamatan Banjarsari merupakan Pilot Project untuk pelaksanaan Program 
Terpadu P2M-BG di Kota Surakarta. Tetapi Penetapan Kelurahan Mangkubumen 
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sebagai Lokasi Pelaksanaan Program Terpadu P2M-BG masih berdasarkan Surat 
Keputusan Walikota Surakarta No. 411.5/051-B/1/2000. 
“ Jadi ini ‘kan Sebetulnya gini mas…penunjukkan ini sudah 5 tahun yang 
lalu…SK dari Walikota sudah 5 tahun yang lalu…dalam 5 tahun setiap 
Kecamatan satu…sebetulnya disini ‘kan ada 2 Kelurahan…Kelurahan 
Mangkubumen dan Manahan tetapi difokuskan disini” (Wawancara tanggal 
15 Juli 2005) 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Kelurahan Mangkubumen merupakan 
fokus dari pelaksanaan Program Terpadu P2M-BG di Kota Surakarta dan bukan 
Kelurahan Manahan.  Pemfokusan ini disebabkan pada tahun 2004 Kelurahan 
Manahan mengadakan persiapan untuk lomba desa mewakili Kecamatan 
Banjarsari.   
Pelaksanaan Program Terpadu P2M-BG di Kelurahan Mangkubumen 
sendiri mulai dilaksanakan pada bulan Februari 2004. Secara garis besar Program 
yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup keluarga menuju pada kesejahteraan, 
kesetaraan dan keadilan melalui kegiatan lintas bidang pembangunan dalam upaya 
penanganan kemiskinan dengan fokus peningkatan kondisi, status, kedudukan dan 
partisipasi perempuan dengan melibatkan juga laki-laki ini dilaksanakan ke dalam 
4 tahapan, tahapan tersebut adalah tahap penyusunan data dasar, tahap perencanan 
kegiatan, tahap pelaksanaan kegiatan, tahap evaluasi kegiatan. 
1. Tahap Penyusunan Data Dasar 
Penyusunan data dasar merupakan langkah awal yang dilaksanakan 
dalam rangka Program Terpadu P2M-BG.  Sebelum penyusunan data dasar 
dilaksanakan, Pihak Kelurahan terlebih dahulu melakukan pemberitahuan 
bahwa Kelurahan Mangkubumen ditunjuk menjadi lokasi pelaksanaan 
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Program Terpadu P2M-BG pada tahun 2004.  Pemberitahuan ini dilakukan 
pada waktu pertemuan rutin di Pendopo Kelurahan Mangkubumen pada 
tanggal 16 Februari 2004.  Bersamaan dengan pertemuan tersebut Kelurahan 
Mangkubumen menunjuk RW II sebagai lokasi pelaksanaan.  Hal ini seperti 
apa yang diungkapkan oleh Ketua Pengelola berikut ini : 
“ Dalam pertemuan rutin Kelurahan yang dihadiri oleh LPMK, semua 
Ketua RW Sekelurahan Mangkubumen…disana diinformasikan bahwa 
yang menjadi sasaran program P2M-BG.. yang merupakan program 
yang pertama kali dilaksanakan itu adalah di Kelurahan Mangkubumen 
dan oleh Kelurahan Mangkubumen yang ditunjuk menjadi obyek 
program di RW II” (Wawancara tanggal 14 Desember 2005)  
 
Penunjukkan RW II sebagai lokasi pelaksanaan program bukannya tanpa 
alasan.  Bapak Lukito sebagai Kasi Kesejahteraan masyarakat Kelurahan 
Mangkubumen mengungkapkan: 
“di Kelurahan Mangkubumen yang banyak PRA-KS-nya di RW II, 
sehingga difokuskan disana..kalau banyak, kita ngambil satu 
Kelurahan..sing bina rekoso mas(yang membina kesulitan)..Jadi kita 
‘kan difokuskan 1 RW ‘kan sudah banyak…jadi kalau ada apa-apa 
langsung kesana ”(Wawancara tanggal 15 Juli 2005) 
 
Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat beberapa pertimbangan yang 
dipakai Kelurahan Mangkubumen untuk memilih dan menetapkan RW II 
sebagai lokasi pelaksanaan, satu karena RW II memiliki jumlah masyarakat 
miskin paling banyak dibanding RW-RW lainnya, ini bisa dilihat dari jumlah 
PRA-KS yang berjumlah 610 orang.  Pertimbangan yang kedua adalah kalau 
Kelurahan Mangkubumen mengambil satu Kelurahan sebagai lokasi 
pelaksanaannya ditakutkan nantinya akan mengalami kesulitan dalam 
pembinaanya. 
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Sedangkan jika dilihat dari keadaan lingkungan fisik dan 
pemukimannya, RW II tidak termasuk kumuh.  Dari pengamatan yang 
dilakukan di lapangan dapat dilihat bahwa kondisi lingkungannya sudah 
cukup baik.  Ini terlihat dari sudah tersedia sumur dan jamban umum yang 
walaupun agak tidak terawat, selain itu saluran limbah dari rumah tangga ke 
sungai juga sudah ada walaupun tidak semua masyarakat memiliki, jalan-jalan 
kampung ada yang beraspal dan ada juga yang dari semen dan juga ada yang 
dari paving namun sebagian ada yang rusak. 
Dalam kategori kemiskinan, kemiskinan di RW II Kelurahan 
Mangkubumen termasuk ke dalam golongan kemiskinan struktural.  Ini 
disebabkan karena sebelum ada program pemerintah yang dilaksanakan di 
RW II, masyarakat kurang mampu untuk menumbuhkembangkan potensi 
yang dimiliki.  Jadi dengan dilaksanakannya Program Terpadu P2M-BG ini 
diharapkan masyarakat mampu meningkatkan kesejahteraan mereka melalui 
ketrampilan yang diberikan dengan memanfaatkan potensi yang mereka 
miliki. 
 Untuk memperlancar pelaksanakan Program tersebut diperlukan panitia 
pelaksana.  Dalam pertemuan tersebut, Kepala Kelurahan Mangkubumen 
mengeluarkan S.K. Kepala Kelurahan no.411.4/32/II/04 tentang Tim Pembina 
Program Terpadu P2M-BG Kelurahan Mangkubumen tahun 2004.  
Susunannya adalah sebagai berikut : 
Penanggung jawab  : Kepala Kelurahan Mangkubumen 
Ketua   : Lukito 
   
121 
Wakil ketua  : Soenarto 
Sekretaris  : Dra. Retno Asmara Murti 
Sekretaris II  : Warsiti 
Bendahara  : Hj. Kamsi Ristianto 
Pokja I   : Rohana Mulyono 
Pokja II  : Dra. Ani Nugroho A.P. 
Pokja III  : Wiwiek Djoko Suwanto 
Pokja IV  : Gin Wagiyo 
 Tugas wewenang dan tanggungjawab Tim Pembina Kelurahan adalah 
sebagai berikut : 
a. Melakukan upaya peningkatan kondisi, status, kedudukan dan partisipasi 
perempuan dalam kerangka penanganan kemiskinan. 
b. Menyusun rencana kerja dan pendanaanya. 
c. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan rencana kerja. 
d. Melakukan penyuluhan dan pembinaan. 
e. Menggali sumber dana dari masyarakat yang tidak mengikat. 
f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Kelurahan 
Mangkubumen.  
 Akan tetapi dalam pelaksanaannya selanjutnya Ketuanya diganti oleh Ketua 
Tim Penggerak Kelurahan dan Peran Pokja diganti oleh fasilitator.  Hal ini 
diungkapkan oleh Hj. Sri Mientaningsih selaku Tim Pengelola tingkat RW II 
sekaligus fasilitator sebagai berikut : 
“ Memang dibentuk Tim, tetapi akhirnya Tim itu ada sedikit perubahan, 
karena tidak diserahkan kepada Pokja-Pokja tetapi dalam prakteknya 
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ada perubahan…karena dititik beratkan adanya peran serta para 
fasilitator” (Wawancara tanggal 14 Desember 2005)  
 
 Pengalihan peran dari Pokja kepada fasilitator dilakukan karena 
mengingat bahwa Program Terpadu P2M-BG merupakan program yang 
sifatnya bottom up sehingga tim yang terbentuk nantinya hanya berperan 
untuk memfasilitasi.  
 Sementara itu untuk membentuk fasilitator di tingkat Kelurahan, Kepala 
Kelurahan Mangkubumen juga menyiapkan dan menetapkan fasilitator tingkat 
Kelurahan dengan S.K. Kepala Kelurahan Mangkubumen 
no.411.4/33/II/2004.  Dalam S.K. tersebut yang ditunjuk adalah Bp. Sawardi, 
Ibu Budiatmi, Bp. Suradi, Bp. Tulus Widodo.  Tetapi dalam pelaksanaannya 
ada perubahan dalam keanggotaan.  Anggota fasilitator yang baru merupakan 
pengurangan dari fasilitator yang lama dan ditambah dengan fasilitator yang 
baru sehingga keanggotannya adalah sebagai berikut : Widayati T. Tartomo, 
Hj. Sri Mientaningsih W. Goenardi, Suradi, Tulus Widodo.  Kriteria yang 
dipakai untuk memilih fasilitator adalah orang yang mau dan mampu 
berkomunikasi dengan baik.  Nantinya perwakilan dari fasilitator kelurahan 
akan mendapatkan pelatihan PRA yang di dalamnya memuat tentang 
pelatihan bagaimana menjadi fasilitator. 
 Setelah Pertemuan di Pendopo Kelurahan.  Selanjutnya diadakan 
pertemuan di tingkat RW II yang dihadiri oleh Kepala Kelurahan 
Mangkubumen beserta dari DKRPP.  Pada pertemuan tersebut, Kepala 
Kelurahan Mangkubumen menginstruksikan kepada semua Ketua RT di RW 
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II  untuk melaksanakan pendataan  masyarakat mitra dan dikumpulkan paling 
lambat bulan Februari 2004.  Kepala Kelurahan Mangkubumen juga 
membagikan blangko untuk melakukan pendataan masyarakat mitra.  Untuk 
penunjukkan dan pemilihan masyarakat mitra, Ketua Tim Pengelola 
mengatakan: 
“ Tentu saja, karena tujuan utamanya itu adalah meningkatkan taraf 
hidup masyarakat…tentu saja mereka adalah masyarakat yang perlu 
ditingkatkan kesejahteraan dan taraf hidupnya…otomatis berfikirnya 
adalah masyarakat yang perlu ditingkatkan, jadi yang kurang mampu, 
ditingkatkan kesejahteraannya…taraf hidupnya” (Wawancara tanggal 
14 Desember 2005) 
 Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Bp. Lukito 
berikut ini : 
“ Kita berdasarkan kriteria…bahwa lokasi itu adalah warga Pra 
Sejahtera atau kurang mampu” (Wawancara tanggal 15 Juli 2005) 
 
Dari kedua hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa kriteria yang dipakai 
para ketua RT sebagai pedoman untuk melaksanakan penunjukkann dan 
pendataan masyarakat mitra adalah warga Pra Sejahtera yang  yang perlu 
ditingkatkan kesejahteraan dan taraf hidupnya.   
 Dalam pelaksanaan penunjukkan dan pendataan masyarakat mitra, 
masing-masing petugas pendata menggunakan cara-cara yang berbeda. Salah 
satu caranya seperti apa yang diungkapkan oleh Bp. Wahrimin selaku petugas 
pendata di RT 01 berikut ini : 
“ Saya melihat KK sudah tahu..’ndak mendatangi rumah-rumah..’kan 
kita tahu kondisinya dan kita laporkan” (Wawancara tanggal 23 Maret 
2006) 
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 Tetapi lain lagi dengan Bp. Tulus Widodo selaku petugas pendata di RT. 
02, hasil wawancaranya dapat dilihat dalam halaman selanjutnya : 
“ Saya menggunakan dua-duanya…disamping melihat KK-nya sebagai 
pembentulan nama keluarganya…kemudian mendatangi ke rumah-
rumah…betul-betul kalau ada kegiatan P2M-BG mau nggak ikut 
melaksanakan kegiatan tersebut” (Wawancara tanggal 23 Maret 2006) 
  
 Melihat kedua hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa setiap Ketua 
RT menggunakan cara-cara yang berbeda untuk melakukan penunjukkan dan 
pendataan masyarakat mitra.  Cara yang dipakai oleh para Ketua RT adalah 
mendatangi rumah tiap rumah dan atau melihat KK.   
 Pelaksanaan penunjukkan dan pendataan masyarakat mitra dilakukan 
pada tanggal 17 -23 Februari 2004.  Dalam pelaksanaannya seharusnya 
dimusyawarahkan dulu ke masyarakat, akan tetapi untuk menyingkat waktu 
Tim Pembina meminta para ketua RT untuk melakukan pendataan.  Hal ini 
seperti apa yang diungkapkan oleh Ketua Tim Pembina berikut ini: 
“ Seharusnya memang dikomunikasikan dulu ke masyarakat mitra untuk 
mendapatkan data dasar itu, ,tapi kalau kita mengumpulkan masyarakat 
mitra nanti ’kan mungkin tidak cepat selesai, makanya kita 
mempercayakan pada Pak RT untuk memilih masyarakat mitra” 
(Wawancara tanggal 1 Februari 2006)  
 
 Akan tetapi dalam pendataan tersebut ternyata tidak semua ketua RT 
dapat melaksanakan pendataan masyarakat mitra baik dengan baik.  Hal ini 
dituturkan oleh Ketua Tim Pengelola berikut ini: 
“Dalam membuat data itu lucu-lucu mas…ya tidak semuanya Pak RT ya 
tepat gitu…ada yang memang dipandang secara umum” (Wawancara 
tanggal 14 Desember 2005) 
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 Untuk mengantisipasi hal tersebut ternyata Ketua Pengelola mempunyai 
cara sendiri dengan mengumpulkan terlebih dahulu para Ketua RT untuk 
melakukan pengecekan data sebelum dikirim ke Kelurahan. 
“Diadakan pertemuan di gedung Posyandu RWII itu untuk 
mengumpulkan dan merembug bersama tentang data masyarakat 
mitra….pertemuan tersebut juga digunakan untuk mengecek apakah 
sudah dilaksanakan pendataan itu…dilakukan checking apa sudah betul 
apa ndak, ternyata memang masih perlu dikoreksi-koreksi sebelum 
dikumpulkan” (Wawancara tanggal 14 Desember 2005). 
 
 Setelah dilakukan pendataan masyarakat mitra, maka hasil pendataan 
tersebut diserahkan kepada Tim Pembina Kelurahan.  Setelah laporan tersebut 
diserahkan, kegiatan selanjutnya adalah pembahasan data dasar tersebut.  
Pembahasan ini melibatkan para Ketua RT, Ketua PKK, Ketua RW, serta Tim 
Pembina Kelurahan.  Dari musyarah tersebut ditetapkan 113 KK menjadi 
masyarakat mitra.  Dengan jumlah masyarakat mitra 517 orang dengan jumlah 
penduduk perempuan 262 orang dan jumlah penduduk laki-laki 255 orang. 
 Dari hasil pembahasan tentang pemilihan masyarakat mitra dapat dilihat 
walaupun dalam penunjukkan dan pendataan masyarakat mitra masih kurang 
dikomunikasikan kepada masyarakat mitra dan masih ada beberapa petugas 
pendata yang hanya melihat keadaan masyarakat mitra secara umum.  Namun 
dapat dikatakan bahwa pemilihan masyarakat mitra sudah sesuai dengan 
pedoman pelaksanaan.  Di dalam pedoman pelaksanaan disebutkan bahwa 
masyarakat mitra yang dipilih menjadi subyek dalam P2M-BG adalah 
keluarga inti (terdiri dari suami, istri, dan anak) termasuk rumah tangga yang 
dikepalai oleh perempuan (karena tidak adanya suami) dan kriterianya 
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ditetapkan berdasarkan kesepakatan masyarakat yang ada di Kelurahan Lokasi 
P2M-BG. 
 
 Kegiatan selanjutnya adalah survey lokasi.  Kegiatan ini dilakukan oleh  
Kecamatan, PKK Kota, PKK Kecamatan, PKK Kelurahan, PKK RW, LPMK 
dengan didampingi oleh para Ketua RT.  Survey ini dilakukan untuk 
membandingkan data yang sudah dilaporkan dengan keadaan yang sebenarnya 
di RW II.  Di dalam survey tersebut sempat terjadi perdebatan antara tim 
survey dengan para petugas pendata masyarakat mitra mengenai kriteria yang 
dipakai oleh petugas pendata dalam menunjuk dan mendata masyarakat mitra.  
Tetapi setelah ada penjelasan dari petugas pendata, akhirnya para tim survey 
tersebut bisa mengerti.  Hal ini juga diakui oleh Ketua Tim Pengelola berikut 
ini : 
“Disitu terjadi “tarik-menarik”…kok ini, keluarga ini wong omahe 
apek, eneng mobile koq dilebokke masyarakat mitra (lha ini, keluarga 
ini rumahnya bagus, punya mobil tapi dimasukkan masyarakat 
mitra)…lha kita memberi penjelasan..itu nggon omahe apek, ndhuwe 
mobil…itu mertuanya (itu rumahnya bagus, punya mobil…itu 
mertuanya)…lha masyarakat mitra ini sendiri “ngèngèr”1 (Wawancara 
tanggal 14 Desember 2005) 
 
Setelah survey itu, tim survey melaporkan hasil survey tersebut dalam  
pertemuan di DKRPP tanggal 23 April 2004.  Dalam pertemuan tersebut 
perwakilan dari Tim yang mengadakan survey itu dikumpulkan, kemudian 
dimintai laporannya mengenai kondisi masyarakat mitra.  Dari DKRPP sendiri 
                                                 
1 Ngèngèr adalah orang atau keluarga yang  tidak memiliki rumah sendiri dan hanya menumpang   
tinggal bersama orang lain baik itu keluarga maupun tetangga.  Dalam tradisi Jawa, hal ini 
merupakan hal yang wajar.  
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kaget melihat jumlah masyarakat mitra yang banyak sekali.  Hal ini seperti 
apa yang diungkapkan oleh Ketua Tim Pengelola berikut ini : 
“Bukan main banyaknya masyarakat mitra lebih dari 100 tur(itupun) 
keluarga “ (Wawancara tanggal 14 Desember 2005) 
Kegiatan selanjutnya adalah pelatihan fasilitator.  Pelatihan fasilitator 
diadakan selama 3 hari di Bandungan.  Dalam pelatihan tersebut calon 
fasilitator diajarkan tentang teknik-teknik PRA (Participatory Rural 
Appraisal).  Teknik PRA merupakan sekumpulan teknik-teknik (cara-cara) 
yang mengajak masyarakat mitra untuk belajar dan mengupas pengetahuan 
masyarakat mitra mengenai hidup dan kondisi masyarakat mitra sendiri, agar  
masyarakat mitra dapat membuat rencana dan tindakan.  Materi yang 
disampaikan pada waktu pelatihan tersebut meliputi pelajaran tentang menjadi 
fasilitator, langkah-langkah PRA, prinsip PRA serta berbagai jenis alat kajian 
yang meliputi alat kajian pemetaan, alat kajian kalender musiman, alat kajian 
bagan kelembagaan, alat kajian mata pencaharian, alat kajian 
pengelompokkan dan peringkat masalah, alat kajian evaluasi dan rencana 
tindak lanjut, alat kajian ini yang nantinya akan digunakan bersama-sama 
masyarakat mitra. 
Selanjutnya fasilitator kota yang telah mendapatkan pelatihan tersebut 
melakukan pelatihan kepada masyarakat mitra dan tokoh masyarakat baik di 
tingkat Kelurahan maupun di tingkat RW II, seperti apa yang diungkapkan 
oleh salah seorang fasilitator berikut ini : 
“ Perwakilan masyarakat mitra, tokoh masyarakat kemudian ya dilatih 
supaya mereka bisa berperan serta di dalam menentukan segala 
sesuatu…jadi supaya mereka di dalam pelaksanaan program ini 
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diikutsertakan berpartisipasi  semuanya” (Wawancara tanggal 2 Januari 
2006) 
 
  
 Hal ini juga senada apa yang disampaikan oleh salah seorang Ketua 
PKK di RW II berikut ini : 
“ Dari masyarakat mitra dulu ada yang namanya mewakili menjadi 
fasilitator…jadi di tiap RT diambil dari masyarakat mitra..kemudian 
RT-nya atau Ibu Ketua PKK…itu mengikuti pelatihan 3 hari ” 
(Wawancara tanggal 29 Maret 2006)  
 
Setelah diadakan pelatihan PRA ditingkat RW II., maka diadakan 
pertemuan tingkat RW II untuk melakukan identifikasi masalah, kebutuhan, 
serta potensi yang ada di RW II.  Kegiatan ini melibatkan perwakilan 
masyarakat mitra, dimana untuk tiap-tiap RT diwakili oleh 5 orang dengan 
didampingi oleh fasilitator yang sudah mendapatkan pelatihan PRA.  Jadi 
jumlah pesertanya sekitar 35 orang dengan perincian jumlah laki-laki 20 orang 
dan perempuan 15 orang. Untuk membicarakan tentang keadaan masyarakat 
mitra itu, perwakilan masyarakat mitra dibagi kedalam 4 kelompok yang 
jumlahnya 9 – 10 orang.  Masing-masing kelompok membicarakan 1 alat 
kajian.  Alat kajian yang digunakan antara lain pemetaan, kalender musim, 
bagan kelembagaan, mata pencaharian, serta pengelompokkan dan peringkat 
masalah.  Hal ini seperti apa yang diungkapkan  oleh Ketua Tim Pengelola 
berikut ini : 
“Mereka(masyarakat mitra) di didik dan diajarkan untuk membicarakan 
permasalahane kampunge dhewe (kampungnya sendiri)…diarahkan 
oleh para fasilitator…kemudian mereka sendiri yang mengumpulkan” 
(Wawancara tanggal 14 Desember 2006) 
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Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Ibu Ketua RT. 07 
berikut ini : 
“ dulu dari perwakilan masyarakat mitra…diberi penyuluhan tentang 
pemetaan, kalender musim dll…kemudian dikelompok-
kelompokkan…nanti disuruh merembug bersama” (Wawancara tanggal 
29 Maret 2006) 
 
 Hal ini juga dibenarkan oleh salah seorang masyarakat mitra yang 
bernama Ibu Kusdaryanti dimana pada pelaksanaan identifikasi terlibat dalam 
pembuatan Kalender Musim berikut ini : 
“ Keterlibatan saya adalah pembuatan kalender musim…misalnya 
musim hujan biasanya gejala-gejala penyakit apa yang ada di musim 
hujan…kemudian di musim kemarau untuk mengantisipasi datangnya 
hujan itu apa biar ndak banjir…terus biasanya kalau musim kemarau 
‘kan flu mata..terus pembuatan kalender musimnya ya semacam 
banyaknya hajatan…dalam itu semua masyarakat mitra terlibat” 
(Wawancara tanggal 23 Februari 2006) 
  
 Hal tersebut juga diakui oleh Bp. Sony Warsono, dimana pada saat 
pelaksanaan PRA terlibat dalam pembuatan Pemetaan. 
“ikut itu saya…ya suruh menggambarkan wilayah RT-nya kemudian 
dijadikan satu dengan RT yang lain…jadi satu RW di data, 
digambar…kalau ada yang kleru (keliru)…saya bilang ini kleru 
(keliru)..kurang begini “ (Wawancara tanggal 28 Maret 2006) 
 
Dari pelaksanaan penyusunan data dasar ini dapat digambarkan dalam tabel 
3.4 : 
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Tabel 3.4 
Evaluasi Tahap Penyusunan Data Dasar  
Program Terpadu P2M-BG di Kelurahan Mangkubumen 
 
No. 
 
 
Pedoman Pelaksanaan 
 
Pelaksanaan 
 
Evaluasi 
(1) (2) (3) (4) 
1. Pemilihan Lokasi  Dilaksanakan dengan 
memilih lokasi dengan 
memfokuskannya  
dalam satu RW yang 
memiliki jumlah PRA-
KS paling banyak 
yaitu RW II Kelurahan 
Mangkubumen  
Sudah sesuai dengan 
pedoman 
pelaksanaan.   
2. Pembentukan Tim 
Pembina Kelurahan  
Dibentuk dan 
ditetapkan dengan 
S.K. Kepala 
Kelurahan 
no.411.4/32/II/04 
Sudah sesuai dengan 
pedoman 
pelaksanaan tetapi 
ada sedikit 
perubahan dimana 
peran Pokja 
digantikan oleh 
fasilitator, hal ini 
terjadi karena 
mengingat Program 
Terpadu P2M-BG 
merupakan program 
yang bersifat bottom 
up 
3. Pembentukan Fasilitator 
tingkat Kelurahan 
Dibentuk dan 
ditetapkan dengan 
S.K. Kepala 
Kelurahan 
Mangkubumen no. 
411.1/33/II/2004, 
walaupun ada 
perubahan sedikit.  
Jumlah fasilitator 
adalah 5 orang yang 
terdiri dari 3 
perempuan dan 2 laki-
laki 
Sudah sesuai dengan 
pedoman 
pelaksanaan karena 
jumlahnya lebih dari 
3 dan juga 
melibatkan 
perempuan dan laki-
laki, akan tetapi ada 
sedikit perubahan 
dalam susunan serta 
jumlah hal ini 
dikarenakan 
fasilitator yang 
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sudah ditetapkan 
kurang mau terlibat  
 
 
4. Identifikasi masyarakat 
mitra 
Dilaksanakan dengan 
memilih masyarakat 
yang memiliki kriteria 
masyarakat yang perlu 
ditingkatkan 
kesejahteraan dan taraf 
hidupnya.  Dari 
pemilihan tersebut 
disetujui 113 KK yang 
menjadi masyarakat 
mitra yang terdiri dari 
Laki-laki dan 
Perempuan.  Dalam 
pemilihan ini tidak 
diinformasikan 
terlebih dahulu kepada 
masyarakat mitra. 
Sudah sesuai dengan 
pedoman 
pelaksanaan , akan 
tetapi masih kurang 
optimal karena 
kurangnya 
komunikasi dengan  
masyarakat mitra 
selain itu ada 
beberapa petugas 
pendata yang hanya 
melihat secara 
umum tentang 
keadaan masyarakat 
mitra 
4.  Identifikasi masalah, 
potensi, dan kebutuhan 
Dilaksanakan dengan 
mengadakan 
musyawarah yang 
melibatkan perwakilan 
masyarakat mitra 
dengan menggunakan 
teknik-teknik PRA. 
Sudah sesuai dengan 
pedoman 
pelaksanaan karena 
menggunakan 
pendekatan yang 
partisipatif 
Sumber: data primer dan data sekunder 
 
 Dalam penelitian ini variabel yang digunakan ada 3 hal yaitu komunikasi, 
sikap pelaksana, serta dukungan kelompok sasaran. 
a.  Komunikasi 
 Komunikasi yang dilakukan pada tahap penyusunan data dasar 
merupakan komunikasi yang sangat menentukan.  Komunikasi tersebut 
berupa pemberitahuan tentang pelaksanaan Program Terpadu P2M-BG di 
Kelurahan Mangkubumen.  Pemberitahuan tersebut dilakukan secara 
berjenjang yaitu pemberitahuan di Musyawarah Kelurahan 
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Mangkubumendan di lokasi yaitu di RW II.  Dalam pemberitahuan 
tersebut selain diinformasikan tentang susunan Tim Pembina dan 
fasilitator tingkat Kelurahan, juga diinstruksikan untuk semua ketua RT 
untuk melakukan penunjukkan dan pendataan masyarakat mitra dengan 
cara mengisi blangko mengenai kondisi masyarakat mitra.  Hal ini seperti 
apa yang disampaikan oleh Bapak Hassan selaku petugas pendata di RT 
04 berikut ini : 
“ saya dapat informasinya di posyandu…pada saat pertemuan rutin 
RW II..disana kita diberitahu kalau RW II menjadi lokasi P2M-BG 
dan semua ketua RT diminta untuk melakukan pendataan 
masyarakat mitra” ( Wawancara tanggal 26 Maret 2006) 
 
 Hal tersebut juga dibenarkan  oleh Bapak Sony Warsono selaku 
petugas pendata di RT 06 berikut ini : 
“ dulu pas pertemuan rutin RW II…disana diinformasikan..bahwa 
RW II Kelurahan Mangkubumen menjadi lokasi pilot project 
pelaksanaan P2M-BG…dan terus kita disuruh melakukan pendataan 
masyarakat mitra” (Wawancara tanggal 28 Maret 2006) 
   
 Dalam tahap ini, bentuk komunikasi yang lain adalah pembekalan 
kepada fasilitator tingkat kota mengenai PRA.  Komunikasi yang 
dijalankan sudah cukup efektif.  Hal ini terlihat dengan diadakannya 
pelatihan PRA di tingkat RW.  Hal ini seperti apa yang seperti apa yang 
diungkapkan oleh salah seorang fasilitator berikut ini : 
“ Perwakilan masyarakat mitra, tokoh masyarakat kemudian ya 
dilatih supaya mereka bisa berperan serta di dalam menentukan 
segala sesuatu…jadi supaya mereka di dalam pelaksanaan program 
ini diikutsertakan berpartisipasi  semuanya” (Wawancara tanggal 2 
Januari 2006) 
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 Hal ini juga senada apa yang disampaikan oleh salah seorang Ketua 
PKK di RW II pada halaman selanjutnya : 
“ Dari masyarakat mitra dulu ada yang namanya mewakili menjadi 
fasilitator…jadi di tiap RT diambil dari masyarakat mitra..kemudian 
RT-nya atau Ibu Ketua PKK…itu mengikuti pelatihan 3 hari ” 
(Wawancara tanggal 29 Maret 2006)  
 
 Selain itu bentuk komunikasi yang lain adalah komunikasi dalam 
penyusunan masalah, kebutuhan, serta potensi yang ada di RW II  dengan 
menggunakan teknik-teknik yang ada dalam PRA.  Komunikasi tersebut 
sudah berjalan dua arah.   Hal ini terlihat dengan dilibatkannya perwakilan 
masyarakat mitra dengan pendampingan dari fasilitator.  Hal ini senada 
dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Tim Pembina berikut ini : 
“ di dalam melihat permasalahan , kebutuhan, serta potensi menurut 
alat kajian ini semua berperan aktif…dibagi menjadi kelompok-
kelompok…semua mengemukakan pendapatnya” (wawancara 
tanggal 2 Januari 2006) 
   
 Hasil wawancara tersebut, juga senada dengan apa yang disampaikan 
oleh salah seorang masyarakat mitra berikut ini : 
“ untuk masalah alat kajian…cara kerjanya…tiap-tiap tugas tadi 
dibagi tiap-tiap kelompok…tiap-tiap kelompok membahas tugasnya 
masing-masing..kita berembug untuk menghasilkan satu suara”  
(wawancara tanggal 23 Februari 2006) 
 
b.  Sikap pelaksana 
 Dalam tahapan ini dibutuhkan sikap pelaksana dalam melakukan 
penyusunan data dasar supaya tepat.  Pejabat pelaksana terlebih dahulu 
harus memahami tentang cara melakukan identifikasi masyarakat mitra.  
Tetapi ternyata tidak semua petugas pendataan memahami hal ini terlihat 
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dari tidak semua Ketua RT melakukan pendataan dengan cara mendatangi 
rumah tiap rumah, sehingga tidak dapat mengetahui keadaan masyarakat 
mitra sesungguhnya.  Hal ini seperti apa yang disampaikan oleh Ketua 
Tim Pangelola berikut ini : 
“ dalam membuat data itu…ya tidak semua pak RT ya tepat…ada 
yang memang melihat secara umum” (wawancara tanggal 14 
Desember 2005)    
  
 Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Sony Warsono berkut ini : 
“setelah dilakukan pendataan..lalu data tersebut dikumpulkan dan 
ternyata ada beberapa Ketua RT yang blangkonya tidak diisi 
semuanya” (Wawancara tanggal 28 Maret 2006)   
  
 Salah satu yang petugas pendata yang tidak melakukan survey secara 
langsung adalah Bapak Wahrimin selaku petugas pendata di RT 01.  
Beliau mengatakan : 
“ Saya melihat KK sudah tahu..’ndak mendatangi rumah-
rumah..’kan kita tahu kondisinya dan kita laporkan..dan waktunya 
‘kan cuma 7 hari..kalau kita melelakukan survey ndak cukup 
waktunya..’kan kita juga mempunyai tannggungjawab yang lainnya 
juga” (Wawancara tanggal 23 Maret 2006) 
 
 Dari beberapa hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 
dalam pendataan dan penunjukkan masyarakat mitra masih ada 
kekurangan yaitu tidak semua petugas pendata melakukan pendataan 
dengan mendatangi rumah tiap rumah sehingga tidak dapat mengetahui 
keadaan masyarakat mitra sesungguhnya, selain itu sedikitnya waktu yang 
diberikan untuk melakukan pendataan masyarakat mitra 
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  Dalam tahap ini, fasilitator tingkat Kota juga mengikuti pelatihan 
PRA yang nantinya menjadi dasar pelaksanaan Program Terpadu P2M-
BG.  Pelatihan tersebut dilaksanakan di Bandungan selama 3 hari.  Setelah 
fasilitator mendapat pelatihan PRA maka para fasilitator bersama 
masyarakat mitra melakukan identifikasi masalah, kebutuhan, serta 
potensi dari masyarakat mitra.  Hal ini seperti apa yang diungkapkan oleh 
Ketua pengelola berikut ini : 
“Mereka(masyarakat mitra) diajak untuk membicarakan 
permasalahane kampunge dhewe (kampungnya 
sendiri)…diarahkan oleh para fasilitator…kemudian mereka 
sendiri yang mengumpulkan” (Wawancara tanggal 14 Desember 
2006) 
 
 Hal ini sama seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Tim 
Pembina Kelurahan berikut ini : 
“dalam membuat data dasar dilakukan oleh Masyarakat mitra 
dengan didampingi oleh fasilitator” (Wawancara tanggal 1 
Februari 2006)  
 
c.  Dukungan Kelompok Sasaran 
 Dalam tahap penyusunan data dasar, dukungan kelompok sasaran 
terlihat dari adanya respon positif dari masyarakat ketika petugas pendata 
melakukan pendataan masyarakat mitra.  Meskipun mereka belum tahu 
mengenai program tersebut, tetapi masyarakat mitra menanggapinya 
dengan baik. 
  Selain itu dukungan kelompok sasaran juga terlihat dari kehadiran 
dan peran aktif dari masyarakat mitra dalam melakukan penyusunan data 
dasar yang didalamnya terdiri dari identifikasi masalah, kebutuhan, serta 
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potensi dengan menggunakan teknik yang ada dalam PRA.  Hal ini seperti 
apa yang diungkapkan oleh Ketua Pengelola dalam halaman selanjutnya : 
“ Bagaimana to mengetahui, mengenal masyarakat itu sendiri..itu 
yang membuat oleh masyarakat itu sendiri…jadi didalam 
pelatihan PRA itu dikelompokkan…saiki pelajaraono (sekarang 
pelajarilah) ungkapkan apa yang ada dimasyarakatmu itu” 
(Wawancara tanggal 14 Desember 2005) 
  
 Hal ini juga dibenarkan oleh salah seorang masyarakat mitra yang 
bernama Ibu Kusdaryanti dimana pada pelaksanaan identifikasi terlibat 
dalam pembuatan Kalender Musim. 
“ Keterlibatan saya adalah pembuatan kalender musim…misalnya 
musim hujan biasanya gejala-gejala penyakit apa yang ada di 
musim hujan…kemudian di musim kemarau untuk mengantisipasi 
datangnya hujan itu apa biar ndak banjir…terus biasanya kalau 
musim kemarau ‘kan flu mata..terus pembuatan kalender 
musimnya ya semacam banyaknya hajatan…dalam itu semua 
masyarakat mitra terlibat” (Wawancara tanggal 23 Februari 2006) 
  
 Hal tersebut juga diakui oleh Bp. Sony Warsono, dimana pada saat 
pelaksanaan PRA terlibat dalam pembuatan Pemetaan. 
“ikut itu saya…ya suruh menggambarkan wilayah RT-nya 
kemudian dijadikan satu dengan RT yang lain…jadi satu RW di 
data, digambar…kalau ada yang kleru (keliru)…saya bilang ini 
kleru (keliru)..kurang begini “ (Wawancara tanggal 28 Maret 
2006) 
  
2. Tahap Perencanaan Kegiatan 
Dalam tahap ini, kegiatan yang pertama kali dilakukan adalah Sosialisasi 
Program Terpadu P2M-BG Kota Surakarta tahun 2004.  Sosialisasi 
dilaksanakan di Pendopo Kelurahan Mangkubumen pada tanggal 25 Mei 2004 
yang disampaikan oleh Badan Pemberdayaan  Masyarakat (Bapermas) 
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Propinsi Jawa Tengah.  Sosialisasi ini merupakan salah satu cara untuk untuk 
memberikan pembekalan kepada masyarakat mitra tentang hal-hal yang 
berhubungan dengan Program Terpadu P2M-BG dan sekaligus meresmikan 
Program Terpadu P2M-BG di Kelurahan Mangkubumen tahun 2004.   
Kegiatan selanjutnya adalah membuat bagan pengorganisasian masalah.  
Dalam pembuatan bagan pengorganisasian masalah ini, peserta pelatihan PRA 
ditingkat RW melakukan pengorganisasian masalah serta peringkat masalah-
masalah yang ada di RW II.  Dalam pengelompokkan masalah, peserta 
pelatihan PRA mengumpulkan masalah-masalah yang sudah diidentifikasi dan 
kemudian menyederhanakan menjadi 20 masalah.  Masalah-masalah tersebut 
adalah pendapatan rendah, kurang modal, moral rendah, kejahatan, 
pengangguran, pendidikan rendah, kurang penyuluhan umum, kepadatan 
penduduk, resiko tinggi ibu hamil, kekerasan terhadap ibu dan anak, 
miras/narkoba, perjudian, polusi udara atau bau, banjir, MCK, TPS/Sampah, 
lingkungan kumuh, Puskesmas jauh, posyandu lansia, serta rumah tidak sehat.   
Setelah permasalahan disederhanakan, kemudian para peserta pelatihan 
PRA melanjutkan kegiatan dengan mencari masalah masyarakat mitra yang 
mendesak untuk segera ditangani.  Untuk melakukan hal tersebut para peserta 
melakukan peringkat masalah.  Dan setelah dilakukan musyawarah maka 
peserta musyawarah menyetujui bahwa pendapatan rendah serta kurangnya 
modal menjadi masalah yang paling mendesak di RW II. 
Setelah mengetahui permasalahannya, kegiatan selanjutnya adalah 
penyusunan RTL.  RTL ini berisi gagasan-gagasan yang disampaikan oleh 
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masyarakat mitra yang ditampung oleh fasilitator.  Dalam penyusunan RTL 
ini, masyarakat mitra juga terlibat.  Hal ini seperti apa yang disampaikan oleh 
Ketua Tim Pembina berikut ini : 
“yang membuat Rencana Tindak Lanjut ya masyarakat mitra itu sendiri, 
difasilitasi oleh fasilitator, kemudian fasilitator yang menampung untuk 
ditindaklanjuti” (Wawancara tanggal 1 Februari 2006)  
 
 Hal ini juga dibenarkan oleh Bp. Sony Warsono dalam hasil wawancara 
berikut ini : 
“RW mengumpulkan RT-RT itu…kemudian ditanya mintanya 
apa..kemudian ditindaklanjuti dengan memberikan pelatihan” 
(wawancara tanggal 28 Maret 2006)   
 
  Dalam menentukan jenis kegiatan, masyarakat mitra berpedoman pada 
program yang ada di pedoman pelaksananaan.  Hal ini seperti apa yang 
disampaikan oleh Ketua Pengelola berikut ini :  
“ Program ini sifatnya penggalian masalah dari bawah ke atas, tetapi 
pelaksanaan program itu sudah ada kerangkanya dari Bapermas.  Kita 
dilokasi ini, sifatnya ya hanya melaksanakan kerangka-kerangka 
program itu dan tentu saja berhubungan dengan masalah yang dihadapi 
oleh masyarakat mitra”(Wawancara tanggal 2 Januari 2006) 
 
Dengan melihat masalah yang ada serta berpedoman pada pedoman 
pelaksanaan, maka masyarakat mitra mengusulkan untuk diadakannya 
pelatihan yang dapat meningkatkan ketrampilan.  Oleh karena itu masyarakat 
mitra mengusulkan diadakannya pelatihan menjahit, bordir, rias pengantin, 
memasak, memotong rambut, berternak, perbengkelan. 
Setelah RTL disusun, maka fasilitator membuat laporan dan kemudian 
diserahkan kepada Penanggungjawab Program tingkat Kelurahan.  Oleh 
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Penanggungjawab Program tingkat Kelurahan, RTL tersebut difasilitasi 
dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Dinas/Instansi yang 
tergabung dalam Tim Pembina Kota untuk dapat ditindaklanjuti.  Surat 
pemberitahuan tersebut berisi tempat dan jadwal pelaksanaan pelatihan, serta 
peserta pelatihan.  Akan tetapi pada kenyataannya, tidak semua Dinas/Instansi 
yang tergabung dalam Tim Pembina Kota menanggapi dengan baik surat 
pemberitahuan tersebut, sehingga tidak semua jenis kegiatan yang telah 
diusulkan dapat dilaksanakan.   
 Kemudian untuk memperlancar pelaksanaan Program Terpadu P2M-BG 
di Kelurahan Mangkubumen, maka tokoh-tokoh masyarakat yang ada di RW 
II berinisiatif untuk membentuk Tim Pengelola yang nantinya akan membantu 
pelaksanaan program.  Dalam Tim Pengelola jumlah laki-laki yang terlibat  
sebanyak 26 orang sedangkan perempuan 29 orang.  Adapun susunannya 
adalah sebagai berikut :    
Penanggung jawab         : Bp. Wasi Goenardi 
/ fasilitator   
Ketua I       : Ibu Hj. Sri Mintaningsih W. Goenardi 
/ Fasilitator 
Wakil ketua    : Ibu Endang Mursito 
Sekretaris I    : Bp. Suradi 
Sekretaris II    : Sdri. Dahlia Permata Sari, SE 
Bendahara I    : Ibu Hj. Sri Martini Kamsi Ristianto 
Bendahara II    : Bp. Mursito 
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Mengelola /menangani    : Terdiri dari  
Pelaksanaan kegiatan      I. Fasilitator : 
program                                 Segenap peserta pelatihan PRA dan P2M-BG  
 di  RW II yang terdiri dari : 
· Tokoh masyarakat 
· Perwakilan TP.  PKK RT 01 s/d RT. 07 RW 
II 
· Perwakilan masyarakat mitra  
II. Ketua  RT 01 s/d 07 di RW. II 
III. Ketua dan beberapa pengurus TP. PKK RT  
 01 s/d 07 di RW II 
IV. Karang Taruna 
V. Tokoh Masyarakat lainnya  
  
 Untuk lebih jelasnya mengenai Tahap Perencanaan Kegiatan dalam 
rangka pelaksanaan Program Terpadu P2M-BG di Kelurahan Mangkubumen 
tahun 2004 dapat dilihat dalam tabel  3.5: 
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Tabel 3.5 
Evaluasi Tahap Perencanaan Kegiatan  
Program Terpadu P2M-BG di Kelurahan Mangkubumen tahun 2004 
 
No. 
 
 
Pedoman 
Pelaksanaan 
 
 
Pelaksanaan 
 
Evaluasi 
(1) (2)` (3) (4) 
1. Pengorganisasian 
masalah dan 
penentuan peringkat 
masalah yang 
dianggap paling 
mendesak untuk 
segera dilaksanakan 
Dilaksanakan dengan 
menyederhanakan 
berbagai masalah 
yang ada di RW II 
dan menempatkan 
permasalahan 
pendapatan rendah 
dan kurang modal 
menjadi masalah 
yang mendesak 
Sudah sesuai dengan 
pedoman pelaksanaan 
2. Pemecahan masalah 
dan penentuan 
prioritas pemecahan 
masalah yang 
dianggap tepat 
dengan melihat 
potensi yang ada di 
Kelurahan 
Dilaksanakan dengan 
merencanakan 
pelatihan yang sesuai 
dengan potensi 
seperti pelatihan  
menjahit, bordir, rias 
pengantin, memasak, 
memotong rambut, 
berternak, 
perbengkelan. 
Sudah sesuai dengan 
pedoman pelaksanaan  
3. Penentuan Program Dilaksanakan dengan 
berpedoman dengan 
program yang 
ditawarkan oleh 
pemerintah.  Akan 
tetapi bentuk 
kegiatan yang 
dibicarakan oleh 
masyarakat mitra 
hanya sebatas 
pelatihan, sedangkan 
untuk kegiatan 
penyuluh 
sepenuhnya 
ditentukan oleh Tim 
Pembina Kota 
Kurang sesuai dengan 
pedoman pelaksanaan, 
karena tidak semua kegiatan 
ditentukan oleh masyarakat 
mitra sendiri. 
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4. Pembagian peran 
antar stakeholder dan 
masyarakat mitra 
Dilaksanakan dengan  
masyarakat mitra 
berperan untuk 
mengusulkan RTL  
kemudian oleh Tim 
Pembina sebagai 
stakeholder  berperan 
menerima usulan dan 
menindaklanjuti  
Kurang optimal, karena 
tidak semua Dinas/Instansi 
yang tergabung dalam Tim 
Pembina Kota menanggapi 
dan memberikan pelatihan. 
Sumber : data primer dan data sekunder 
 
 Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan ada 3 hal yaitu 
komunikasi, sikap pelaksana, serta dukungan kelompok sasaran. 
a.  Komunikasi 
 Komunikasi dalam tahap perencanaan kegiatan berlangsung dua 
arah yaitu antara perwakilan masyarakat mitra dengan pejabat pelaksana 
dalam hal ini fasilitator.  Komunikasi tersebut berupa penggalian gagasan 
serta ide dari masyarakat mitra dalam rangka menyusun Rencana Tindak 
Lanjut (RTL).  Pelaksanaan komunikasi tersebut sudah berjalan dengan 
baik karena masyarakat mitra terlihat aktif.  Hal ini seperti apa yang 
disampaikan oleh Ketua Tim Pembina berikut ini : 
“sesudah bagan pengorganisasian masalah dibuat..kemudian 
muncul apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat…sesudah 
muncul kemudian membuat RTL…yang disusun oleh masyarakat 
mitra dan fasilitator..dalam kegiatan tersebut masyarakat mitra 
sangat aktif dalam menyampaikan usulan kegiatan” (wawancara 
tanggal 1 Februari 2006)   
  
 Dalam penyusunan RTL tersebut terlebih dahulu masyarakat mitra 
dibagikan kertas untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan setelah 
   
121 
masalah dari masyarakat mitra diketahui.  Hal ini seperti apa yang 
disampaikan oleh Ketua Pengelola berikut ini : 
“dulu saya ndhumi (bagikan) kertas…lalu saya tanya pengine opo 
ditulis wae (keinginannya apa ditulis saja)…lalu terus dirembug 
bareng dengan masyarakat mitra dan tokoh masyarakat yang 
hadir pada saat itu “ (Wawancara tanggal 2 Januari 2006) 
 
 Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Sony 
Warsono berikut ini : 
“RW mengumpulkan RT-RT (perwakilan masyarakat mitra) 
itu…kemudian ditanya mintanya apa..kemudian ditindaklanjuti 
dengan memberikan pelatihan” (wawancara tanggal 28 Maret 
2006) 
 
 Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk menyusun RTL, masyarakat 
mitra ditanya dahulu tentang apa yang menjadi keinginannya kemudian 
ditindaklanjuti oleh fasilitator. 
b. Sikap Pelaksana 
 Dalam tahapan perencanaan, sikap pelaksana terlihat pada saat 
menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat mitra.  Selain itu, sikap 
pelaksana masih terlihat dalam bentuk kesediaan memberikan 
pendampingan serta menampung usulan mengenai kebutuhan dari 
kelompok sasaran.  Hal tersebut sepeti apa yang disampaikan oleh Ketua 
Tim Pembina Kelurahan berikut ini : 
“ fasilitator yang nantinya memfasilitasi apa yang menjadi 
kebutuhan masyarakat mitra..mencari solusinya…seumpama rias 
pengantin perias mana yang kira-kira bisa didatangkan untuk 
melatih disitu” ( Wawancara tanggal 1  Februari 2006) 
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 Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Tim 
Pengelola berikut ini : 
“kita bekerjasama dengan PKK Kota dan Dinas/Instansi 
terkait…yang mencarikan pelatih…penggajian…adalah PKK Kota 
dan Dinas/Instansi terkait…kita (fasilitator) hanya menampung 
usulan dari masyarakat mitra” (Wawancara tanggal 2 Januari 
2006)  
  
 Jadi dalam hal ini fasilitator hanya bertugas menampung usulan 
yang berupa RTL dari masyarakat mitra untuk kemudian diteruskan 
kepada PKK Kota dan Dinas/Instansi terkait.  Namun setelah RTL 
tersebut disampaikan, ternyata tidak semua usulan dari masyarakat mitra 
dapat dipenuhi.  Hal ini seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Tim 
Pengelola berikut ini : 
“terbenturnya kurangnya dukungan/respon dari instansi-instansi 
terkait…tidak adanya program khusus ataupun perhatian khusus, 
fasilitas khusus bagi lokasi program” (Wawancara tanggal 14 
Desember 2005) 
 
 Hal tersebut juga dibenarkan oleh Tim Pembina dalam hasil 
wawancara berikut ini : 
“ Tidak terpadunya bantuan-bantuan tentang kesempatan untuk 
mendapatkan pendidikan…contohnya pelatihan-pelatihan yang 
kita mintakan tentang pelatihan ponsel sangat diharapkan dan 
diminati, pelatihan tentang teknik komputer, bengkel 
otomotif…tapi kebetulan tidak dapat di dukung oleh BLK ataupun 
Dinas Tenaga Kerja ….jadwalnya sudah lewat” ( Wawancara 
tanggal 1 Februari 2006) 
 
 Jadi tidak semua usulan latihan yang menjadi kebutuhan 
masyarakat mitra kurang dapat direspon oleh Dinas/Instansi terkait, hal ini 
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dikarenakan tidakadanya fasilitas khusus bagi masyarakat mitra.  Hal ini 
seperti apa yang disampaikan oleh salah seorang masyarakat mitra berikut 
ini : 
“dulu saya dapat informasi dari Kelurahan tentang adanya 
pelatihan di BLKI…lalu saya mendaftar dengan dilampiri surat 
keterangan dari Kelurahan..tapi juga tidak lolos (Wawancara 
tanggal 1 Februari 2006) 
 
c.  Dukungan Kelompok Sasaran 
 Dukungan kelompok sasaran pada tahap perencanaan terlihat pada 
saat masyarakat mitra menghadiri pertemuan yang diselenggarakan guna 
menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL).  Dalam pertemuan tersebut, 
masyarakat mitra memberikan kontribusi berupa saran, ide, gagasan 
tentang jenis pelatihan yang akan dilaksanakan.  Hal ini seperti apa yang 
disampaikan oleh salah seorang masyarakat mitra berikut ini : 
“ dalam pertemuan tersebut kita ditanya apa yang menjadi 
keinginan kita …terus kita dibagikan kertas untuk menulis apa 
yang menjadi keinginan kita..terus saya tulis disitu jahit…la 
memang saya membutuhkan pelatihan menjahit” (Wawancara 
tanggal 23 Februari 2006) 
 
 Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Dartini 
selaku masyarakat mitra berikut ini : 
“ dalam menyusun RTL..kita ditanya butuhnya apa..terus kita 
(masyarakat mitra) yang usul” (Wawancara tanggal 2 Mei 2006) 
 
  Selain itu dukungan kelompok sasaran juga terlihat dari respon 
positif dari masyarakat mitra ketika menyambut program.  Masyarakat 
mitra cukup antusias untuk menghadiri sosialisasi. Hal tersebut seperti apa 
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yang disampaikan Bapak Lukito sebagai Kasi Kesejahteraan Masyarakat 
Kelurahan Mangkubumen berikut ini : 
“ Saya melihat antusias….ya bisa dilihat dari kedatangannya pada 
waktu sosialisasi” (Wawancara tanggal 15 Juli 2005) 
 
 Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ketua Tim Pengelola dalam 
hasil wawancara berikut ini: 
“ Dulu pada waktu sosialisasi oleh Bapermas…semua masyarakat 
mitra datang…dan mereka cukup antusias” (Wawancara tanggal 2 
Januari 2006) 
 
 Jadi dukungan masyarakat dalam tahap perencanaan kegiatan ini 
sudah cukup baik, hal ini terlihat dari keaktifan masyarakat mitra dalam 
penyusunan RTL serta kehadirannya pada waktu sosialisasi diadakan. 
 
3. Tahap Pelaksanaan Kegiatan 
 Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses belajar serta 
penumbuhan kritis untuk menuju proses perubahan dari masyarakat mitra di 
RW II, secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut : 
a. Penyuluhan 
 Kegiatan penyuluhan dimaksudkan untuk meningkatkan 
pengetahuan masyarakat mitra tentang berbagai hal bidang kehidupan, 
selain itu penyuluhan juga digunakan sebagai proses belajar bagi 
masyarakat mitra.  Kegiatan penyuluhan ini, ditentukan oleh Tim Pembina 
Kota.  Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ketua Tim Pembina 
Kelurahan dalam halaman selanjutnya: 
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“ kalau pembinaan, semua instansi terjun semua nggak berdasarkan 
kebutuhan, tapi diberikan semua” (Wawancara tanggal 1 Februari 
2006) 
  
 Hal tersebut dibenarkan oleh Bp. Tulus Widodo selaku anggota Tim 
Pengelola berikut ini: 
“Dari dinas menentukan akan diadakan pembinaan…jadi 
masyarakat mitra mengikuti apa yang telah diagendakan disitu” 
(wawancara tanggal 23 Maret 2006)  
  
 Jadi penyuluhan yang diadakan, tidak ditentukan berdasarkan 
kebutuhan masyarakat mitra, melainkan semua diberikan kepada 
masyarakat mitra.  Dalam penyuluhan tersebut instansi maupun dinas yang 
melakukan penyuluhan adalah  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 
Departemen Agama, Dinas Kesehatan Kota, PKK Kota, Dinas 
Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 
Berencana (DKRPP dan KB), Dinas Lingkungan Hidup, Perusahaan 
Daerah Air Minum, DPU, DKP, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi, 
BAPPEDA, P3G UNS, LSM Spek Ham, Bagian Hukum, Disnaker, 
Deperindag, Dikpora, Darma Perempuan Surakarta, GOWS.  Untuk lebih 
jelasnya tentang materi yang disampaikan serta tanggal pelaksanaannya 
dapat dilihat pada tabel 3.6 :  
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Tabel 3.6 
Kegiatan Penyuluhan dalam rangka Pelaksanaan  
Program Terpadu P2M-BG di Kelurahan Mangkubumen tahun 2004 
 
No. 
 
 
Materi Penyuluhan 
 
Dinas / Instansi 
 
Tanggal 
(1) (2) (3) (4) 
1. Penyuluhan akte kelahiran Dispenduk / Capil 18 Juni 2004 
2. Peyuluhan keluarga 
bahagia perkawinan non 
muslim 
Dispenduk / Capil 18 Juni 2004 
3. Penyuluhan keluarga 
bahagia perkawinan 
muslim 
Departemen Agama 18 Juni 2004 
4. Penyuluhan Posyandu, 
Imunisasi, dan Taman Gizi 
Gerakan Keluarga Sehat 
Dinas Kesehatan 
Kota 
22 Juni 2004 
5. Penyuluhan keluarga 
berencana 
DKRPP dan KB 22 Juni 2004 
6. Penyuluhan pengaruh 
hama tikus, dll 
Dinas Kesehatan 
Kota 
25 Juni 2004 
7. Penyuluhan pemeliharaan 
jamban keluarga  
Dinas Kesehatan 
Kota  dan  PKK 
Kota 
25 Juni 2004 
8. Penyuluhan kesehatan 
lingkungan/pengadaan air 
bersih dan saluran air 
limbah 
Lingkungan 
hidup/PDAM 
25 Juni 2004 
9. Penyuluhan pemugaran 
perumahan dan perbaikan 
pemukiman 
DPU 29 Juni 2004 
10. Penyuluhan kebersihan, 
keindahan taman dan 
pelestarian lingkungan 
DKP 29 Juni 2004 
11. Penyuluhan pertanian Dinas Pertanian 29 Juni 2004 
12. Penyuluhan koperasi Dinas Koperasi 2 Juli 2004 
13. Penyuluhan perempuan 
dalam perencanaan 
BAPPEDA 2 Juli 2004 
14. Penyuluhan Gender P3G UNS 6 Juli 2004 
15. Penyuluhan kekerasan 
berbasis gender 
LSM Spek HAM 6 Juli 2004 
16. Penyuluhan sadar hukum Bagian hukum 6 Juli 2004 
17. Penyuluhan 
ketenagakerjaan  
Disnaker 9 Juli 2004 
18. Penyuluhan berwirausaha Deperindag 9 Juli 2004 
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19. Penyuluhan kejar usaha 
dan kejar paket 
Dikpora 9 Juli 2004 
20. Penyuluhan etika 
berbusana  
Darma Perempuan 
Surakarta 
13 Juli 2004 
21. Penyuluhan Peranan 
Perempuan dalam 
Pembangunan dan Peranan 
Anak Rawan sekolah 
GOWS 13 Juli 2004 
Sumber: Laporan Pelaksanaan Program Terpadu P2M-BG Kelurahan 
Mangkubumen tahun 2004 
Adapun pelaksanaan kegiatan penyuluhan sendiri dilaksanakan pada sore 
hari sekitar pukul 15.00 – 17.00 dengan pertimbangan tidak mengganggu 
aktifitas masyarakat mitra sendiri.   
 Setelah masyarakat mitra mendapatkan penyuluhan, kemudian 
diadakan diskusi.  Diskusi yang diadakan berupa menampung usulan-
usulan  yang menjadi kebutuhan dari masyarakat mitra.  Hal ini senada 
dengan apa yang diungkapkan oleh salah seorang peserta pelatihan berikut 
ini : 
“ diskusinya biasanya usul dari masyarakat mitra…biasanya minta 
bantuan” (wawancara tanggal 28 Maret 2006) 
  
 Hal ini juga dibenarkan oleh peserta pembinaan yang lain yang juga 
anggota Tim Pengelola berikut ini : 
“ Setelah dari penyuluh memberikan penyuluhan…kemudian diberi 
waktu untuk tanya jawab…yang belum ‘ngerti apa…kemudian 
misalkan untuk wilayah disini belum ada apa bisa diusulkan” 
(wawancara tanggal 29 Maret 2006) 
 
Jadi setelah ada penyuluhan dilanjutkan dengan mengadakan diskusi.  
Diskusi yang diadakan biasanya menampung usulan tentang kebutuhan 
dari masyarakat mitra.  Dan dari Dinas/Instansi yang memberikan 
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penyuluhan ada yang menyanggupi untuk memberikan bantuan yang 
menjadi kebutuhan dari masyarakat mitra.  Bantuan tersebut berupa 
pembangunan sumur oleh PDAM, kejar paket oleh Dikpora.  Akan tetapi 
setelah akan ditindaklanjuti, masyarakat mitra kurang mau merespon.  Hal 
ini seperti apa yang disampaikan oleh Anggota Tim Pengelola berikut ini : 
“ untuk penyuluhan kemarin dari PDAM itu…ada yang 
mengusulkan untuk dibuatkan penampung air…tapi karena 
tempatnya tidak memungkinkan…’ndak ada yang sanggup 
merawat..jadi sementara ditunda” (wawancara tanggal 29 Maret 
2006) 
 
b.  Pelatihan 
 Kegiatan pelatihan merupakan suatu pembekalan berupa 
pengetahuan dan ketrampilan kepada masyarakat mitra, sehingga dapat 
meningkatkan kemandirian dan akhirnya dapat meningkatkan pendapatan 
keluarga. 
 Penerima pelatihan ini terdiri dari kelompok-kelompok yang 
dibentuk berdasarkan keahlian yang dimiliki oleh masyarakat mitra.  Hal 
ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Bp. Lukito berikut ini: 
“Pada waktu itu’kan ada pendataan, semua diisi..jadi nama terus 
keahliannya apa..bidangnya pendidikan apa..itu diambil dari 
pendataan..jadi yang bisa njahit dikelompokkan njahit kemudian 
yang bisa masak dikelompokkan masak…dari pendataan itu 
dirangkum dipilih dan difokuskan”(Wawancara tanggal 15 Juli 
2005) 
 
 Hal ini juga dibenarkan oleh Ibu Mulat Kusdarwanti sebagai 
fasilitator tingkat RW dalam halaman selanjutnya : 
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“ Sebelumnya ada datanya…jadi setiap RT itu mendata siapa yang 
bisa njahit, masak….terus dikelompokkan“ wawancara tanggal 30 
Maret 2006) 
  Selanjutnya untuk memantapkan peserta pelatihan, maka jenis-
jenis kegiatan pelatihan tersebut disosialisasikan terlebih dahulu kepada 
masyarakat mitra.  Pada waktu sosialisasi tersebut, juga dilakukan 
pendataan kembali peserta pelatihan.  Dari sosialisasi tersebut dapat 
diperoleh hasil 41 orang perempuan mengikuti pelatihan menjahit, 5 orang 
laki-laki mengikuti pelatihan membordir, 9 orang mengikuti pelatihan rias 
pengantin, 21 orang perempuan mengikuti pelatihan memasak, 10 orang 
mengikuti pelatihan salon yang terdiri dari 4 orang laki-laki dan 6 orang 
perempuan, 10 orang laki-laki mengikuti pelatihan berternak, serta 14 
orang perempuan mengikuti pelatihan menghias baki lamaran.  Adapun 
jenis kegiatan serta  pelaksanaannya dapat dilihat dalam tabel berikut ini : 
Tabel 3.7 
Kegiatan Pelatihan dalam rangka pelaksanaan 
Program Terpadu P2M-BG di Kelurahan Mangkubumen tahun 2004 
 
Pelaksanaan 
 
 
 
Kegiatan 
  
Hari 
 
 
Tanggal/Bulan 
 
Jumlah 
Peserta 
(1) (2) (3) (4) 
Pelatihan menjahit Rabu 
& Kamis 
21 Juli – 13 Okt. 2004 41 orang 
Pelatihan membordir Senin 
& rabu 
19 Juli – 15 Sept. 
2004 
5 orang 
Pelatihan rias 
pengantin 
Senin 
& Selasa 
20 Juli – 21 Sept. 2004 9 orang 
Pelatihan memasak Jumat 6 Juli – 17 Sept. 2004 21 orang 
Pelatihan salon (Potong 
Rambut dan Cuci 
muka) 
 
Sabtu 24 Juli – 10 Sept. 2004 10 orang 
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Pelatihan Beternak Sabtu 20 Juli – 21 Sept.2004 10 orang 
Pelatihan Menghias 
baki lamaran 
Sabtu 7 Agust. – 4 Sept. 2004 14 orang 
Sumber: Laporan Pelaksanaan Program Terpadu P2M-BG Kelurahan 
Mangkubumen tahun 2004 
  Akan tetapi tidak semua kegiatan dapat dilaksanakan, ada beberapa 
yang belum terlaksana di tahun 2004.  Untuk itu kegiatan yang belum 
terlaksana akan dilaksanakan di tahun-tahun berikutnya, karena program 
ini sifatnya berkesinambungan.  
 Setelah masyarakat mitra mendapatkan pelatihan, maka 
masyarakat mitra diberi kesempatan untuk dapat mempraktekkan hasil 
pelatihan.  Untuk mendorong masyarakat mitra melaksanakan praktek 
tersebut, maka masyarakat mitra diberi stimulan berupa uang maupun 
barang yang harus dijadikan menjadi makanan maupun barang yang dapat 
dijual dan akhirnya dapat menambah pendapatan keluarga.  Akan tetapi 
cara ini kurang efektif, karena tidak semua masyarakat mitra mau 
mempraktekkan. 
c. Pembentukan kelompok 
  Pelaksanaan Program Terpadu P2M-BG di Kelurahan 
Mangkubumen pada tahun 2004 juga membentuk kelompok-kelompok 
kegiatan.  Kelompok-kelompok yang sudah terbentuk yaitu Kelompok Tri 
Bina yang terdiri dari Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja 
(BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) serta Posyandu Lansia dengan nama 
“Melati” serta kelompok Pra-Koperasi. 
  Untuk BKB kegiatan yang rutin dilaksanakan adalah pertemuan 
rutin.  Sedangkan untuk BKR kegiatan yang rutin dilaksanakan adalah 
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kegiatan olah raga badminton, nguri-uri boso Jawi, penyuluhan kepada 
para remaja tentang narkoba, bahaya pergaulan bebas, bahaya merokok 
serta minuman keras.  Selain itu kegiatan rutin lainnya adalah kegiatan 
seni musik yang meliputi musik keroncong maupun gamelan.  Sedangkan 
untuk BKL, kegiatan yang sudah terlaksana rutin adalah pemberian 
vitamin, pemeriksaan kesehatan. 
  Selain itu, juga terbentuk kelompok Pra-Koperasi.  Pembentukan 
kelompok Pra-Koperasi dimaksudkan untuk dapat memberikan 
permodalan bagi para pedagang di RW II, karena mayoritas masyarakat 
mitra memiliki mata pencaharian sebagai pedagang 
  Kelompok Pra-Koperasi dibentuk dengan mendapatkan bantuan 
modal dari Bank BTN yang sebagian digunakan untuk modal koperasi dan 
sebagiannya untuk ketrampilan.  Hal ini seperti apa yang diungkapkan 
oleh ketua Tim Pembina Kelurahan berikut ini : 
“Waktu pertama kali, kita mendapatkan modal untuk koperasi dari 
Bank BTN 3 Juta rupiah, tapi yang sebagian diberikan untuk 
ketrampilan, sebagaian dijadikan modal untuk koperasi” 
(Wawancara tanggal 1 Februari 2006)  
 
  Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh anggota Tim 
Pengelola berikut ini : 
“kemarin itu dari bank ada yang memberikan penyuluhan…terus 
dari pihak panitia pengurus P2M-BG itu minta kepada penyuluh 
dari Bank tersebut untuk memberi kucuran dana untuk 
didirikannya Pra-Koperasi di RW II…dulu sekitar 3 juta rupiah” 
(wawancara tanggal 29 Maret 2006) 
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Untuk bisa menghidupkan Pra-Koperasi dan membentuk Koperasi maka 
diadakan iuran berupa pananaman saham sebesar Rp.10.000,- dan 
tabungan wajib sebesar Rp.3.000 yang disetorkan setiap bulan.  Untuk 
peminjam akan dikenakan bunga sebesar 5% untuk 5 bulan. 
d. Permohonan Bantuan 
 Permohonan bantuan kepada Dinas/Instansi terkait difasilitasi oleh 
Penanggungjawab Program.  Bantuan ini digunakan untuk mendukung 
pelaksanaan Program Terpadu P2M-BG di Kelurahan Mangkubumen.  
 Bantuan yang dimohonkan berupa gerobak sampah, pembuatan TPS, 
Hidran Umum, pakaian pantas pakai, jamban keluarga, modal koperasi, 
tambahan modal, pemugaran perumahan, bibit tanaman beserta pupuk, 
ayam arab beserta kandang serta pakan, semen untuk plesterisasi rumah, 
bantuan beasiswa.  Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut 
ini: 
Tabel 3.8 
Bantuan yang diharapkan dalam rangka Pelaksanaan 
Program Terpadu P2M-BG di Kelurahan Mangkubumen 
 
No. 
 
 
Jenis Bantuan 
 
Dinas/Instansi 
 
Keterangan 
(1) (2) (3) (4) 
1.    a. Gerobak 
sampah 
b.Pembuatan  
    taman 
c. Renovasi TPS 
 
 
DKP 
Gerobak sampah 
sudah tetapi 
pembuatan taman 
serta renovasi 
rumah belum. 
2. Hidran Umum PDAM Belum terlaksana 
3.  Pakaian bekas TP. PKK Kota, Dharma 
Perempuan, IWAPI 
Sudah terlaksana 
4. Jamban keluarga Rotary Club Surakarta, 
DKK 
Belum terlaksana 
5. Modal koperasi Dinas Koperasi dan UKM Sudah terlaksana 
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6. Tambahan modal Dinas Perindustrian Belum terlaksanan 
7. Pemugaran 
rumah 
Bapermas Propinsi Jateng Sudah dilaksanakan 
8. Bibit tanaman 
beserta pupuk 
kandang 
 
 
Dinas Pertanian Belum terlaksana 
di tahun 2004 
9. Ayam Arab 
beserta kandang 
serta pakan 
Dinas Pertanian Belum terlaksana 
di tahun 2004 
10. Semen untuk 
plesterisasi 
rumah 
Walikota Belum terlaksana 
11. Beasiswa Dikpora Belum terlaksana 
Sumber: Laporan Pelaksanaan Program Terpadu P2M-BG Kelurahan 
Mangkubumen tahun 2004 
 
 Akan tetapi bantuan yang disampaikan tersebut, tidak semuanya 
ditanggapi oleh Dinas/Instansi terkait.  Penjelasan tentang tahap 
pelaksanaan kegiatan dalam Program Terpadu P2M-BG di Kelurahan 
Mangkubumen tahun 2004 dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini : 
Tabel 3.9 
Evaluasi tahap Pelaksanaan Kegiatan  
Program Terpadu P2M-BG di Kelurahan Mangkubumen tahun 2004 
 
No. 
 
 
Pedoman 
Pelaksanaan 
 
 
Pelaksanaan 
 
Evaluasi 
(1) (2) (3) (4) 
1. Pengorganisasian 
masyarakat mitra 
Dilaksanakan dengan 
mengorganisir masyarakat 
mitra sesuai dengan 
kebutuhan untuk mengikuti 
pelatihan 
Sudah sesuai 
dengan pedoman 
pelaksanaan 
2. Proses belajar Dilaksanakan dengan 
mengikutsertakan masyarakat 
mitra ke dalam kegiatan 
penyuluhan maupun pelatihan 
 
 
 
Sudah sesuai 
dengan pedoman 
pelaksanaan  
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3. Penumbuhan 
kesadaran kritis untuk 
menuju perubahan 
Dilaksanakan dengan 
membuka ruang diskusi.  
Dalam diskusi tersebut ada 
tanya jawab tentang materi, 
tetapi kebanyakan diskusinya 
dalam bentuk menampung 
usulan mengenai kebutuhan 
masyarakat mitra untuk 
memperbaiki kondisi 
lingkungan dan kehidupan. 
 
Kurang optimal, 
karena masyarakat 
mitra kurang mau 
mau berkorban  
4. Fasilitasi Dilaksanakan dengan 
penanggungjawab Program 
Terpadu P2M-BG Kelurahan 
Mangkubumen memfasilitasi 
usulan bantuan dari 
masyarakat mitra kepada 
Dinas/Instansi terkait 
Sudah sesuai 
dengan pedoman 
pelaksanaan, 
hanya kurang 
optimal karena 
kurangnya respon 
dari Dinas/Instansi  
Sumber: data primer dan data sekunder 
 
 Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan ada 3 hal yaitu 
komunikasi, sikap pelaksana, serta dukungan kelompok sasaran. 
a.  Komunikasi. 
 Komunikasi dalam tahap pelaksanaan kegiatan ini memang sangat 
penting.  Komunikasi tersebut berupa penyampaian materi baik 
penyuluhan maupun pelatihan kepada masyarakat mitra.  Komunikasi 
yang dijalankan sudah berjalan dengan baik.  Hal ini terlihat hasil dari 
pelatihan dan pembinaan yang dirasakan oleh masyarakat mitra.  Hal ini 
seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Wahrimin berikut ini : 
“ Dengan adanya P2M-BG di RW II, sebagai mitra kerja sangat 
merasakan hasil daripada program itu…khususnya pelatihan-
pelatihan itu kami sangat merasakan sekali…dulunya tidak tahu 
sekarang menjadi tahu…ya ini suatu kegiatan yang menonjol 
khususnya di RW II” (Wawancara tanggal 28 Desember 2005)  
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 Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Tri Rahayu dalam hasil 
wawancara berikut ini : 
“ dari pengalaman P2M-BG memang menunjang sekali pertama 
sing(yang) menjahit iso(bisa) nunjang….masalah masak macem-
macem sing di masak(macam-macam yang dimasak)…maune ra 
iso nggae kacang telor saiki iso nggae kacang telor(dulunya tidak 
bisa membuat kacang telur, sekarang sudah bisa membuat kacang 
telur)…terus nggae wajek soko mihun, kue zebra, onde-onde 
gandum” (Wawancara tanggal 21 Desember 2005) 
 
 Dari kedua hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 
komunikasi yang dilakukan selama penyuluhan serta pelatihan  sudah 
berjalan dengan baik, ini terlihat dari manfaat yang dapat dirasakan oleh 
masyarakat mitra. 
 Selain itu komunikasi dalam bentuk diskusi sudah berjalan dengan 
baik.  Hal ini terlihat dengan adanya usulan-usulan tentang kebutuhan dari 
masyarakat mitra.  Namun diskusi yang diadakan kurang optimal karena 
kurangnya pro-aktif dari masyarakat mitra saat diskusi yang menyangkut 
materi.  Hal ini seperti apa yang diungkapkan oleh salah satu anggota Tim 
Pengelola berikut ini : 
“ masyarakat mitra…untuk proaktif di dalam diskusi biasanya 
nggak begitu mau…maunya ada kursus yang menghasilkan” 
(wawancara tanggal 29 Maret 2006) 
 
 Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh salah seorang 
peserta pelatihan berikut ini : 
“ diskusinya biasanya usul dari masyarakat mitra…biasanya minta 
bantuan” (wawancara tanggal 28 Maret 2006) 
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 Jadi dalam diskusi yang diadakan, sebagian besar diskusi 
mengenai kebutuhan dari masyarakat mitra, sementara itu untuk diskusi 
mengenai materi yang bersifat teoritis jarang mendapat dukungan dari 
masyarakat mitra, karena masyarakat lebih menginginkan pelatihan yang 
hasilnya lebih nyata dari pada hanya sekedar teori. 
b.  Sikap Pelaksana 
 Pejabat pelaksana juga mempunyai kewajiban-kewajiban untuk 
menindaklanjuti usulan kegiatan dari masyarakat mitra.  Untuk 
menindaklanjuti usulan tersebut, pejabat pelaksana mengadakan 
pertemuan dengan kelompok sasaran untuk memberikan penyuluhan dan 
pelatihan kepada masyarakat mitra.  Sikap pelaksana terlihat dari 
kemampuan untuk menyampaikan pengarahan supaya nilai, motivasi, 
ketrampilan yang diberikan dapat diserap oleh kelompok sasaran.   
 Selanjutnya sikap pelaksana terlihat dari kemampuan pejabat 
pelaksana dalam merespon apa yang menjadi kebutuhan dari kelompok 
sasaran.  Respon ini terlihat dari adanya beberapa Dinas/Instansi yang 
membuka ruang dikusi untuk mengetahui kebutuhan masyarakat mitra 
dalam usaha memperbaiki kondisi lingkungan dan kehidupan masyarakat 
mitra.  Selain itu, sikap pelaksana juga terlihat dari kemauan pejabat 
pelaksana untuk memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat 
mitra.  Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Tim 
Pembina Kelurahan berikut ini :  
“Setelah penyuluhan ada diskusi..penjenengan (anda) butuhnya 
apa? O..butuhe ini ini..setelah didata kemudian kita fasilitator 
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menindaklanjuti…kemudian yang meminta bantuan-bantuan itu 
dari Kelurahan sebagai stakeholder” (Wawancara tanggal 1 
Februari 2006)  
 
 Hal tersebut dibuktikan dengan kucuran dana untuk modal 
Koperasi. Hal ini seperti apa yang diungkapkan oleh anggota Tim 
Pengelola berikut ini : 
“kemarin itu dari bank ada yang memberikan penyuluhan…terus 
dari pihak panitia pengurus P2M-BG itu minta kepada penyuluh 
dari Bank tersebut untuk memberi kucuran dana untuk 
didirikannya Pra-Koperasi di RW II…dulu sekitar 3 juta rupiah” 
(wawancara tanggal 29 Maret 2006) 
 
c.  Dukungan Kelompok Sasaran 
 Dukungan kelompok sasaran dalam tahap pelaksanaan terlihat 
pada kemauan masyarakat mitra untuk menghadiri pertemuan dalam 
rangka pembinaan dan pelatihan.  Selain itu dukungan kelompok sasaran 
juga terlihat dari swadaya beberapa masyarakat mitra untuk 
mempraktekkan hasil pelatihan.  Hal tersebut seperti apa yang 
disampaikan oleh Ketua Tim Pembina berikut ini : 
“waktu kita memberikan pelatihan menjahit, masak mereka 
kemudian mempraktekkannya..setelah kita beri pelatihan masak, 
mereka praktek sendiri otomatis mereka berswadaya walaupun 
kita juga memberi stimulan walau nggak seberapa” (Wawancara 
tanggal 1 Februari 2006) 
 
 Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Tri 
Rahayu selaku masyarakat mitra berikut ini : 
“ dulu setelah ada pelatihan menjahit saya diberikan kain untuk 
membuat seragam…terus benangnya ya dari saya sendiri” 
(Wawancara tanggal 21 Desember 2005)  
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 Jadi setelah diadakan pelatihan, masyarakat mitra diberi 
kesempatan untuk mempraktekkan hasil pelatihan dengan mendapatkan 
bantuan berupa kain, uang, dll.   
 Namun kelompok sasaran tidak seterusnya mau mendukung.  Hal 
ini terlihat pada saat masyarakat mitra ditawari akan dibangunkan sumur 
panampungan air serta kegiatan Kejar Paket namun masyarakat mitra 
menolak.   
 Selain dukungan dari masyarakat mitra.  Ada juga dukungan dari 
masyarakat di RW II.  Dukungan tersebut dalam bentuk bantuan dalam 
melakukan pemugaran rumah secara swadaya.  Hal tersebut seperti apa 
yang disampaikan oleh Ketua Tim Pembina Kelurahan berikut ini : 
“Seumpama kita memberikan bantuan, mereka juga nggak cuma 
‘njagakke’(menggantungkan) bantuan itu, tapi mereka berswadaya 
ya seumpama waktu memberikan pemugaran perumahan ‘kan 
nggak mungkin uang segitu cukup…la itu mereka berswadaya 
untuk menambah” (Wawancara tanggal 1 Februari 2006) 
 
 Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ketua Tim Pengelola dalam 
hasil wawancara berikut ini : 
“ dulu ‘kan ada bantuan untuk pemugaran perumahan..dari 
bantuan tersebut’kan tidak cukup…lalu diadakan semacam arisan 
dari masyarakat” (Wawancara tanggal 2 Januari 2006)  
 
 Jadi dalam pelaksanaan Program Terpadu P2M-BG di Kelurahan 
Mangkubumen, dukungan dari masyarakat diluar masyarakat mitra juga 
sudah nampak. 
 
   
121 
4. Tahap Evaluasi 
 Evaluasi diperlukan untuk mengetahui hasil dan dampak yang terjadi 
pada pelaksanaan Program Terpadu P2M-BG di Kelurahan Mangkubumen 
selama tahun 2004.  Evaluasi ini nantinya akan digunakan untuk tindak lanjut 
pelaksanaan Program Terpadu P2M-BG pada tahun-tahun berikutnya. 
 Evaluasi Program Terpadu P2M-BG di Kelurahan Mangkubumen pada 
tahun 2004 dilaksanakan dengan melibatkan : 
a. Masyarakat mitra 
 Evaluasi yang dilaksanakan oleh masyarakat mitra dilakukan dalam 
setiap tahapan kegiatan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan 
kegiatan dengan difasilitasi oleh fasilitator.  Namun setelah itu masyarakat 
mitra juga melakukan evaluasi dengan dinilai oleh Tim Juri dalam sebuah 
forum evaluasi pelaksanaan Program Terpadu P2M-BG di Kelurahan 
Mangkubumen tahun 2004. 
 Sebelum dilaksanakan evaluasi dengan Tim Juri, terlebih dahulu 
masyarakat mitra mengadakan pertemuan dengan Tim Pembina Kelurahan 
untuk mengevalusi kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana maupun yang 
belum terlaksana di tahun 2004.  Untuk kegiatan yang belum terlaksana di 
tahun 2004, masyarakat mitra meminta kepada Tim Pembina untuk dapat 
dilaksanakan   ditahun berikutnya. Pada pertemuan tersebut juga 
disepakati untuk membentuk panitia penyambutan Tim Evaluasi.  Dalam 
kepanitiaan tersebut melibatkan laki-laki dan perempuan.  Jumlah laki-laki 
adalah 43 orang sementara jumlah perempuannya adalah 45 orang  
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 Pada pelaksanaan evaluasi bersama Tim Juri, masyarakat mitra 
menyampaikan hasil-hasil kegiatan yang sudah terlaksana di tahun 2004 
salah satunya adalah pelatihan PRA.  Untuk menjelaskan pelatihan PRA 
yang sudah dilaksanakan di RW II, masyarakat mitra memajang kembali 
data-data yang telah diperoleh dari pelatihan PRA dan kemudian 
perwakilan dari masyarakat mitra menerangkan tentang data-data  tersebut 
kepada Tim Evaluasi.  Data tersebut adalah data yang telah disusun oleh 
masyarakat mitra dengan menggunakan alat-alat kajian seperti alat kajian 
pemetaan, kalender musiman, bagan kelembagaan, mata pencaharian.  Hal 
ini seperti apa yang diungkapkan oleh Ketua Tim Pengelola berikut ini : 
“yang mana itu (data-data tentang pelatihan PRA) itu 
dipamerkan..jadi pada saat evaluasi, tim evaluasi melihat sejauh 
mana masyarakat itu ngerti tentang PRA”(Wawancara tanggal 2 
Januari 2006) 
   
 Hal ini senada dengan oleh salah seorang masyarakat mitra berikut 
ini : 
“ untuk masalah alat kajian…cara kerjanya…tiap-tiap tugas tadi 
dibagi tiap-tiap kelompok…tiap-tiap kelompok membahas tugasnya 
masing-masing..kita berembug untuk menghasilkan satu 
suara…kemudian kita presentasikan di depan dengan disaksikan 
oleh petugas dari Semarang (Bapermas)” (wawancara tanggal  23 
Februari 2006) 
  
Selain itu, masyarakat mitra juga memamerkan hasil-hasil pelatihan 
yang telah dilaksanakan pada tahun 2004 mulai dari memasak, rias 
penganten, baki lamaran, salon.   
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Dalam pelaksanaan evaluasi, Tim Pengelola juga mempunyai 
gagasan untuk menampilkan potensi yang dimiliki oleh RW II.  Hal ini 
seperti apa yang diungkapkan oleh Ketua Tim Pengelola berikut ini : 
“ Disini itu memang daerahe wong dodolan (disini itu memang 
daerahnya orang jualan)…saya pemerkan disitu…suguhane 
tamunepun (hidangan untuk tamu)  ada tape ketan, bakmi ketoprak, 
bakso, mie ayam, ayam bakar, sate jerohan, lontong opor, es 
kopyor…semua kita minta berpartisipasi”(Wawancara tanggal 14 
Desember 2006)    
 
b. Tim Pembina  
 Evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Pembina meliputi laporan 
kegiatan-kegiatan apa yang telah dilaksanakan di RW II  dalam rangka 
Program Terpadu P2M-BG tahun 2004, kegiatan apa yang belum 
terlaksana, hambatan apa yang ada. 
 Sedangkan untuk Tim Pembina Provinsi, Evaluasi dilaksanakan oleh 
Tim Pelaksana tingkat Propinsi Jawa Tengah.  Tim yang melakukan 
evaluasi terdiri dari Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapermas) 
Propinsi Jawa Tengah, Badan/Dinas/Kantor di tingkat Propinsi Jawa 
Tengah, serta dari Tim Penggerak PKK Propinsi Jawa Tengah.  
 Dalam melakukan evaluasi, tim evaluasi dari propinsi menjadi 
pengamat dan mencatat setiap hasil informasi yang diberikan atau 
disampaikan oleh masyarakat mitra.  Selain itu Tim Evaluasi juga 
melakukan diskusi dengan perwakilan masyarakat mitra yang  menjadi 
ketua kelompok pada waktu pelaksanaan PRA tentang hasil pelatihan PRA 
yang sudah dijalankan.  Pada evaluasi tersebut, tim juga melihat-lihat hasil 
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serta demo dari pelatihan yang sudah dijalankan.  Setelah itu Tim Evaluasi 
mengadakan kunjungan keliling ke lokasi pelaksanaan.  Penjelasan tentang 
tahap evaluasi kegiatan dalam Program Terpadu P2M-BG di Kelurahan 
Mangkubumen tahun 2004 dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini: 
 
Tabel 3.10 
Evaluasi  tahap Evaluasi  
Program Terpadu P2M-BG di Kelurahan Mangkubumen tahun 2004 
 
No. 
 
 
Pedoman Pelaksanaan 
 
Pelaksanaan 
 
Evaluasi 
(1) (2) (3) (4) 
1. Evaluasi yang dilakukan 
masyarakat mitra 
Dilaksanakan dengan 
memajang kembali 
hasil pelatihan PRA 
dan menjelaskan 
kepada Dewan Juri 
selain itu masyarakat 
mitra juga 
memamerkan hasil 
dari pelatihan yang 
sudah dilaksanakan  
Sudah sesuai dengan 
pedoman pelaksanaan 
karena masyarakat 
mitra melakukan 
evaluasi dalam setiap 
tahapan 
2. Evaluasi yang dilakukan 
Tim Pembina  
Dilaksanakan dengan 
membuat laporan 
tentang hasil 
pelaksanaan Progam 
Terpadu P2M-BG 
selama tahun 2004 
Sedangkan Tim 
Pembina  provinsi 
melaksanakan evaluasi 
dengan  mengamati 
dan mencatat setiap 
informasi berupa 
pelatihan PRA dan 
kegiatan yang 
dilakukan serta juga 
mengadakan 
pengecekkan ke 
lapangan   
Sudah sesuai dengan 
pedoman pelaksanaan 
Sumber : data primer dan data sekunder 
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 Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan ada 3 hal yaitu komunikasi, 
sikap pelaksana serta dukungan kelompok sasaran. 
a.  Komunikasi 
 Komunikasi dalam tahap evaluasi berbentuk komunikasi dalam  
penyampaian hasil pelatihan PRA.  Dalam menyampaikan hasil pelatihan 
tersebut masing petugas yang telah ditunjuk, memaparkan penggunakan 
alat kajian pemetaan, kalender musim, bagan kelembagaan, serta mata 
pencaharian untuk mengetahui masalah, kebutuhan, serta potensi yang ada 
di RW II.  Hal tersebut seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Tim 
Pengelola berikut ini : 
“Jadi pada saat evaluasi itu, Tim evaluasi itu melihat sejauh mana 
masyarakat itu ngerti tentang PRA”(Wawancara tanggal 2 Januari 
2006) 
 
 Hal ini senada dengan oleh salah seorang masyarakat mitra berikut 
ini : 
“ untuk masalah alat kajian…cara kerjanya…tiap-tiap tugas tadi 
dibagi tiap-tiap kelompok…tiap-tiap kelompok membahas 
tugasnya masing-masing..kita berembug untuk menghasilkan satu 
suara…kemudian kita presentasikan di depan dengan disaksikan 
oleh petugas dari Semarang (Bapermas)” (wawancara tanggal  23 
Februari 2006) 
  
b.  Sikap pelaksana 
 Sikap pelaksana dalam tahap evaluasi dapat dilihat dari 
kemampuan untuk mengevaluasi kegiatan apa yang sudah terlaksana dan 
kegiatan apa yang belum terlaksana.  Selain itu sikap pelaksana juga 
terlihat dalam memberikan penilaian terhadap pelaksanaan program.  
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Karena program ini nantinya akan diperlombakan, maka kemampuan 
pejabat pelaksana harus baik dalam memberikan penilaian dan tidak 
memihak  
c.  Dukungan kelompok sasaran 
 Dalam tahap evaluasi dukungan kelompok sasaran terlihat dari 
kehadiran masyarakat mitra dalam mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang 
belum terlaksana.  Selain itu dukungan kelompok sasaran juga terlihat 
dalam kehadirannya pada saat pelaksanaan evaluasi serta dukungannya 
untuk menampilkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat mitra   
 Dukungan kelompok sasaran juga terlihat dari kemampuan untuk 
menyampaikan hasil-hasil pelatihan PRA.  Hal tersebut seperti apa yang 
disampaikan oleh Ketua Pengelola berikut ini : 
“ Pada waktu evaluasi itu dulu….kelompok-kelompok itu tampil ke 
depan menceritakan bagaimana pemetaan….bagaimana menyusun 
kalender musim” (Wawancara tanggal 2 Januari 2006) 
  
 Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Dartini 
selaku masyarakat mitra berikut ini :  
“ dulu pada waktu pelaksanaan evaluasi..dari perwakilan 
masyarakat mitra ditunjuk untuk menyampaikan hasil pelatihan 
PRA” (Wawancara tanggal 2 Mei 2006) 
  
 Dukungan juga terlihat dari bantuan-bantuan yang diberikan para 
donator yang ada di RW II, dalam pelaksanaan evaluasi.  Bantuan tersebut 
berupa makanan, sirup, bunga. 
 
  
   
121 
 Dari keseluruhan evaluasi kesesuaian antar pedoman pelaksanaan dengan 
pelaksanaan Program Terpadu P2M-BG pada setiap tahapan dapat digambarkan 
dalam tabel berikut ini : 
Tabel 3.11 
Evaluasi kesesuaian antara Pedoman Pelaksanaan dengan Pelaksanaan 
Program Terpadu P2M-BG di Kelurahan Mangkubumen tahun 2004 
 
No. 
 
Tahapan Program 
Terpadu P2M-BG 
 
 
Evaluasi 
(1) (2) (3) 
1. Penyusunan data dasar Pada umumnya kegiatan yang ada dalam 
pedoman pelaksanaan sudah dilaksanakan, 
akan tetapi ada perubahan seperti dalam 
susunan Tim Pembina Kelurahan maupun 
fasilitator.  Sementara itu dalam identifikasi 
masyarakat mitra belum dikomunikasikan 
terlebih dahulu.  Akan tetapi pelaksanaan 
identifikasi masalah, kebutuhan, serta 
potensi sudah menggunakan pendekatan 
partisipatif dengan menggunakan teknik 
PRA   
2. Perencanaan  kegiatan Pada umumnya sudah sesuai dengan 
pedoman pelaksanaan, hanya pada kegiatan 
pembagian peran antara stakeholder dengan 
masyarakat mitra kurang optimal.  Ini 
disebabkan karena kurang berperannya 
stakeholder dalam menindaklanjuti usulan 
pelatihan dari masyarakat mitra. 
3. Pelaksanaan kegiatan  Secara keseluruhan sudah sesuai dengan 
pedoman pelaksanaan, hanya semua 
pelaksanaannya kurang optimal.  Hal ini 
disebabkan karena dari pihak masyarakat 
kurang mau berkorban sementara dari 
Dinas/Instansi terkait kurang mau merespon. 
4. Evaluasi kegiatan Pada umunya sudah terlaksana sesuai dengan 
pedoman pelaksanaan sebab dalam evaluasi 
ini semua terlibat mulai dari masyarakat 
mitra, Tim Pembina Kelurahan, maupun Tim 
Evaluasi dari Propinsi 
Sumber : data primer dan data sekunder 
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C. DAMPAK SOSIAL EKONOMI DARI PELAKSANAAN PROGRAM 
TERPADU P2M-BG DI KELURAHAN MANGKUBUMEN TAHUN 2004 
1. Dampak sosial dari implemetasi Program Terpadu P2M-BG di Kelurahan        
Mangkubumen tahun 2004 
 Program Terpadu P2M-BG yang dilaksanakan di Kelurahan 
Mangkubumen telah memberikan dampak sosial bagi masyarakat mitra.  Salah 
satunya adalah masyarakat mitra menjadi sadar akan kebersihan lingkungan.  
Hal ini dibuktikan pada saat dilakukan pemeriksaan jentik nyamuk penyebab 
demam berdarah.  Dari pemeriksaan yang dilakukan secara berkala di setiap 
rumah, semakin sedikit jentik nyamuk yang ditemukan.  Hal ini seperti apa 
yang disampaikan oleh Tim Pengelola yang terlibat dalam pemeriksaan jentik 
nyamuk berikut ini : 
“perubahan yang terjadi di dalam masyarakat….contohnya ya…dulu 
pada saat dilakukan pemeriksaan sarang nyamuk secara berkala….di 
setiap rumah masyarakat mitra jarang di temui adanya jentik 
nyamuk…padahal pada waktu pemeriksaan sebelumnya banyak sekali 
ditemukan jentik nyamuk “ (Wawancara tanggal 2 Mei 2006) 
  
 Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Dartini selaku 
masyarakat mitra berikut ini : 
“Dulu setelah ada penjelasan tentang demam berdarah…saya jadi 
takut…bagaimana kalau keluarga saya yang kena…setelah itu saya 
rutin membersihkan setiap tempat yang bisa digunakan untuk 
bersarang nyamuk” (Wawancara tanggal 2 Mei 2006) 
  
 Selain itu dengan adanya pelaksanaan Program Terpadu P2M-BG, 
masyarakat mitra mendapatkan tambahan pengetahuan dan ketrampilan yang 
dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan keluarga.  Namun hal ini 
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masih pada batas menambah pengetahuan saja dan belum ada hasil nyata 
dalam peningkatan pendapatan. 
2.  Dampak ekonomi dari implementasi Program Terpadu P2M-BG di Kelurahan  
      Mangkubumen tahun 2004 
 Masyarakat mitra di RW II sebagian besar memiliki mata pencaharian 
sebagai pedagang, mulai dari PKL, pedagang makanan, warung yang menjual 
kebutuhan sehari-hari,dll.  Dampak yang mereka dapatkan dari pelaksanaan 
Program Terpadu P2M-BG adalah mereka mendapatkan tambahan modal 
untuk berjualan.  Dampak ini muncul, karena melalui Program Terpadu P2M-
BG terbentuk kelompok Pra-koperasi yang berbentuk simpan-pinjam.  Hal ini 
senada dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Yanti salah seorang penjual 
makanan dan sekaligus masyarakat mitra berikut ini : 
“ Yo dulu entuk jilihan seko koperasi 100 sewu…yo terus tak nggo 
nambahi daganganku…biasane 10 kilo beras…tak tambahi dadi 15 
kilo..eh untunge yo entek…sesuke meneh tak nggo ngompliti 
janganane…terus sebagian yo…nggo ndandani grobakku”(ya dulu 
dapat pinjaman dari koperasi 100 ribu..lalu saya pakai untuk 
menambah dagangan saya…biasanya 10 kilo beras…saya tambah 
menjadi 15 kilo…eh untungnya ya habis…besoknya saya pakai untuk 
menambah sayuran…lalu sebagian…untuk membenahi 
grobak)(Wawancara tanggal 2 Mei 2006) 
  
 Pengalaman ini serupa dengan apa yang dilakukan oleh Ibu Dartini, 
salah seorang penjual pakaian.  Beliau menuturkan : 
“Dari koperasi saya mendapatkan tambahan modal sebesar 100 
ribu…dari modal itu…saya gunakan untuk ngompliti dagangan 
saya…ya walaupun hanya dapat beberapa potong pakaian saja” 
(Wawancara tanggal 2 Mei 2006) 
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 Namun ada juga masyarakat mitra, yang tidak menggunakan pinjaman 
untuk meningkatkan usahanya.  Hal ini seperti apa yang disampaikan oleh Ibu 
Tri Rahayu berikut ini : 
“Pinjaman dari koperasi…tak nggo mbayar SPPne anakku sik…la wis 
di tagih mbek sekolahan” (saya pakai untuk membayar SPPnya anak 
saya dulu…la sudah di tagih sekolah) (Wawancara tanggal 3 Mei 
2006) 
      
 
D. HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM TERPADU 
P2M-BG  
 Pelaksanaan Program Terpadu P2M-BG tidak terlepas dari berbagai 
hambatan yang muncul baik hambatan dari masyarakat mitra itu sendiri maupun 
pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan program.  Hambatan yang 
berpengaruh dalam pelaksanaan Program Terpadu P2M-BG di Kelurahan 
Mangkubumen yaitu : 
a. Masyarakat mitra kurang aktif dan cenderung apatis 
 Dalam melaksanakan Program Terpadu P2M-BG, masyarakat 
ditempatkan sebagai subyek dari program tersebut.  Tetapi masyarakat mitra 
cenderung bersikap menolak.  Hal ini seperti apa yang diungkapkan oleh Ketua 
Tim Pengelola berikut ini: 
“ Dulu sudah disaguhi lho sebetulnya dari PDAM…itu mau dibuat 
sumur…tapi ditawari opo-opo mental…wonge yo wis trimo…sebetulnya 
dari Dinas Pendididkan Surakarta…sopo sing pingin melu khursus kejar 
paket A…B….C…tapi juga ndak ada yang daftar” (Wawancara tanggal 14 
Desember 2006)   
 
 Keapatisan masyarakat mitra lebih disebabkan karena masyarakat belum 
memahami manfaat dari P2M-BG.  Hal ini terlihat pada saat masyarakat mitra 
   
121 
ditawari oleh PDAM untuk dibangunkan sumur, tapi masyarakat mitra menolak 
dengan alasan enggan untuk membayar iuran perbulan.  Contoh lainnya adalah 
pada saat beberapa masyarakat mitra ditawari untuk diikutsertakan kejar paket 
secara gratis, tetapi juga ditolak.  Alasannya adalah sudah enggan untuk 
sekolah. 
 Melihat kondisi masyarakat tersebut, Tim Pengelola mencoba melakukan 
pendekatan kepada masyarakat mitra.  Salah satunya adalah dengan 
menggantikan pendidikan formal dengan pelatihan.  Hal ini seperti apa yang 
diungkapkan oleh Ketua Tim Pembina Kelurahan berikut ini: 
“ karena mereka ndak mau meneruskan…maka kita memberi pelatihan-
pelatihan saja terus…karena ternyata yang mereka butuhkan ternyata 
bukan pendidikan tinggi lagi, tapi bagaimana keluarga itu bisa 
memperoleh pendapatan untuk menghidupi keluarga” (Wawancara 
tanggal 1 Februari 2006) 
 
b. Kurangnya komitmen dari Dinas/Instansi terkait 
 Setiap program pembangunan yang dijalankan tidak luput dari peran serta 
komitmen dari pemerintah.  Dalam pelaksanaan Program Terpadu P2M-BG di 
Kelurahan Mangkubumen komitmen dari pemerintah dinilai kurang.  Hal ini 
bisa terlihat dari kurangnya tanggapan dari beberapa Dinas/Instansi, ketika 
masyarakat mitra membutuhkan pelatihan dan bantuan.  Hal ini seperti apa yang 
diungkapkan oleh Ketua Tim Pengelola berikut ini : 
“terbenturnya kurangnya dukungan/respon dari instansi-instansi 
terkait…tidak adanya program khusus ataupun perhatian khusus, fasilitas 
khusus bagi lokasi program” (Wawancara tanggal 14 Desember 2005) 
 
 Ketidakadaan perhatian khusus, fasilitas khusus juga terlihat dari kurang 
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terpadunya bantuan-bantuan dari pemerintah. 
“ Tidak terpadunya bantuan-bantuan tentang kesempatan untuk 
mendapatkan pendidikan…contohnya pelatihan-pelatihan yang kita 
mintakan tentang pelatihan ponsel sangat diharapkan dan diminati, 
pelatihan tentang teknik komputer, bengkel otomotif…tapi kebetulan tidak 
dapat di dukung oleh BLK ataupun Dinas Tenaga Kerja ….jadwalnya 
sudah lewat” ( Wawancara tanggal 1 Februari 2006) 
 
 Kurangnya komitmen pemerintah juga terlihat dari kurangnya dukungan 
untuk pemasaran.  Hal ini seperti apa yang diungkapkan oleh Ketua Tim 
Pengelola berikut ini : 
“ Untuk pemasaran sebetulnya juga ada keterkaitan dengan Dinas 
Perindutrian…mereka dulu ada semacam menjanjikan kalau memang 
disini sudah bisa terjadi kelompok usaha bersama nanti akan bisa 
dikoordinasi dengan Dinas Perindustrian…tapi di dalam praktek tidak 
semulus dan segampang apa yang direncanakan” (Wawancara tanggal 2 
Januari 2006) 
 
Melihat kondisi tersebut, Tim Pembina dan Pengelola mencoba mencari 
terobosan-terobosan.  Untuk permasalahan mengenai pemasaran, tim pembina 
maupun tim pengelola mencoba memasarkan sendiri kepada kenalan dan toko. 
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BAB IV 
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 
   
 iv 
 
A. KESIMPULAN 
 Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa implementasi 
Program Terpadu P2M-BG di Kelurahan Mangkubumen tahun 2004 telah sesuai 
dengan pedoman pelaksanaan meskipun terlihat kurang optimal di dalam beberapa 
tahap implementasi.  Pada tahap penyusunan data dasar dilihat bahwa pertemuan 
pembentukan Tim Pengurus Pelaksanaan Program dan fasilitator sudah sesuai 
dengan pedoman pelaksanaan.  Begitu pula dalam identifikasi masalah, 
kebutuhan, dan potensi sudah melibatkan masyarakat mitra.  Namun untuk 
kegiatan identifikasi masyarakat mitra masih kurang optimal dan salah sasaran.  
Hal ini disebabkan karena beberapa petugas pendata kurang memahami dan hanya 
memandang keadaan masyarakat mitra secara umum dengan hanya melihat KK-
nya saja tanpa mengadakan survey ke rumah-rumah masyarakat.  Sedangkan 
untuk pelatihan fasilitator tingkat kota telah dilaksanakan, sedangkan tingkat RW 
juga sudah dilaksanakan.  Komunikasi dalam tahapan ini berjalan dengan baik ini 
terlihat dari adanya musyawarah untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan serta 
potensi yang ada di RW II.  Sementara itu komunikasi yang sudah dijalankan tapi 
kurang efektif adalah pembekalan untuk ketua RT sebagai petugas penunjuk dan 
pendata masyarakat mitra, mengenai kriteria masyarakat mitra, kekurangefektifan 
terlihat dari masih terjadinya salah sasaran dalam menunjuk masyarakat mitra .  
Sikap pelaksana dalam tahap ini sangat mendukung, hal ini dapat ditunjukkan 
dengan fasilitator mengundang dan mendampingi masyarakat mitra dalam 
melakukan identifikasi masalah, kebutuhan, serta potensi.  Dukungan kelompok 
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sasaran juga bagus ini terlihat dengan adanya partisipasi dari masyarakat dalam 
musyawarah. 
 Pada tahap perencanaan kegiatan, dalam menyusun Rencana Tindak 
Lanjut dilaksanakan dengan melihat masalah yang mendesak yaitu masalah 
pendapatan rendah serta kurangnya modal.  Selain itu juga melihat potensi yang 
ada di RW II yaitu sebagaian besar masyarakat mitra memiliki usaha jualan.  
Kemudian setelah RTL tersusun, maka Penanggungjawab Pelaksanaan Program 
Terpadu P2M-BG Kelurahan Mangkubumen memfasilitasi RTL tersebut kepada 
Dinas/Instansi terkait yang tergabung dalam Tim Pembina Kota.  Namun usulan 
tersebut tidak semua ditanggapi dengan baik  Komunikasi terjalin dengan lancar, 
baik antara masyarakat mitra dengan masyarakat mitra, maupun masyarakat mitra 
dengan fasilitator dalam penyusunan RTL, serta pihak Kelurahan dengan 
Dinas/Instansi dalam meneruskan usulan dari masyarakat mitra.  Sikap pelaksana 
dalam tahapan ini sudah baik, ini terlihat dari fasilitasi Penanggungjawab 
Pelaksanaan Program Terpadu P2M-BG.  Namun hal ini kurang optimal karena 
beberapa Dinas/Instansi terkait tidak bisa memberikan pelatihan yang dibutuhkan 
oleh masyarakat mitra.  Dukungan kelompok sasaran sudah cukup baik ini 
terlihat dari kehadiran dari masyarakat mitra dalam penyusunan RTL. 
 Pada tahap pelaksanaan kegiatan dibagi kedalam 4 bagian yaitu 
penyuluhan, pelatihan, pembentukan kelompok, serta permohonan bantuan.  
Untuk kegiatan penyuluhan ada 21 macam penyuluhan, sementara kegiatan 
pelatihan ada 7 macam pelatihan.  Sedangkan dalam pembentukan kelompok 
sudah terbentuk kelompok Tri Bina yang terdiri dari BKB, BKR, serta BKL, 
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selain itu juga kelompok Pra-Koperasi.  Sementara untuk kegiatan permohonan 
bantuan belum semuanya dapat terlaksana.  Komunikasi sudah terjalin dengan 
baik, ini terlihat dari manfaat pelatihan yang sudah dirasakan masyarakat mitra.  
Selain itu juga dibukanya ruang diskusi mengenai kebutuhan masyarakat mitra.  
Sikap pelaksana sudah cukup baik dengan mau menindaklanjuti usulan 
kebutuhan dari masyarakat mitra.  Dukungan kelompok sasaran sudah cukup 
baik ini terlihat dari adanya swadaya dari beberapa masyarakat mitra.  Namun 
dukungan kelompok sasaran ini kurang maksimal karena dalam setiap kegiatan   
tidak semua masyarakat mitra mau menghadiri.  Kurang maksimalnya dukungan 
kelompok sasaran juga terlihat dari kurangnya swadaya dari masyarakat mitra. 
 Pada tahap evaluasi kegiatan pada umum sudah terlaksana dengan baik.  
Hal ini terlihat dari terlibatnya semua pihak dalam evaluasi ini baik dari 
masyarakat mitra, Tim Pembina Kelurahan, maupun Tim Evaluasi Provinsi.  
Dalam evaluasi ini perwakilan masyarakat mitra memaparkan dan memamerkan 
hasil pelatihan seperti pelatihan PRA, serta pelatihan-pelatihan ketrampilan.  
Sementara itu Tim Evaluasi melakukan penilaian dengan cara diskusi dengan 
masyarakat mitra mengenai hasil pelatihan PRA dan melihat hasil-hasil pelatihan 
serta mengadakan kunjungan ke lokasi.  Komunikasi  terjalin dengan baik antara 
masyarakat mitra dengan Tim Evaluasi.  Sikap pelaksana juga sudah baik ini 
terlihat dari adanya laporan yang dibuat oleh Tim Pembina Kelurahan.  
Dukungan kelompok sasaran juga sudah baik ini terlihat dari kehadirannya pada 
saat pelaksanaan evaluasi serta kemauan untuk memaparkan serta memamerkan 
hasil-hasil pelatihan. 
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 Sementara itu dampak dari pelaksanaan Program Terpadu P2M-BG 
Kelurahan Mangkubumen tahun 2004 adalah : 
1. Dampak sosial 
· Meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesehatan lingkungan 
· Menambah pengetahuan dan ketrampilan mengenai memasak, 
menjahit,sablon, salon, dll 
2. Dampak ekonomi 
· Masyarakat bisa mendapatkan tambahan modal usaha dengan 
dibentuknya kelompok Pra-Koperasi yang berbentuk simpan 
pinjam. 
 Dalam pelaksanaan Program Terpadu P2M-BG di Kelurahan 
Mangkubumen juga ditemukan adanya hambatan-hambatan.  Hambatan-hambatan 
tersebut diantaranya : 
1. Masyarakat mitra kurang aktif dan cenderung apatis.  Hal ini terlihat dari 
penolakan masyarakat mitra saat masyarakat mitra ditawari bantuan oleh 
Dinas/Instansi terkait. 
2. Kurangnya komitmen dari beberapa Dinas/Instansi terkait.  Hal ini terlihat 
kurangnya tanggapan dari beberapa Dinas/Instansi, ketika masyarakat 
mitra membutuhkan pelatihan dan bantuan 
 
 
B. IMPLIKASI 
1. Implikasi Teorotis 
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 Dalam penelitian evaluasi implementasi ini, teori-teori dari Grindle, 
Sabatier dan Mazmanian, Van Meter dan Van Horn, serta Richard Elmore, 
Michael Lipsky, serta Hjern dan David O’Porter diadopsi menjadi satu yaitu 
variabel komunikasi, sikap pelaksana, serta dukungan kelompok sasaran.  
Teori-teori tersebut mampu menjelaskan fenomena pelaksanaan Program 
Terpadu P2M-BG di Kelurahan Mangkubumen.  Komunikasi berpengaruh 
terhadap keberhasilan pelaksanaan Program Terpadu P2M-BG.  Hal ini 
terlihat dari adanya musyawarah untuk melakukan identifikasi potensi, 
kebutuhan, masalah masyarakat mitra serta musyawarah untuk menentukan 
jenis kegiatan yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan Program Terpadu 
P2M-BG.  Sementara itu sikap pelaksana juga sangat mempengaruhi 
keberhasilan.  Hal terlihat pada saat fasilitator memberi pendampingan dan 
fasilitasi kepada masyarakat mitra.  Tanpa adanya pendampingan serta 
fasilitasi, maka akan sangat sulit untuk mengetahui apa yang menjadi 
kebutuhan masyarakat mitra.  Selain kedua aspek tersebut, aspek dukungan 
kelompok sasaran juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan 
Program Terpadu P2M-BG.  Hal tersebut dikarenakan, Program Terpadu 
P2M-BG merupakan program dengan model Pemberdayaan masyarakat 
sehingga tanpa adanya dukungan kelompok sasaran dalam setiap tahapan, 
maka program tersebut tidak dapat terlaksana. 
 
2. Implikasi Metodologi 
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 Penelitian yang telah dilaksanakan ini merupakan jenis penelitian 
evaluasi setelah kebijakan berlangsung (ex-post evaluation).  Dalam 
pengumpulan data dilakukan dengan jalan wawancara mendalam, observasi, 
serta dokumentasi/studi pustaka.  Wawancara mendalam dilakukan kepada 
“key informan” yang berjumlah 18 orang dengan rincian 2 orang Tim 
Pembina Kelurahan, 7 orang Tim Pengelola, 3 orang fasilitator, serta 5 
masyarakat mitra.  Sementara itu observasi dilakukan dengan jalan mengamati 
pelaksanaan program tersebut langsung di lokasi pelaksanaan yaitu di RW II.  
Namun observasi yang dilakukan tidak selama pelaksanaan program tersebut.  
Teknik pemilihan  reponden dilakukan dengan cara “purposive sampling” .  
Dengan menggunakan metode tersebut ditambah dukungan data-data 
sekunder dinilai telah bisa dijadikan alat untuk mengetahui bagaimana 
pelaksanaan Program Terpadu P2M-BG serta dampak sosial dan ekonomi. 
3. Implikasi kebijakan 
 Pelaksanaan Program Terpadu P2M-BG di Kelurahan Mangkubumen 
pada umumnya sudah dilaksanakan sesuai dengan pedoman pelaksanaan, akan 
tetapi masih terdapat kekurangan di dalam pelaksanaannya.  Hal ini terlihat 
dari kurangnya dukungan dari beberapa Dinas/Instansi terkait yang 
menyebabkan ada beberapa kegiatan yang sebenarnya dibutuhkan oleh 
masyarakat mitra tidak dapat dilaksanakan sehingga pelaksanaan Program 
Terpadu P2M-BG kurang optimal.   
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 Selain itu dalam pelaksanaan pendataan dan penunjukkan masyarakat 
mitra, masih terjadi kesalahan.  Hal ini dikarenakan petugas pendata, hanya 
melihat secara umum tentang keadaan masyarakat mitra. 
 Sementara itu, dalam pelaksanaan Program Terpadu P2M-BG di 
Kelurahan Mangkubumen terdapat dualisme sikap masyarakat.  Di satu sisi 
partisipasi masyarakat sudah timbul dalam setiap tahapan pelaksanaan, namun 
disisi lain masyarakat mitra kurang aktif dan cenderung apatis dalam tahap 
pelaksanaan kegiatan yang menyebabkan adanya bantuan-bantuan yang 
sebenarnya dapat memperbaiki lingkungan dan kehidupannya tidak dapat 
terlaksana 
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Sumber : data kepengurusan Kelurahan Mangkubumen 
 
    
  
Tabel 3.12 
Matriks Analisis Hasil Penelitian dan Pembahasan 
 
Hasil Pembahasan No Variabel 
Tahap 
Penyusunan Data 
Dasar 
Tahap 
Perencanaan 
Kegiatan 
Tahap 
Pelaksanaan 
Kegiatan 
Tahap Evaluasi 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1 Komunikasi · Pemberitahuan 
tentang Program 
Terpadu P2M-BG  
dilakukan sudah 
dilaksanakan 
dengan baik.  
Dalam 
pemberitahuan 
diinformasikan 
tentang susunan 
Tim Pembina dan 
fasilitator tingkat 
Komunikasi 
terjadi secara dua 
arah.  Hal ini 
terlihat 
musyawarah 
untuk menyusun 
Rencana Tindak 
Lanjut (RTL).  
Musyawarah 
tersebut 
dilakukan oleh 
masyarakat mitra 
· Penyampaian 
materi kepada 
masyarakat 
mitra sudah 
cukup baik dan 
dapat dipahami 
oleh masyarakat 
mitra. 
· Diskusi untuk 
menampung 
usulan-usulan 
tentang 
Peny
hasil pelatihan 
PRA dari 
perwakilan 
masyarakat mitra 
kepada Tim Juri.
 
SEKSI 
PEMERINTAHAN 
SEKSI 
KESEJAHTERAAN 
MASYARAKAT 
SEKSI 
PEREKONOMIAN 
DAN LINGKUNGAN 
HIDUP 
SEKSI 
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Kelurahan, juga 
diinstruksikan 
untuk semua 
ketua RT untuk 
melakukan 
penunjukkan dan 
pendataan 
masyarakat mitra 
dengan cara 
mengisi blangko 
mengenai kondisi 
masyarakat mitra.  
Namun 
komunikasi 
kurang efektif, 
karena masih 
terjadi kesalahan 
dalam pendataan 
dan penunjukkan 
masyarakat mitra. 
· Pembekalan 
kepada fasilitator 
tingkat kota 
mengenai PRA 
berjalan dengan 
baik. 
· Dalam melakukan 
identifikasi 
masalah, 
kebutuhan, serta 
potensi 
dilaksanakan 
dengan 
musyawarah. 
 
 
dan fasilitator. 
 
kebutuhan dari 
masyarakat 
mitra berjalan 
dengan baik. 
2. Sikap Pelaksana · Fasilitator 
bersedia 
mendapatkan  
pelatihan PRA 
yang nantinya 
menjadi dasar 
pelaksanaan 
Program Terpadu 
P2M-BG 
· Fasilitator 
· Fasilitator 
sudah bersedia 
memberikan 
pendampingan 
serta 
menampung 
usulan 
mengenai 
kebutuhan dari 
kelompok 
· Pemberi 
penyuluhan 
sudah 
menyampaikan 
materi dengan 
baik. 
· Beberapa 
Dinas/Instansi 
membuka ruang 
dikusi untuk 
Tim pembina 
bersedia untuk 
mengevaluasi 
kegiatan apa yang 
sudah terlaksana 
dan kegiatan apa 
yang belum 
terlaksana. 
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bersedia untuk 
memberikan 
pengarahan, 
pendampingan 
terhadap 
masyarakat mitra 
dalam melakukan 
identifikasi 
masalah, 
kebutuhan, serta 
potensi 
sasaran.  
· Fasilitator  
menyampaikan 
usulan maupun 
gagasan dari 
masyarakat 
mitra kepada 
pejabat 
pelaksana 
diatasnya 
mengetahui 
kebutuhan 
masyarakat 
mitra  
· Fasilitator 
memfasilitasi 
apa yang 
menjadi 
kebutuhan 
masyarakat 
mitra kepada 
Dinas/Instansi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Dukungan Kelompok 
Sasaran 
· Masyarakat  
merespon dengan 
positif ketika 
petugas pendata 
melakukan 
pendataan 
masyarakat mitra 
· Masyarakat mitra 
terlibat aktif 
dalam 
musyawarah 
untuk melakukan 
identifikasi 
masalah, 
kebutuhan, serta 
potensi 
· Masyarakat 
mitra terlibat 
aktif menyusun 
Rencana 
Tindak Lanjut 
(RTL).   
· Masyarakat 
mitra merespon 
dengan positif 
dalam 
menyambut 
program 
 
· Masyarakat 
mitra 
menghadiri 
penyuluhan dan 
pelatihan 
· Swadaya 
beberapa 
masyarakat 
mitra untuk 
mempraktekan 
hasil pelatihan. 
 
 
· Masyarakat 
mitra 
terlibat secara 
langsung 
pelaksanaan 
evaluasi
· Masyarakat 
mitra bersedia 
untuk 
menampilkan 
potensi yang 
dimiliki oleh 
masyarakat 
mitra
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PEDOMAN WAWANCARA 
   
 xvii 
 
Pelaksanaan Program Terpadu P2M-BG 
1. Kapan Program Terpadu P2M-BG dilaksanakan di Kelurahan Mangkubumen 
? 
2. Bagaimana melakukan penunjukkan lokasi dan berdasarkan kriteria apa ? 
3. Bagaimana mensosialisasikan program tersebut kepada masyarakat mitra ? 
4. Bagaimana tanggapan masyarakat khususnya masyarakat mitra tentang 
program tersebut ? 
5. Siapa yang melakukan pendataan masyarakat mitra ? 
6. Bagaimana cara melakukan identifikasi masalah, kebutuhan, serta potensi 
yang ada di masyarakat mitra ? 
7. Siapa yang melakukan survey lokasi ? 
8. Sejauh mana pemahaman saudara tentang Program Terpadu P2M-BG ? 
9. Bagaimana penyusunan rencana kegiatan ? 
10. Bagaimana pembentukan kelompok-kelompok kegiatan ? 
11. Apakah masyarakat mitra berperan aktif dalam pelaksanaan program tersebut 
? 
12. Apakah dengan adanya program, potensi masyarakat mitra yang dimiliki 
benar- benar dikembangkan dan dimanfaatkan ? 
13. Apakah manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan Program Terpadu P2M-BG 
? 
14. Perubahan apa yang dirasakan masyarakat dengan adanya program tersebut ? 
   
 xviii 
15. Apakah pelaksanaan program tersebut sudah sesuai dengan apa yang 
diharapkan ? 
16. Apakah dengan dilaksanakannya program tersebut telah menumbuhkan 
partisipasi masyarakat mitra ? 
 
Faktor-faktor yang mempengaruhi 
1. Apakah ada komunikasi diantara pelaksana dalam melaksanakan Program 
Terpadu P2M-BG ? Apa bentuknya ? 
2. Apakah ada komunikasi antara pelaksana dengan masyarakat mitra ? Apa 
bentuknya ? 
3. Apakah komunikasi tersebut berjalan dengan lancar dan mendukung 
keberhasilan program ? 
4. Apakah pendidikan dan ketrampilan yang diberikan telah mendukung 
pelaksanaan program ? 
5. Apakah saudara tahu aturan pelaksanaan program ? 
6. Apakah saudara benar-benar telah melaksanakan aturan tersebut ? 
7. Apakah ada pertemuan rutin selama program dilaksanakan ? Kapan 
pertemuan diadakan dan apakah semua peserta menghadirinya ? Kegiatan 
apa yang dilakukan dalam pertemuan tersebut ? 
8. Bagaimana cara mengontrol pelaksanaan Program Terpadu P2M-BG agar 
program tersebut berjalan sesuai dengan pedoman pelaksanaan ? 
9. Apakah dengan adanya program tersebut, pendapatan, pengetahuan serta 
ketrampilan masyarakat mitra meningkat ? 
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10. Apakah saudara tahu tujuan dari program ? 
11. Apakah tujuan program yang terdapat daam pedoman pelaksanaan sudah 
tercapai ? 
12. Menurut saudara bagaimana kinerja pelaksana dalam melaksanakan program 
? 
13. Apakah masyarakat mendukung pelaksanaan program ? bentuknya apa ? 
14. Apakah masyarakat mitra teribat aktif ? 
 
Hambatan 
1. Apakah ada hambatan untuk mematuhi pedoman pelaksanaan dalam 
pelaksanaan Program Terpadu P2M-BG baik mulai dari penyusunan data 
dasar, perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, sampai evaluasi kegiatan 
? 
2. Apakah bentuk hambatan tersebut ? 
3. Bagaimana mengantisipasi dan mengatasi hambatan tersebut ? 
4. Apakah hambatan tersebut mempengaruhi kepatuhan masyarakat mitra dalam 
melaksanakan program ? 
 
Dampak 
1. Apakah dampak sosial yang nampak dengan adanya program ? bentuknya 
apa  saja ? 
2. Apakah dampak ekonomi yang nampak dengan adanya program ? bentuknya 
apa  saja ? 
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